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l.L La tar Belakang 

BABI 

PENDAIIULUAN 

Reformas.i sektor pubiik yang disertai adanya twttutan demokratisasi 

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan perubahan yang 

bergejolak di lingkungan pemerintah Indonesia bahkan seluruh sendi kehidupan 

berbangsa dan bemegara ini menyebabkan aspek trans:para.nsi dan akuntabilitas 

menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan terlilllSuk di bidang pengelolaan 

lreuangan Negata. Reformasi di Indonesia semakin diperkuat dengan kekecewaan 

rakyat terhadap pemerintahan di masa lalu. 

Salah satu pain penting perobahan adalah reformasi di bidang keuangan 

Negara. Refonnasi dibidang keuangan Negara memegang fungsi strategis dalam 

proses perubahan menuju tingkat kemakmuran yang lebih baik. Reformasi ini 

ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No.I? 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.I tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, UU No.l5 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangao Negara dan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembanglillan 

Nasional. 

Dengan perubahan ini dibarapkan anggaran Negara yang dituangkan pada 

UU APBN dan dirinci pada Peraturan Presiden tentang rincian APBN, serta 

didokurnentasikan dalarn dokurnen pelaksanaan anggaran dapat menjadi anggaran 

yang lebih responsive, Anggaran juga diharapkan memfasilitasi upaya pemenuhan 

tlilltutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemanfaatan 

sumber daya keuangan yang ada. 

Menurut Corbett (1998;118) bahwa "A budge/ is a formal statement of 

planned expenditure for a predetermined foture period with an accompanying 
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statement of where the money is to come from". Kurang Iebih artinya bahwa anggaran 

adalah suatu peroyataan formal tcntang pengeluaran yang direncanakan untuk periode 

masa depan yang ditetapkan sebelumnya dengan suatu pemyataan yang menyertainya 

terhadap dari mana uang berasal. 

Terkait dengan pemyataan teori tersebut, paket regulasi yang dikeluarkan 

Pemerintah dalam upaya mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang efektif 

dan efisien maim dlperlukan pola perencanaan yang bersifat berkelanjutan 

(sustainable). Peran Perencanaan dalam penganggaran akan mcndorong terciptanya 

optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian basil kegiatan dapat 

dijadikan tolok ukur keberhasilan perencanaan, sedangkan faktor anggaran berperan 

sebagai pendukwJ.g pelaksanaan kegiatan. 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan, visi dan misi 

yang telah ditcntukan, antara lain dipengaruhi oleh faktor penentuan kegiatan yang 

akan dilaksanakan secara rasiona1 dan matang. Proses penentuan kegiatan itu meliputi 

apa yang nkan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan, kapan dilaksanakan, 

dimana dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya, Di dalam penentuan kegiatan 

tersebut, perlu diperkirakan juga kemampuan swnber daya yang dimiliki, baik 

swnber daya manusia, organisasi, prasarana dan sarana, maupun dana yang dapat 

disediakan. 

Organisasi pemerintah maupun swasta selalu menghendaki agar tujuan, vlsi 

dan misinya dapat dicapai dengan berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu fllktor 

yang perlu dipenuhi agar tujuan) visi dan misi tersebut dapat dicapai adaJah 

dilakukannya perencanaan penyusunan anggaran dan ditindaklanjuti dengan 

pelak.sanaan anggaran secara rasional dan matang, Antara kegiatan perencanaan 

penyusunan anggaran dengan pelaksanaan anggaran merupakan dua hal yang sangat 

berkaitan1 karena anggaran merupakan rencana kegiatan yang sudah dinilai dengan 

satuan uang. Hal sen ada juga dikemukakan oleh James A.F. Stoner & Charles 

Wankel (1993:136), bahwa "anggaran merupakan bagian penting dari proses 

perencanaan", karena ia membimbing pengalokasian sumber daya menuju 

pencapruan sasaran. 
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Perubahan paracligma penyelenggaraan pemerintab.an dan penerapan prlnsip 

Good Goverment telah mendorong teJjadinya perubahan peran, fungsi dan aktivitas 

pernerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan didasari oleh elemen­

elemen akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan predictability. 

Nuansa baru dalam pengelolaan keuangan negara rnelalui sistem 

penganggaran berupa penerapan sistem anggaran berbasis kinerja untuk 

menggantikan sistem anggaran tradisional sebelumnya yang dianggap kurang 

sempuma yang tidak dapat mengukur prestasi ketja dari suatu unit organisasi. Selama 

ini kesuksesan penggunaan angganm negara hanya dilihat dari produk yang 

dihasilkan oleh suatu kegiatan/proyek dan belum menyentuh kepada manfaat apa 

yang didapat. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah dengan tegas membuat 

perubahan khususnya tentang proses penganggaran. Penganggaran disusun dengan 

kerangka pendekatan barn yaitn penerapan kerangka pengeluaran jangka menengab, 

penerapan penganggaran teqmdu (unifed budget), dan penerapan pcnganggarnn 

berbasis kinetja, 

Dengan Anggaran Berbasis Kinerja ini diharapkan penggnnaan anggaran 

negara akan lebih terarah, terukm, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga fungsi 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mengacu prinsip~ 

prinsip Good Governance. Sisten1 ABK ini sendiri mulai diterapkan secara bertahap 

mulai tahun anggaran 2005. Dengan demikian, suka tidak suka semua 

instansillembaga pemerintah baik pusat maupun daerah harus sudah mulai 

menerapkannya. 

Anggaran berba.sis kineJja (Performance budgeting) merupakan sistem 

perencanaan, penganggaran dan eva!uasi yang menekankan pada keterkaitan antara 

anggaran dengan basil yang diingiakan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa 

setiap alokasi dana harus dapat diuknr pencapaian output/outcome (keluaran!basil) 

yang hendak dicapai dari input (masakan) yang ditetapkan (Hairy ; 1999) 

Penerapan penganggaran kine.tja harus dimulai dengan perenca.naan klneJja, 

baik pada level na.sional (pemerintah) maupun level instansi (kementerianllembaga), 
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yang berisi komitmen tentang kinetja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam 

program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setiap instansi 

selanjutnya menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang 

direncanakan dengan fonnat RKA·KL, yang akan dibahas dengan otoritas anggaran 

(Departemen Keuangan, Bappenas dan DPR). RKA-KL dari keseluruhan 

kementerian/lembaga menjadi bahan penyusunan RAPBN bagi pemerintah. 

Penganggaran berbasis kine!ja merupakan metode peoganggaran hagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan­

kegiatan dengan keluaran dan basil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam 

pencapaian hasil dari keluaran terse but Keluaran dan hasH tersebut dituangkan dalam 

target klnerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, 

dimangkao dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat 

pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kinetja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanak:an oleh instansi 

pemerintah!lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara w1tuk mencapai k:inetja tahunan. Dengan kata 

lain, iutegrasi dari rencana kelja tahunan yang rnerupakan rencana operasional dari 

Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berba.sis kine!ja. 

Konsep dasar Anggaran Berbasis Kinerja adalah transpa:ransi, akuntabilita.s 

dan value for money~ yaitu manajemen keuangan yang efektif, eftsiensi dan 

ekonomis. Efek dari perubahan sistem tradlsional menjadi sistem kinerja tersebut 

tentunya timbul harnbatan-hambatan dan berpotensi untok mengalami kegagalan 

dalarn pelaksanaaonya. 

Sumber utama dalam penyusunan Anggarao Berbasis Kinerja adalah data -

baik berupa fmansial maupun non finonsial, karena data tersebut akan diolah menjadi 

infonnasi yang bergona untok menentokao indikator (ukuran), serta untok 

meng.,.alua.si dan mengarobil keputusao pengalokasiao dana agar lebih objektif. 

Narnun data yang tersedia kadang tidak bisa dijadikan sebagai informasi (disebabkan 
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data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan), ataupun bahkan, tidak 

ada data dalam penynsunan Anggaran Berbasis !Gnerja. 

Faktor perilakn manusia juga memberikan kendala yaitu kurangnya sikap 

care dan aware terhadap data dukung dan infonnasi yang berkualitas, sehingga 

perencanaan yang dibuat sering meleset, dan akhimya tidak mencapai tujuan yang 

telan ditetapkan. Masalah yang kedua adalah faktor politis yang disebabkan olen 

adanya kepentingan~kepentinga.'l politik yang ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan, Kendala ini cukup sulit untuk dihindari) karena biasanya datang dari 

adanya tatik menarik kepentingan diantara dit poHtik dan eiit penguasa dalam 

mempengaruhi kebijaksanaan pemedntah. Ketigal 3u1itnya menentukan skala 

prioritas atau bahkan tidak: adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalarn 

proses pengeloJaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya 

publik. Selarna ini, barnpir tidak rula upaya untuk menetapkan skala prioritas 

anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber 

daya yang dimiliki. Juga lemahnya analisis biaya·manfaat (cost and benefit analysis) 

sehingga kegiatan yang dijalankan krulang tidak memberikan tingkat keuntungan atau 

manfaat bagi publik. Keempat. tidak adanya standarisasi pengukuran kinerja secara 

seragam, se.hingga penilaian keberhasilan per-departemen juga tidak seragam. 

Kelima, tidak jelasnya tujuan dan indikator kinerja. indikator kinelja kadang knrang 

spesifik dan kurang terukur, siapa saja instansi yang bertanggung jawab dan 

bagaimana kontribusi masing-masing instansi untuk mewujudkan kinerja, Keenam~ 

yaitu masalah format RKA·KL nyaris tidak terbaca kinerja apa yang akan dihasilkan 

dari penggunaan anggaran untnk program dan kegiatan yang diusulkan. Dan yang 

terakhlr, belum adanya standar biaya (SB) dan standar pelayanan minimal (SPM). 

Departemen Hakuan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai 

salah satu unsur pelaksana pemarintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

sebagian tugas pemerintahan di bidang Hakum dan HAM ( Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2005 ). Sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan jasa 
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pelayanan hukum dan hak asasi manusm. Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di 

bidang hukum dan hak asasi manusia; 

2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bfdang tugasnya; 

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungja\Vt"bnya; 

4, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan 

5. pcnyampaian hasil evaluasi~ saran dan penimbangan di bidang tugas dan 

fungsinya kepada Presiden. 

Paket kebijakan di biclang perencanaan dan keuangan negara membcrikan 

implikasi terhadap perubahan organisasi. Secara struktur~ perubahan organisasi tidak 

ada perubahan, akan tetapi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdapat 

perubahan yang signiflkan tedkalt dengan paket regulasi tersebut. Perubahan tugas 

pokok dan fungsi tersebut .Iebih ditekankan kepada fungsi pelaksanaan perencanaan 

dan keuangan. 

Sebelum terbitnya Organisasi dan Tala Laksana (Orta) Departernen Hukum 

dan HAM tah>m 2005 pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan anggaran 

dilakukan di Biro Keuangan, sedangkan di bidang perencanaan dilakukan oleh Biro 

Perenca.naan. Penyusunan anggaran bersifat 2 (dua) jenis yaitu rutin dan 

pembangunan dimana pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dilakukan oleh Biro 

Keuangan. sedangkan Biro Perencanaan menyusun anggaran yang sifatnya proyek 

Perubahan kebijakan Pemerintah 1erhadap sistem perencanaan yaitu 

penyusunan anggaran yang berbasis kinerja sebagaimana yang tertuang dalam 

Organisasi dan Tala Kerja Departemen Hukum dan HAM nomor M.04.PR.07.10 

tehun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HA\4, 

tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan salah satunya adalah Penynsunan Anggaran. 

Sejalan dengan kebijakan Pe:nerintah melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 

tentang Keuangan Negara dan Undang~Undang nornor 25 tahun Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional maka tugas pokok tersebut dialihkan kepada Biro 

Perencanaan dan mulai berlalru sejak tahun 2008. 
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Namun diakui bahwa kinerja Departemen Hukum dan HAM masih rendah. 

Hal ini ditunjukkan laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM yang 

dinyatakan disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, 

berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

tentang integritas pelayanan publik, Departemen Hukum dan HAM dinyatakan 

sebagai salah satu instansi yang tingkat pelayanan publiknya rendah. 

Perubahan menuju penganggaran kinerja memang merupakan proses yang 

kompleks karena berkaitan dengan perubahan yang fundamental baik dalam sistem, 

manajemen maupun perilaku manusianya. Selain itu, penganggaran kinerja 

membutuhkan dukungan sistem manajemen kinerja, sistem akuntansi pemerintahan, 

dan perhitungan biaya. 

George C.Edwards III ( 1980 ; 1 ) menegaskan " ..... but even a brilliant 

policy porr/y implemented may fail to achieve the goals of its designers". 

Hal ini berarti bahwa sebaik apapun kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa 

diikuti dengan implementasi yang baik maka kebijakan itu tidak akan mencapai hasil 

yang telah direncanakan. Implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat 

penting dalam kebijakan publik sebagaimana George C.Edwards Ill ( 1980 ; I ) 

mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut : 

"Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making 
betlveen the establishment of policy such as the passage of a legislative 
act, the issuing of an executive order, the handling down of judicial 
decision, or the promulgation of a regulatory rule, and the consequences 
of the policy for the people whom iJ affects". 

Dari pengertian ini terlihat bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan 

merupakan suatu tahapan diantara pengesahan dengan akibat atau dampak dari 

kebijakan itu terhadap publik Untuk memahami keberhasilan implementasi 

kebijakan Edwards, memperkenalkan suatu pendekatan dengan mengemukakan 

beberapa faktor penting yang saling berinteraksi dan mempengaruhi proses 

implementasi kebijakan. 

Diharapkan dengan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang 

betul-betul mengacu kepada tercapainya tujuan dan penggunaan indikator kinerja 
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dalam penyusunannya, akan tercapai suatu sistem pemerintahan yang berorientasi 

kepada publik dengan memberikan pelayan terbaiknya kepada publik dengan 

mengacu prinsip-prinsip Good Governance, 

Tidak hanya itu, dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerj a 

juga hams tercapai keselarasan kebijakan dengan outcome/output yang akan 

dihasilkan, penyusunan outcome dan output dilakukan dengan konsultasi secara 

ekstensif dengan berbagai pihak terksit, seperti stakeholders dan grup pelanggan, 

Sehingga pemerintah tahu dengan pasti apa yang menjadi keinginan publik terhadap 

pelayanan yang nantinya ak:an disediakan oleh pemerintah. 

Keterkaitan output unit kerje dengan outcome tergambar dengan jelas dan 

terpetakan/terstmktur dengan balk dengan indikator yang spesifik dan terukur. 

Pembabasan anggaran di tingkst legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan 

kinelja yang ditargetkan. Apropriasi anggaran juga harus didasarkan pada outcome 

yang dihasilkan, 

Orientasi paket kebijakan pemerintah ini bertujuan agar pelaksanaan 

kegiatan yang berorientasi.k:an output lebih diutam~k.an dimana ukuran keberhasilan 

dapat dinilai dari hasil pencapaian kegiatan, Ukuran keberhasilan pada pencapaian 

kegiatan dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan Jainnya. 

Pelak:sanaan anggaran yang dilakukan oleh Biro K.euangan, dapat dijadikan 

sebagai salah satu indikator tugas pokok dan fungsi dalam mengukur pencapaian basil 

pelaksanaan kegiatan dari suatu program yang dilakukan oleh satuan kerja, Variabel 

kontrol melalui mekanisme penganggaran dapat dilakuk:an melalui mata anggaran 

kegiatan. Mekanisme kontrol ini dapat mengukur tingkst penyerapan anggaran 

kegiatan akan te!api tidak dapet mengukur tingkst keberhasilan pencapaian program, 

Oleh sebab itu, perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang akurat harus 

di1akukan secara terintegrasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap satuan 

ketja dapat tercapai secara optimaL 

Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk menganalisa implementasi 

kebijakan tentang anggaran berbasis kine!ja tersebut sehingga dapat diketahui apakah 

Universitas lndonesla 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



9 

kebijakan anggaran yang sudah ada telah be~alan efektif dan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

1.2 Permasalahan 

Yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana faktor - faktor komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan 

struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan Anggaran 

Berbasis Kinerja di Lingh.-ungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum 

danHAMRI? 

2. Apa kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis 

kinerja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor - faktor komunikasi, sumber daya, 

sikap/disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi 

kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Departemen Huktun dan HAM Rl. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemen 

Huktun dan HAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk. menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam proses pengambilan kebijakan secara berkelanjutan 
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( suistainable policy making process) dan roengimpleroentaslkan kebijakan anggaran 

berbasis kim•ja tersebut di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asru;i Manusia. 

Sedangkan dati aspek akademis, apa yang ditemukan melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai anggaran berbasls 

kinerja dengan berdasarkan kaidah-kaidah ilrnu pengetahuan. 

1.5 Sistematil\:a Penuli.san 

Penulisan tesis ini akan disajikan secara sistimatis dan rlisnsun dalam enam 

bab yang saling menunjang dan berhubungan satu dengan lainnya, sehingga 

membentuk satu kesatuan. Urutan pembahasan Wltuk: setiap bab adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Babll 

Bab ini berisi~ dimulai dari latar belakang masalah, pokok permasalahan~ 

tujuan penelitlan, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, dan 

sistema:tika penulisan. 

Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. 

Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori implementasi kebijakan 

dignnakan sebagai pijakan pengetahuan yang mendasari implernentasi 

atau pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja serta teori 

pengu.kuran kinerja sebagai teori yang mendasarl evaluasi terhadap 

anggaran berbasis kinerja, definis Anggaran dan Penganggaran, serta 

defmisi anggaran berbasls kinerja. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai metode Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini mulai dati pendekatan penelitian, Sumber data dan 
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BABV 

II 

Instrumen Penelitia.n, Proses Pengumpulan Data, dan Proses Analisa 

Data, serta mengungkapkan keterbatasan penelitian yang dimiliki. 

Gambaran Umurn Departemen Hukum dan HAM 

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum 

dan HAM, Sekertariat Jendeml Departemen Hukum dan HAM, serta unit 

kerja Biro Keunngan dan Biro Perencanaan yang mencakup tugas pokok 

dan lbngsi. 

Analtsis Hasil Penelitian 

Membahas hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan an:ggaran 

berbasis kine1ja di Departemen 1-Iukum dan HAM~ serta menjelaskan 

kendala~kendala yang timbul dari implementasi kebijakan sistem 

anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan teori implementasi 

kebijakan George Edward III. 

Bab VI Penutup 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran/rekomendasL 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Anggaran dan Penganggaran 

Menurut Corbett (1998;!18) anggamn adalah "a formal statement of planned 

expenditure for a predetermined future period with an accompanying statement of 

where the money is to come from". Kurang Jebih artinya bahwa anggaran adalah 

suatu pemyataan formal tentang pengeluaran yang direncanakan untuk periode masa 

depan yang ditetapkan sebelumnya rlengan suatu pemyataan yang menyertainya 

. terhadap dari mana uang berasal. Dengan demikian, benang merah dari definisi 

anggaran menurut Corbett adalah pemyataan fonnal yang memuat 1) rencana 

pengelwmm periode masa depan1 dan 2) keterangan dari mana penerlmaan diperoleh. 

Agak berbeda dengllll pengertian yang diberikan Corbett, menurut Woelfel 

(!987;30) pengertian anggaran adalah "an orderly and coordinated plan offmancial 

planning and management. The budge{ing forces management to determine its goals 

and objectives an to develop a coordinated plan for achieving these ends". Kurang 

lebill artinya bahwa anggaran adalah suatu perencanaan keuangan dan manajernen 

yang teratur dan terkoordinasi. Pengans,.ganm mengharuskan manajemen Wltuk 

menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan~tujuan serta mengembangkan suatu rencana 

yang terkoordinasi untuk men<:apai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan tersebut. 

Dengan demikian, Woelfel menekankan arti pentingnya pencapaian target sesuai 

dengan hasil yang ingin dicapai dengan cara penerapan proses koordinast 

Menurut The National Commile on Govermental Accounting (NCGA) dalam 

Sugijanto, Gunardi, dan Lobo (1995;22) definisi anggaran adalah "plan of financial 

operation embodying an estimated of proposed expenditure for a given period of time 

and the proposed means of financing them". Kurang lebili artinya bahwa anggaran 

adalah perencanaan operasi keuangan untuk mewujudkan suatu perkiraan pengajuan 

pengeluaran untuk periode waktu tertentu dan pengajuan tersebut berarti untuk 

membiayai mereka. Dari definisi di atas dapat dicatat bahwa anggaran Negara 
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meliputi l) reucana belanja; 2) untuk jangka waktu tertentu; 3) untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan. 

Sedangkan definisi anggaran menurut Aaron Wildavsky di dalam bukunya 

beljudul The Politics of the Budgetary Process, 1974) dalam Henry (1995;249), 

seperti diterjemahkan Luciana D, Lontoh, dinyatakan bahwa 1'anggaran ada!ah 

serangkalan tujuan dengan tariff masing-masing". Selain itu, \Vlldavsky dalam Jones 

(1991 '256), seperti yang diterjemahkan Ricky lsmanto, menjelaskan bahwa: 

Dalam batasan yang pahng umum, penganggaran dJartlkan sebagal 
pengalihan sumberdaya finansial bagi kemanfaatan serta mencapai tujuau 
untuk manusia. Oleh karena itu, sebuah anggamn dapat dicirik:an sebagai 
serangkaian tujuan dengan daftar harga tedampir. Semenjak adanya 
keterbatasan dana bantuan, yang itu pun masih harus dibagi-bagi lagi, 

. anggaran menjadi membuat pilihan-piliban di antara pilihan pembiayaan 
(expenditures). 

Telah dikemukukan dimuka makna tujuan adalah keadaan ukbir yang benduk dicapai 

atau hasH ukbir yang ukan dicapai dalam jangka wuktu tertentu. Dengan demikian, 

defrnisi anggaran menurut Wildavsky adalah serangkaian kegiatan bermanfaat yang 

ingin dicapai dalam waktu tertentu dengan daftar harga kegiatan yang telab 

ditentukan. Selain aspek efisiensi, anggaran menekank:an arti pentingnya aspek 

prioritas. 

Berbeda dongan apa yang dinya!akan olah pukar-pukar terdabulu, Munandar 

dalam Muljono (1986;1), memberikan definisi anggaran yaitu "suatu rencana yang 

disusun secara sistematis, yang rneliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 

dalam unit (kesatuan) moneter yang berluku untuk jangka wuktu (peri ode) tertentu 

yang ukan datang". Dengan pengertian yang sama, Sabeni dan Ghozali (2001;39) 

mengartikan anggaran pemerintah adalah "jenis rencana yang menggambarkan 

rangkaian tindukan atau kegiat:m yang dinyatukan dalam bentuk angka-angka rupiah 

untuk suatu jangka wuktu tertentu". Selain itu Tunggal (1995;1-2) mengartikan 

anggaran adalah : 

... s_uatu rencana tindukan (plan of action) yang dinya!akan secara kuantitatif 
mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa 
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mendalang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan 
dan rencana~rencana lainnya yang relevan dengan hal~hal tersebut 

Dengan demikian, benang merah dari definisi anggaran yang dikemukakan oleh 

ketiga pakar tersebut adalah bahwa anggaran merupakan rencana seluruh kegiatan 

organisasi yang dinyatakan dalarn ukuran biaya yang berlaku dalam kurun waktu 

tertentu dimasa yang akan datang. 

Masih di dalarn buku y!!llg sama, Robbins dan Coulter (1999;259) 

mengatakan bahwa "anggaran adalah rencana nwneric untuk mengalokasi 

sumberdaya bagi kegiatan-kegiatan tertentu", Sedangkan John F, Due dalam bukunya 

betjudul Government Finance and Economics Analysis dalam Sugijanto, Gunardi) 

dan Lobo (1995;22), memberikan pengertian anggaran ada1ah : 

.•. a budget, in the general sense of the ter, is a financial plan for aspesific 
period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed 
expenditures and expected revenues for the coming period, together with data 
of actual expenditures and revenues for currentand past period. 

Apa yang dikemukakan John F, Due, kurang 1ebih berarti anggaran merupakan 

perencanaan keuangan untuk periode waktu tertentu. 01eh karena itu, anggran 

pemerintah adalah pernyataan pengajuan pengeluaran dan penerimaan untuk periode 

yang akan datang bersama dengan data penge1uaran dan penerimaan sebenarnya 

untuk waktu sekarang dan v.'llktu yang akan datang, 

Dari beberapa definisi anggaran yang te1ah dikemukakan, definisi anggaran 

menurut Jones ( 1991 ;262) adalah yang paling singkat yaitu "rencana bagi pemasukan 

dan penge1uaran uang", Dimana rencana diartikan sebagai cara yang ditetapkan untuk 

mencapai tujuan, Sedangkan tujuan adalah keadaan akhir yang hendak dicapai. 

Berdasarkan pengertian atau definisi-definisi yang dikemukakan diatas, pada 

hakikatnya anggaran mengandung unsure.-unsur: pengeluaran dalam satuan uang 

yang direncanakan membiayai kegiatanMkegiatan dengan standar harga yang berlaku 

untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan uang yang 

direncanakan dan keterangan dad mana penerimaan tersebut diperoleh; serta waktu 

yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan. 
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Selanjutnya. pendapat pakar mengenai kegunaan atau manfaat anggaran per1u 

dipaparkan pula. Menurot Robbins dan Coulter (1999;259), "anggaran digunakan 

untuk memperbaiki waktu, ruang, dan penggunaan somber daya material". 

Sedangkan Henry (1999;252) menerangkan manfaat anggaran adalah "sebagai ala! 

yang sistematis dalam mengkoordinir manajemen pemerintah dan untuk mendukung 

system perolehan keun!ungan". Di dalam buku yang sama Henry (1999;254) 

mengatakan bahwa «anggaran kinerja menyajikan kontribusi yang berarti dalrun 

mengukur efektivitas suatu organisasi". 

Sedangkan art:i penting penganggaran per)u pula dipaparkan, Nawa\\i 

(2000; I 09) mengatakan bahwa: 

. . . penganggaran sangat penting bagi organisasi non-profit dalam 
mengaktualisasikan perencanaan. karena tidak saja berkenaan dengan 
penerimaan, penyimpanan~ penggunaan1 dan pertanggung jawabannya, 
sebagai kegiatan tata laksana keuangan dalam Manajemen Operatif atau 
Administrasl Keuangan secara sempit Namun dari sernua kegiatan itu, 1.mhlk 
meiaksanakan fungsi pengangaran tersebut organisasi non-profit harus 
menerima kenyataan hahwa aspek yang terpenting adalah melaksanakan 
pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab dalam arti secara tepat gunu 
( efek:tif). 

Selain itu penjelasan tentnng klasiftkasi anggaran perJu dipaparkan pula. 

Sebagahnana dikemukakan Arsyad dan kawan-kawan (1992;43), ldasifikasi anggaran 

adalah "usaba yang mensistematiskan jenis-jenis pengeJuaran pemerintah ke dalam 

kelompok yang benar. Di Indonesia pengeluaran diklasifikasikan baik secara objek, 

organik, maupun ekonomis'". 

Sedangkan menuru! Sugijan!o, Gunadi, dan Loho (1995;24) klasifikasi 

anggaran merupakan npengelompokan atau pembagian dari anggaran agar da_pat 

memberikan garnbaran yang lebih terinci. Adapun ldasifikasi anggaran dapat 

dijela•kan sebagai berikut". 

Berdasarkan Objek 

Berdasasrkan objek, yaitu penggolongan anggaran berdasarkan jenis 

penerimaan dan pengeluaran, Penerimaan terdiri dari beberapa jenis seperti 

Pendapalan Pajak Penghasilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain· 
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lain. Sedangkan pengeluaran mencalrup Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan 

Belanja ModaL Penerimaan dan pengeluaran dibagi lagi lebih lanjut yang disebut 

perindanjenis penerimaan atau penge1uaran. 

Berdasarkan Organisasi 

Berdasarkan organisasi, yaitu pembagian anggaran didasarkan pada satuan 

organisasi yang merupakan bagian terstruktur ketatanegaraan seperti 

Departemen!Lembaga yang diperinci lebih lanjut menurut unit organisasi 

(Eselon I) dan scterusnya, 

Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan fungsi, yaitu penggolongan anggaran berdasarkan fungsi 

pengeluaran yang berupa tujuan pengeluaran sesuai yang djemban negara seperti 

pengairan, pendidikan, dan lain-lain. Fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan lebih 

lanjut ke dalarn sektur dan subsektor (seperti digunakan dalarn UU APBN) 

Berdasarkan Sifat/Karakter 

Berdasarkan sifatlkarakter, yaitu pembagian anggaran berdasarkan sifat 

pengeluaran, seperti pengeluaran operasional, pengeluaran belanja, pembayaran utang 

dan pengeluarnn modal, 

Berdasarkan APBN ntau disebut juga berdasarkan Ekonomi 

Berdasarkan APBN/ekonomi, yaitu dalarn rangka pembangunan terlebih 

dahulu dibedakan pendapan rutin dan pandapatan pembangunan serta belanja rutin 

dan belanja pembangunan. 

Sedangkan fungsi anggaran dapat mengacu fungsi keuangan negara 

sebagaimana dirumuskan oleh Musgrave (1984). Menlli1lt Musgreve dalam Arsyad 

dan kawan-kawan (1992;44), anggaran mempunyai fungsi alokasi, fungsi distribusi, 

dan fungsi stabilisasi. 

Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi adalah proses di mana sumberdaya nasional dipergunakan 

untuk barang privat dan barang publik. Selain dalam rangka penyediaan barang 

publik, sunberdaya nasional juga hams dialokasikan ke sektor publik karena perlunya 

peranan pemerintah dalam mengatasi kegagalan mekanisme pasar. 
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Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi pada hakikatnya adalah peranan keuangan negara da1am hal 

inj anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan. Berdasarkan mekanisme 

harga, pembagian pendapatan berdasarkan pemilikan sumberdaya atau faktor-faktor 

produksi, misalnya pemilik tanah dan modal. Tetapi ada pula sebagian masyarakat 

tidak memperoleh pembagian pendapatan menurut mekanisme pasar~ misaJnya orang 

cacat dan jompo. Karena distribusi pendapatan mengandung unsur barang pubHk. 

maka pemerintah harus tampil mengatasi ketida.kmerataan pembagian pendapatan 

pembagian penda.patan, misalnya melalu1 sisi penerimaan seperti pajak dapat 

dikenakan dengan cara pemberian tarif pajak progresif serta pada sisi pengeluaran 

anggaran juga dapat menjadi instrumen dalam pembagian kembali pendapatan yaitu 

meialui program pembayaran transfer atau subsidL 

Fungsi StabHisasi 

Fungsi stabilisasi adalah proses dimana anggaran merupakan alat kebijakan 

makro pemerintah. Misalnya: 1) pemerintah menaikkan pajak, mal<a konsumsi rwna 

tangga berkurang akibatnya pengeJuaran agregat berkurang karena konsumsi 

merupakan komponen pengeluaran agregat. Hal ini dapat mengubah keseimbangan 

pendapatan si sektor riil dalam bentuk penurunan output; 2) pemerintah menurunkan 

pajak, maka konsumsi rumah tangga bertambah akibatnya penge1uaran agregat 

menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan output (pendapatan 

nasional). 

Agar pemaluunan 1ebih jelas, maka perlu pemaparan perbedaan antara 

anggaran (budget) dan penga.oggaran (budgeting). Pengertian anggaran negara dan 

pengansgaran menurut Arsyad dan kawan-kawan (1992;41-42} adalab: 

... anggaran pendapatan dan be1anja negara (APBN} yang pada 
hakikatnyamerupakan rencana kelja pemerintahan yang akan dilakukan da1am 
satn tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Sedangkan pengertian 
penganggaran adalah suatu proses yang sistematis yang rnenghubungkan 
pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan tujuan yang telah direncanakan. 

Lebih 1uas dapat dije1askan babwa anggaran negara pada hakikatnya juga 

mengandung sisi pengeluaran dan sisi penerimaan, Pada sisi pengeluaran anggaran 
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negara ada pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai1 belanja barang; 

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja subsidilbantuan serta ada 

pengeluaran pembangunan yang terdiri dari belanja penunjang dan belanja modal. 

Dengan demilcian dapat dijelaskan bahwa pengeluaran rutin adalab pengeluaran yang 

disediakan untuk menye1enggarakan tugas l.JmUm pemerinl.aha secara terus menerus 

dengan kriteria a) pelaksanaan kegiatan setiap tahun dilakukan berulang secara 

pariodik; b) dilaksanakan oleh subyek atau unit pelaksana secara berulang; c) jenis 

kegiatan yang dibiayai secara berulang sama; serta d) mempunyai objek atau sasaran 

yang cakupan11Ya secaraberulang sama. Sedangk:an pengeJuaran pembangunan adafah 

pengeluaran yang bertujuan Wituk meningkatkan kapasitas produksi serta ditujukan 

untuk investasi pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan baik melaiui pembiayaan 

rupiah mumi maupun pembiayaan proyek dalarn waktu tertentu. Sedangkan pada si.si 

penedmaan anggaran negara terdapat penerimaan perpajakan., penerimaan negara 

bukan pajak {PNBP), dan penerimaan hibah. 

Menurut Kana (1990;4) perbedaan arti anggaran dan penganggaran adalah 

sebagai berikut : 

... anggaran (budget) merupakan hasil yang diperoleh setelah menye!esaikan 
aktivitas (tugas) perencanaan, sementara penganggaran (budgeting) 
menunjukan suatu proses yang dinmlai dari sejak 1abap persiapan yang 
diperlukan sebelum memulai penyusunan rencana, pengumpulan berbagai 
data dan infurmasi yang perlu, pembagian tugas perencanrum, penyusunan 
rencana itu sendiri serta implementasinya,. sarnpai pada tahap pengendalian 
dan penilaian basil pelaksanaan rencana yang bersangl:utan. 

Selain itu, Simarnora ( 1999; 190) membarikan perbedaan pengertian anggaran 

(budget) dan penganggaran (budgeting) sebegai berikut : 

Anggaran adaiah suatu rencana rinci yang memperlibatkan bagaimana 
sumber-sumber daya diha:rapkan akan diperoleh dan dipakai selarna periode 
waktu tertentu. Oleh karena itu. anggaran merupakan suatu rencana finansial 
yang dipakai untuk pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan 
penganggaran (budgeting} adalah "proses penyusunan anggaran-anggaran". 
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2.2. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran tmdisional dan anggaran dengan 

pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ditandai dengan ciri 

utamanya yang bersifat line-item dan incrementalism, sedangkan anggaran dengan 

pendekatan NPM adalah auggaran yang bcrorientasi pada kinerja, yang terdiri atas 

Planning Programming and Budgeting $)>stern (PPBS). Zero Based Budgeting (ZBB) 

dan Performance Budgeting. 

Jenis-jenis anggaran tersebut antara lain : 

1. Sistem Anggaran Tr.adisional (fradilional Budget System) 

Sistem Anggaran Tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang 

tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada 

kebutuhan rutin berdasarkan objek pengeluaran (line-item budgeting) seperti belanja 

pegawai, belanja barang, belanja perneliharaan, belanja petjalanan dlnas dan 

pengeluaran rutin lainnya. 

Kenaikan anggaran pada umumnya dllakukan secara incremental dan 

diganakan sebagai dasar pengeluaran adalah pengeluaran tahun sebelumnya ditambah 

sejumlah kenaikan. penyesuaian dan perubahan. 

Anggaran tradisional lebih difokuskan pada aspek pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran sehingga orientasinya mencakup pada pengawasan serta 

penyusunan pembukuannya. Penjelasan mengenai penerimaan dan pengeluaran 

secara detail tidak dikaitkan deugan tujuan yang hendak dicapai. 

Pada dasarnya anggaran pengeluaran digunakan sebagai landa<an pengukuran 

besar kecilnya kegiatan dan sama sekali tidak menggambarkan hubungan yang jelas 

antara input dan output. 

Dengan demikian sistem anggaran tradisional rmpun tidak dapat 

mengidentifikasikan berapa besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan 

suatu jenis pelayanan tertentu, rlisamping itu anggaran tradisional 1ni tidak dapat 

mengidentifikasikan apakah suatu jenis pengeluaran tertentu masih dipakai atau tudak 
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sehingga suatu pengeluaran tertentu masih masuk daJam Mggaran yang pada tahun­

tahWI berikutnya pengeluaran tersebut akrut terus muncul dan tidak pemah dievaluasi 

apakah masih diperlukan lagi atau tidak. Dengan demikian anggaran tradisional inl 

kurang menggarnbarkan berapa sebenarnya kebutuban unit secara idealnya. 

2. Sistem Anggaran PPBS (Planning, Programing, Budgeting System) 

PPBS menekankan pada penyustman rencana dan program. Rencana disusun 

sesuai dengan tujuan nasionai yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah 

bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi ba.'"Wlg-barang maupun jas01-jasa 

dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. 

Proses tmplementasi PPBS ini melaJui beberapa tahap sebagai berikut : 

a. Menentukan tujuan organisasi yang hendak dicapai denganjelas. 

b. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan Wltuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

c. Mengevaluasl berbagai a!ternatif program dengan mengitung cost-benefit dru_i_ 

masing-masing program. 

d. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. 

e. Alokasi snmber daya ke masing-masing program yang disetujui. 

Penernpan PPBS lehih sulit karena : 

a. Tujuan-tujuan sulit didefinisikan dalam kegiatan pemerintah pada umumnya 

dihadapkan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang spesifik 

dan beranekaragarn. Masing-masing kebutuhan memerlnkan perhatian yang 

berbeda bahkan kadang-kadang bertentangan. 

b. Output dari pelayanan umum bias!lllya sangat sukar diukar, oleh karena itu 

program tersebut jarang mempunyai sistem pengendalian otomatis untuk 

menunjukkan sampai sejauh mana efektifitas dan efisiensi program 

bersangkutan. 

3. Sistem Anggaran Dasar Nol (Zero Based Budgeting) 

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang 

ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan 
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konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran di 

asumsikan molai dari no! (zero based). 

Penyusunan anggaran yang bersifat incremental roendasarkan besamya 

realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan 

menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak 

berpalokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun 

penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. 

Proses ZBB terdiri dari : 

a. Membagi semua kegiatan pemerintah rncnjadi unit keputusan. unit ini bisa 

berupa program, kegiatan atau unit organisasi terendah, dalam hal ini ZBB 

mengikuti pola organisasi seperti halnya PPBS. 

b. Membagi masing-masing unit keputusan menjadi paket keputusan dasar 

pembagian ini dapat berupa kegiatan tertentu, pelaya.nan tertentu sub unit dari 

unit keputusan, atau alternatifkegiatan yang dapat dijalankan untuk mencapai 

tujuan program. 

c. Memilih altematif terbaik penyelenggaraan pelayanan berdasarkan analisis 

biaya manfaat atau analisis lainnya. 

d. Menyusun rangking keputusan anggaran diumt dari bawah ke atas, dan pada 

setiap tahap pembahasan dilakukan rangking package keputusan berdasarkan 

prioritas. Priorita.s ini dapat disusun melalui PPBS atau kalau belum ada 

disusun berdasackan tingkat pelayanan. 

e. Membagi alrernatif yang terpilih kedalam berbagai tingkatan pelayanan, 

misalnya tingkat pelayanan tahun lalu, minimal dikurangi, ditambah atau 

maksimal setiap tingkatan rersebut dihitung biayanya dan biaya yang 

diperoleh dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan. 

Dalam prakteknya pencrapan ZBB mengalami kesulitan, karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun rangking unit dan paket keputusru1 

disamping itu juga sulit untuk menghitung biaya alternatif pelayanan. Oleh karena itu 

penerpen ZBB biasanya dimodifikasi, dilalrukan peninjauan terhadap beberapa 

lcegiatan setiap beberapa tahun sekali, dan bukan dilakukan setiap tahun, sedangkan 
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jenis pelayanan diasumsikan dijalankan terus sehingga pembahasan hanya dilakukan 

atas tingkatan pelayanan saja. 

4. Sistem Anggaran Kinelja (Performance Budget System) 

Anggaran yang berorientasi kinerja adalah sistem anggaran yang berorientasi 

pada output organisasi, dan berkaitan erat terhadap visi, misi~ dan Rencana Strategis 

organisasL Sistem ini juga berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia 

untuk mencapai basil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem 

penyllSunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, 

telapi juga didasarkan kepada tujuan~tujuan!rencana-rancana tertentu yang untuk 

pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu ai1ggaran biaya yang cukup 

dan biaya!dana yang dipakai tersebut barus dijalankan secara efektif dan efisien. Hal 

ini juga merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip ak:untabilitas, karena yang 

diterima oleh masyarakat pada akhimya adalah output dari suatu proses kegiatan 

birokrasi. 

Ukuran~ukuran kinerja pada sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja 

berguna pula bagi lembaga jJerwakilan rakyat (DPR dan DPRD) pada saat 

menjalankan fungsi pembentukan kebijakan, fungsi penetapan anggaran, dan fungsi 

pelaksanaan pcngawasan. Bagi mnnajemen puncak: di pihak eksekulif berguna untuk 

melakukan kontrol manajemen dan kualitas, serta dapat digunakan untuk sistem 

insentif pegawai, 

Performance budgeting berkaitan dengan visi} rnisi dan rencana strategis 

organisasi. Ini berarti dalam proses perencanaan angga.ran, visi, m.isi dan rencana 

strategis menjadi acuan utama. Dengan demikian, misi dan rencana strategis hants 

dirinci sehlngga menghasilkan program, sub program serta proyek yang relevan 

dengan tujuan jangka panjang. Setiap output organisasi harus dapat dikaitkan dengan 

misi dan rencana strategis organisasi. Sehlngga misi dan sasaran dapat dikatakan 

sebagai elemen~elemen strategis sedangkan elemen-eJemen prakt!snya terdiri dari 

program, aktivitas dan target aktivitas. 

Penganggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi 

dan ak:untabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pe!aksanaan kebijakan dan 
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Program, Sistem penganggaran berdasarkan kinetja. sejalan dengan beberapa 

penyempumaan lainnya di bidang manajemen keuangan negara seperti penerapan 

anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang berusaha untuk 

menghubungkan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran. 

Satu hal penting yang mendasar dalam penyempumaan manajemen keuangan 

m1 adalah kewcnangan dan tanggungjawab yang lcbih besar bagi kementerian 

negarallembaga dalarn rnenge!ola program dan kegiatan yang ada dalam lingkup 

keijanya dimana penganggaran berda"larkan kinerja akan sangat mernbantu dalam 

penerapannya. 

Untuk mengetahui perbedaan )Xl'kok antara Traditional budget system, 

performance budget system, dan PPBS dapat dilihat peda tabel berikut ini. 
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Tabel2.1 

Perbedaan Pokok aotara ; 
Traditional Budget System, Peiformance Budget System, PPBS 

.... 
Plamting 

Traditional Performance Programmiug, 
. No Keferangan Budge/ System Budget System Budget System 
' ' -···· 
I I Pengertian Suatu perk:iraan atau Mencerminkan Suatu bentuk kebijakan 

budget rencana penerimaan program ke~a dan pemerintab dalam proses 
dun pengeluaraq dana sebagai alat dari alokasi sumber-sumber 1 

dan merupakan alat manajernen untuk ekonomi yang langka untuk 
yang mencenninkan mengukur prest:asi memenuhl kebut>.!han yang 
penge;ahan tak terbatas 
pendapalan belanja 
negara 

-=----·· 2 Landasan Besar kecilnya Performance atau Keberhasilan rencana., 
pengukuran pengeluaran, jil<a prestasi dari tujuan I program dalam mencapa1 
(tolak ukur) seimbang dikatakan hasH anggaran yang tujuan negara dan 

berhasi!. efisien pengaruhnya terhadap 
lingkungan sosial. 

3 Bentuk Rencana jnngka Rene ana jangka Rencana jangka pendek dan 
rencana pendek (rencana pendek (rencana jangka panjang (20 - 30 

tahunan) tabU!llUl) tabun) 
4 Orientasi Pertanggungjawaban Pendayagunaan dana Penyusunan rencana dan 

pelaksanaan anggaran yang tersedia untuk program 
mencapai basil yang 
optimal 

·-~--

5 Pengumpula Penerimaan~ Penerimaan dan Kesejahternan so sial dan 
ndata penerimaan dan pengeluaran scrta kebutuhan rnasyarakat, baik 

terutama pengeluaran- data biaya dimasa yang lalu rnaupun 
pengeluaran masa yang akan datang -

6 Pengelompo Didasarkan atas Didasarkan atas Didasarkan atas tujuan-
kan pos-pos obyek-obyek rencan kegiatan dan tujuan yang bendak dicapai 
anggaran pengeluaran ditetapkan tolak di masa yang akan datang. 

ukur berupa standar 
biaya dan basil 
kerja. 

7 Sistem Cash basis Cash basis, accrual Cost system, misal :biaya 
aknntllsi basis, dan cost basis research dan development, 
keuangan biaya operasi dan biaya-

biaxa lain !a!lJl ter{ladU. -·--- .. . . 
Somber: Sabem dan Ghozali, Pokok-PokokAkuntans1 Pemermtah, 2001. 
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Sedangkan menurut Bertr.un Gross dan Allen Schick dalam Henry (1995;248, 

249, 283) menyatakan bahwa ada 5 periode dengan perhedaan kOI1<'iep berdasarkan 

perkembangan anggaran. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada !abe! berikut ini: 

Tahel2,2 

Beberapa Pcrbedaan Antara Konsep-Konsep Anggaran 

Pcrihal Traditional Performance Planning, I Management r Zero_Sased 

Budget Budget Programing, by Objective Budgeting 

Budget 

Orientasi Pengawasan Manajemen Perencanaan Manajemen Pembuatan 
dasai Kebujakan 
Calrupan Input Input dan Input, Input, Output Input, Output 

Output Output, dan akibat akibat, dan 
akihet dan altematif 
altematif --· ~~ 

Keahlian Akunting llmu Pengetahuan Manajemen Manajemen 
! Personal ekonomi dan awam dan 
' perencanaan manajerial Perencana.an 
Infonnasi Objek Kegiatan Sasaran- Efektifitas Sasaran 
Kritis pembiayaan Instansi sasaran program program atau 

instansi instansi 
Gay a Menaik Menaik Sistemik Desentralisasi Sisteruik 
pembuatan dan kausalis 
~bijakan • partisipan 
Tanggung Jarang Tersebar Terpusat Menyeluruh Desentralistis 
jawab terdapat namun 
perencanaan teralokasi 
Peran Alokasi Efisiensi Kebijakan Efektifitas Penentuan 
instansi dana dan efisisensi priorims 
anggaran program kebijakan 

' ' Sumber: Henry, Adnurustras! Negara dan Masalah-masalab Publik, 1995 

Berkai!an dengan penyusunan anggaian, Fattah (2000;50) mengatakan bahwa 

"persoalan penting dalam penyusunan anggBian adalah bagaimana memanfuatkan 

dana secara efisien dan mengalokasikan secara tepat sesuai dengan skala prioritas". 
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Oleh karena itu, dalarn prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan 

yang sistematik. Tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 

J)mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode 
anggaran; 2) mengidentillkasikan surnber-sumber yang dinyatakan dalam 
uang,jasa, dan barang; 3) semua surnber dinyatakan dalam bentuk uang sebah 
anggaran peda dasarnya merupakan pernyataan finansial; 4) 
memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang te1ah disetujui dan 
dipergunakan oleh instansi tertent; 5) menyusun usulan anggaran untuk 
mempero[eh persetujuan dari pihak yang berwenang; 6) meJakukan revisi 
usulan anggaran; 7) persetujuan revisi usulan anggaran; 8) pengesahan 
anggaran. 

Lebih Janjut Woelfel (1987;33) menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 

penganggaran yang perlu mendapatkan perhatian organisasi. 

l. Perencanaan dan penganggaran harus terpadu. Untuk mencapai hal ini, 

kebijaksa.naan-kebijaksanaan organisasional dibutuhkan dan suatu filosofi 

manajemen organisasional barus ada. 

2. Penganggaran adalah suatu proses Wltuk menetapkan prioritas-prioritas. 

3. Perencanaan dan penganggaran barus berdasarkan data dan berorientasi kepada 

basil (keluaran) 

4. Penganggaran edalah suatu proses penyalur sumberdaya. lni dapat menimbulkan 

konllik pada dan didalam tingkatan-tingkatan organisaslonal. 

5. Konfront:asi bisa muncul dari faktor-faktor ekonomis (seperti ketidakcukupan 

surnberdaya), proses-proses penyalur, kurangnya pengertian, sikap keberpihakan 

pada satu kelompok, dan kepemimpinan yang tidak memadai. 

6. Penganggaran pada hakikatnya bersifat pe!itis dan menuntut kemampunn untuk 

mempengaruhi dan berkompromi. 

7. Ada suatu dikotomi yang permanen antara kebutuhan,kebutuhan dan keinginan­

ke1ngh1an organisasional dan ketersediaan sumber-sumber daya. 

8. Sumber-surnber daya keuangan tidak tak terbatas atau tidak dapat memperbarui 

diri. 

9. Penganggaran adalah suatu pemaparan sasaran-sasardll dan tujuan-tujuan 

kelembagaan dalarn tenninologi keuangan. 
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10. Hubungan penganggaran harus secara sistema tis menghubW1gkan pengeluaran 

dana-dana dengan pcncapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan. 

11. Penganggaran bertumpu pada orang-orang yang membuat pilihan-pilihan optimal 

dalam urusan-urusan ekonomis dan non-ekonomis. 

12. Penganggaran hat1.ls dapat disesuaikan dengan keadaan dan luwes. 

13. Penganggaran kembali sumber-sumber daya adalah sumber utam keluwesan, 

ketika pertumbuhan pendapatan terhenti. 

14. Penilaian dan kompromi seeing mendahului bentuk-bentuk pengambilan 

keputusan yang hersifat penghitungan dan birokratis. 

I 5. Keputusan penganggaran scring kali dinegosiasikan dengan cara yang seeing kali 

subjektif. 

16. Ketidaksepakatan sering diselesaikan dengan penggunaan paksaaan apabiia 

diperlukan. 

Sedangkan prinsip-_prinsip penyusunan anggaran menurut Sugijanto 1 Gunardl, 

da_o Lobo (1995;26-28) adalah: 

"keterbukaan; periodisitas; pcmbebanan anggaran pengeiuaran dan 
menguntungkan anggaran penerimaan; fleksibHitas; prealabel; kecennatan; 
kelengkapan atau universalitas; komprehensif; terinci; anggaran berimbang; 
dinamis". 

Selain anggaran dan penganggaran ter:dapat pula pengertian terdapat pula 

pangertian panganggaran kinerja. Woelfel (1987;36-37) menyatakan bahwa : 

... penganggaran kinelja adalah suatu struktur penganggaran yang (l) 
berfokus pada kegiatan·kegiatan atau fungsi-fungsi yang mengbasilkan nilai 
tam bah dan dar! mana sumberdaya digunakan atau (2) mengembangkan suatu 
proses anggaran yang berusaha menghubungkan tujuan-tujuan organisasi 
dengan pemanfantan sumberdaya. Fol..-us utamanya adalah memperbaiki 
efesiansi dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi kegiatan dan ukuran­
ukuran biaya. Unsur-unsur umum dar! sistern anggaran kinelja adalah 
klasifikasi kegiatan, ukuran kinelja, dan laporan kinerja. 

Sedangkan Plastrik dan Osborne (2000;147), seperti yang diterjemahkan 

Abdul Rosyd dan Rame!an, menyatakan bahwa: 
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Penganggaran kineJja merupakan salah satu alat manajemen kinerja. 
Penganggaran kinerja menetapkan persyaratan kinerja tertentu ke dalam 
penentuan besamya dana anggaran yang bdiberikan pada suatu organisasi. 
Ketika eksekutif menyiapkan anggaran, legislatif akan meloloskannya dengan 
menetapkan hasH dan keluara.n yang harus dkapai oleh organisasi tersebut 
sebagai ganti dari dana anggaran yang disepakati untuk dikeluarkan. Selain 
itu peuganggaran kinerja memperbaiki fungsi pengarahan (strategi inti), 
karena mensyamtkan pembuat kebijak:an untuk menctapkan secara jelas hasil 
atau keluaran seperti apa yang ingin mereka "beJiH. dan memungkinkan 
mereka untuk mclihat hasH yang diperolehnya sebagai imbalan dana yang 
dikeluarkan (2000;298) 

Disamping itu, cara penerapan model anggaran dalam bentuk penyerahan 

sejurnlah dana yang dapat direalisasikan untuk: pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi mengandung makna agar sasaran organisasi tercapai (sebagaimana di 

Inggris disebut '~running cost" budget adalah biaya operasi) (Plastrik dan Osborne, 

2000;21 0). lni artinya memberikan wewenang yang lebih besar untuk mengelola 

sumberdaya mereka sesuai dengan besarnya anggaran, 

Dengan demikian penganggaran kinerja bemuansa bagaimana tingkat 

efisiensi yang optimal tercapai sehingga kinerja yang optimal dapat tercapai juga, 

Dengan kata lain, anggaran yang diberikan harus sesuai dengan kinerja yang 

diharapkan berdasarkan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ditetapkan oleh organlsasi. 

Selain itu Campo dan Tommasi (1999;62) menyatakan bahwa di dalarn 

anggaran kinerja, anggaran menunjukkan maksud pengeluaran, biaya program yang 

diusulkan untuk maksud~mak.o;ud terse but~ dan pengukuran dan hasil di bawah setiap 

program. Dengan demikian, anggaran kinerja meliputi hal-hal sebagai berikut: 

•!> Kegiatan-kegiatan pemerintah dibagi dalam fungsi-fungsi yang luas, 

program-program, kegiatan-kegiatan, dan unsur-unsur biaya. ''Fungsi" 

dapat disamalrao suatu tujuan yang luas dari pemerintah (misalnya 

promosi pertanian). "Program" adalah serangkaian kegiatan yang 

memenuhi rangkaian yang sarna dari tujuan-tujuan khusus (misalnya 

pengembangan hasil pertanian). "Kegiatan" adalah suatu subbagian dari 

suatu program ke dalam kategori yang homogen (misalnya proyek 

irigasi), Kriteria yang digunakan untuk memperluas kategori kegiatan 
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adalllh tingkat dimana lndikator-indikator kinerja dapat dijabarkan dan 

biaya-biaya bisa diukur. Tujuan operasional dari setiap program dan 

kegiatan diidentifikasikan untuk setiap tllhun anggaran. 

-!• Indikator-indikator kineJja dan biaya-biaya yang ditetapkan, diukur, dan 

dilaporkan. 

2.3. Proses Penyusunan Anggaran 

Siklus anggaran meropakan serangkaian prosedur dari suatu rangkaian 

kegiatan didasari prinsip-prinsip anggaran, metode serta teknik penyusunan yang 

dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui 

dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintllhan. Mardiasmo ( 2002 ; 70 ) 

mengataka.:n siklus anggara..11 meliputi empat tahap yang terdiri atas persiapan, 

rati:fikasi, implernentasi, serta pelaporan dan evaluasi. Tidak jauh berbeda dengan apa 

yang dikemukukan oleh R.Daniel, Mullins dalarn Shah, Anwar ( 2007 ; 222 ) 

menggambarkan sikius anggaran terdiri dari : persiapan dan formulasi, 

persetujuan/otorisasi, pelaksanaau, serta audit dan eva1uasi. 

Menurut National Advisory Council on State and Local Budgeting 

(NACSLB), seperti dikutip oleh Mullins (2007 ; 227) : 

" a good budget process inco1porates a long-term perspective, establishes 
links to broad organizational goals, focuses budget decisions on resulrs and 
outcomes, involves and promotes effective communication with 
stakeholders, and provides incentives to government management and 
employees" (NACSLB 1998). 

Berdasarkan pendapa! diatas bllhwa proses anggaran yang baik adalllh yang 

dihuat untuk perspektif jangka panjang, berkaitan dengan sasaran organiasasi dan 

melibatkan stakeholder serta melengkapinya dengan insentif bagi pegawai 

pemerintahan, dengan demikian proses dan prosedur dalam fonnulasi dan perserujuan 

suatu auggaran harus diperkuat dengan elemen-elemen tersebut. 
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Gambar.l 
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Su.mber: Mullins, Daniel R,2007, Public Sector Governance AndaccountabiiitySeries: Local 

Budgeting. World Bank.hai.Z24 

Pada tahap persiapan, peranan eksekutif mendominasi tennasok dalam 

perencanaan karena memberikan panduan dan platform kepada institusi yang 

berhubungan dengan kerangka fiskal jangke menengah sampai kepada kerangke 

pengeluaran jangka menengah dalarn periode tahun anggaran, menyusun dan 

mengembangk:an skala prioritas dan sumber daya agar mampu menutupi seluruh 

rencana pengeluaran, memberikan petunjok daa masokan kepada agency budget 

Eubmission (dirjen anggru1U1) dan melakokan penilaian kembali permintaan dana dari 

institusi 
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Persetujuan dilaku.kan oleh legislatif yang ditandai dengan penyerahan 

anggarnn kepada dewan sebagai bahan pertimbangan, persetujuan itu meliputi 

cakupan anggaran, tingkatan dokumentasi diikuti cakupan kewenangan persctujuan, 

diskresi oleh legislatif dalam penyesuaian angganm, serta jadwal pelaksanaan, Tahap 

ini sama dengan yang dimaksud dengan ratifikasi anggaran, yang melibatkan proses 

politik yang cukop rumit dan berat, pimpinan eksekutif tidak hanya dituntut 

mauatJerial skill namun juga harus mempunyai political skill yang memadai 

Intergritas dan kesiapan mental yang tinggi sangat penting dalam tahap ini. karena 

dalam tahap int pimpi~ eksekutif harus mempunyai kemampuan menjawab dan 

memberikan argumentasi atas pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya tahap 

pelaksanaan anggaran meliputi problem/isu negara yang teijadi (warrants 

issuance)lyan.g harus segera direalisasikan, mekanisme yang memastikan 

akuntabilitns ekseh-utif sesuai kebijakan legislatif pada tahap sebelurnnya, 

pendistribusian anggaran, administrasi pelaksanaan, serta unsur flcksibilitas sehingga 

dimungkinkannya penyesuaian prosedur pertengahan tahun agar mencapai hasil 

maksimal dan pengendalian kemmgan. 

Tahap tenakhir adalah audit dan evaluasi yaitu melaku.kan verifikasi 

terhadap pelaksanaan anggaran dalam bentuk-bentuk seperti program audits, 

financial audit, laporan akuntabilitas, dan pengungkapan oleh publik (public 

discl08ure). Siklus penganggaran harus disesuaikan dengan kalender anggaran yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses penyusunan anggaran yang baik dan tepa! 

waktu akan menghasilkan outcomes yang optimal. 

Proses penyusWla!l anggaran merupakan proses akuntansi dan proses 

manajemen. Proses akun:tansi karena penyusunan anggaran rnerupakan studi 

mekanisme, prosedur merakit datal dan format ar..ggaran. Proses manajemen karena 

penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran tiap kepala unitlsatuan kerja 

dalam pelaksanaan program atau bagian dari program dan penetapan pusat-pusat 

pertanggungjawahan. 
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Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun 

juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran 

strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang 

pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran 

masa mendatang. Semakin bergejolak Hngkungan pasar, teknoJogi atau ekonomi 

eksternal. manajemen akan didorong untuk menyusun stategL Pemikiran strategis 

rnanajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan 

ini didukung prosedur pcnganggaran organisasi . 

Dalam proses penyusunan anggaran hams dapat mengkomunikasikan 

tujuan organjsasi, alokasi sumber daya., mernberik:an feedback, dan motivasi bagi 

pegawaL Anggaran disusun harus sesuai dengan kebutuhan. konsisten dengan 

struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan dalam proses ini 

menciptak.an tujuan. rencana kegiatan~ identifikasi sumber data dan sumber daya., 

menge<:ek sarana/fasilitas, menyusun prakiraan, analisa kendala&ambatan 

berdasarkan pengalaman di masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan. Hal ini 

merupakan proses yang sangat komplaks. 

Ada enam tahapan proses pen:vusunan anggaran menurut S~ Jae K dan 

Siegel ( 2005 ; 9 ) : 

1. Setting objectives, dalam hal proses penyusunan anggaran adalah penting 

menjadikan tujuan sebagai hal yang paling menentukan mengapa anggaran 

tersebut diperJukan. 

2. Analyzing available resources, kemudian ana1isa jumlah sumber daya yang 

dimiliki perlu untuk menyeimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada 

dengan output yang akan dihasilkan. 

3. Negotiating to estimate budget components, tujuan yang telah ditetapkan 

dinegosiasikan dengan komponen~komponen anggaran yaitu sumber~sumber 

penerimaan ataupun pengeluaran. 

4. Coordinating and reviewing components, serta dilakukan koordinasi dan 

review kembali terhadap komponen-komponen tersebut, 
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5. Obtaining final approval, pad a akhimya proses pen;usunan anggaran tersebut 

hants mendapatkan persetujuan dari legislatif. 

6. Distributing the approved budget pendistribusian basil penyusunan anggaran 

kepada pemerintahan pu~ pemerintahan daerah, departemen teknis Wltuk 

dilaksanakan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan serta agar 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dari enam tahapan tersebut menunjukan bahwa dalam prosesnya suatu 

anggaran harus membuat estimasi untuk semua komponen anggaran, menyusun 

rekomendasi, melakukan revisi jika diperlukan, menyetujui atau menoJak hasiJ 

penyusunan bagi legislatif sebeh:m dila.ksanakan. Kesuksesan proses penyusunan 

m1ggaran membutuhkan ketja sama seluruh level da1am organlsasL 

2.4. Proses Pelaksanaan Anggaran 

Masa berlakunya anggaran mcrupakan tahun anggaran dalarn rangka realisasi 

pencapaian tujuan setiap program atau target yang dianggarkan, baik untuk anggaran 

pendapatan maupun belanjanya. Aspek-aspek teknis administratif dalrun proses 

pengelolaan anggaran berada pada proses pelaksanaan anggaran ini. Sehingga proses 

pelaksanaan anggaran merupakan tahap utruna siklus anggaran. Peran dominan dalarn 

proses pengelolaan anggaran dalam proses ini, secara teknis penganggaran berada 

pula pada Menteri Keuangan. 

Dalarn tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperbatikan 

oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem infonnasi akuntasi dan 

sistem pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2002 :72). Belanja Negara di dalam 

APBN merupakan batas· tertinggi untuk tiap jenis pengeluaran, oleh karena itu 

pimpinan Departemen!Lemhaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenaukan 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak tersedia rli APBN. 

Selain itu juga tidak diperkenaukan melakakan pengeluaran selain dari tujuan 

diadak:annya belanja tersebut (Arif dkk, 2002 :42}. 

Pelaksanaan anggaran dilakukan untuk : 
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(I) Memastikan bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan 

yang diijinkan secnra hukum pada aspek keuangan dan kebijaknn; 

(2) Menyesuaikan pelaksanaan anggaran bagi perubahan yang signifikan di dalam 

lingkungan ekonomi makro; 

(3) Memecahkan kembali pem>asalahan-permasalahan yang muncul selama 

pelaksanaan; 

(4) Mengelola perlengkapan dan menggunakan sumber daya secara efisien dan 

efektif. 

Sistem pelaksanaan anggaran mempunyai 3 {tiga) sasaran utama dari sistem 

pembiayaan publik, yaitu : 

1) Pengnwasanjumlah biaya; 

2) Strategi pengalokesian sumber daya, dan 

3) Efisiensi pelaksanaan operasionai. Dan prosedur pelaksanaan anggaran 

harus dapat memastikan bahwa sasaran keuangan diselenggarakan dengan 

efektif dan para manajer tunduk pada anggaran yang disahkan oleh 

legislatif(Schiavo-Carnpo dan Tommasi, 1999: 143-144). 

Pelaksanaan anggaran belanja dilakukan dengan memperbatikan prinsip­

prinsip yang te1ah ditetapkan pada Keppres No. 42 W!un 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan APBN, yaitu : 

a, Hemat. tidak. mewah} efisien dan sesum dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan. 

b. Efektif, terarah, dan terkendaii sesuai dengan rencana, program I kegiatan setiap 

Departemen!Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nasional. 

2.5 Anggaran Ber~a:sis Kinerja 

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis 

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material. dan sumber daya Jainnya. 

Berbagai variasi dalarn sistem penganggaran pemcrintah dikembangkan untuk 
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melayani berbagai tujuan tennasuk guna pengendalian keuangan~ rencana 

manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. 

Penganggaran berbasis kinetja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai 

alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinc!ja pemerintah. 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen umuk mengaHkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan­

kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, tennasuk efisiensi dalam 

pencapaian basil dari keluaran tersebut Keluamn dan basil tersebut dituangkan dalam 

target kinetja pada setiap unit kerja:. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapal, 

dituangk~..n dalam program1 diikuti dengan pembiayaan pada s~tiap tingkat 

pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kineJja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahl!embaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh aJokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinelja tahunan. Dengan kata 

lain; inregrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari 

Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja 

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis 

kinega adaloh : 

1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya. 

2) Pengumpuian infmmasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja dapat 

diandalkan don konsislen, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan 

prestasinya. 

3) Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunal<an dalam 

manajemen perencanaan, pemrogra:rnan, penganggaran dan evaluasi. 

Kondisi yang hams disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan 

implementasi penggunaan anggaran berbasis kinetja, edaloh : 

1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh kornponen organisasi. 

2) Fokus penyempurnaan adrninistrasi secara terus menerus. 
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3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu 

d!lll Of'Ulg). 

4) Pengbargaan (reward) dan sanksi (punishment) yangjelas 

5) Keinginan yang kuat untuk berhasil. 

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu djperhatikan antara lain 

prin:'lip-prinsip penganggamn, aktivitas utama dalam pen)'Ustman anggaran berbasis 

kinerja dan peranan !egislatif. 

1. Prinsip-Prinsip Penganggaran 

1) T:ransparansi dan akuntabilitas anggaran 

Anggaran harus dapaE menyajlkan informasi yang jelas mengenai tujuan. 

sasarnn, basil, dan manfant yang diperoleh masyaraka! dari suatu kegiatan 

atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki bak dan akses 

yang sama untuk mengetahul proses anggaran karena menyangkut aspira'ii 

dan kepentingan masyarakat, terutama pernenuhan kebutuhan~k.ebutuhan 

hidup masyarakat Masyarakat juga berhak untuk menuntut 

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelak:sanaan anggaran tersebuL 

2) Disiplin anggaran 

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai Wltuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan 

belanja yang dianggarkan pada setiap pos!pasal merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran hams didukung dengan 

adanya kepa.'ltian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatanlproyek yang belum/tidak tersedia 

anggarannya. Dengan kala lain, bahwa penggunaan setiap pas anggaran 

hams sesuai dengan kegiatanlproyek yang diusulkan 

3) Keadilan anggaran 

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil 

agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat taupe diskriminasi 

dalarn pemberian pelayanan, karena pendapatan pernerintah pada 

hakikatnya diperoieh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. 
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4) Efisiensi dan efektivitao; anggaran 

Penyusunau anggaran hendaknya dilakukan bedandaskan azas efisiensi, 

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Dana yang terSedia harus dimanfaatkan dengan 

sebaik mungk:in untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan 

yang makslmal untuk kepentingan rnasyarakaL 

5) Disusun dengan pendekatan klnetja 

Anggaran yang disusun dengan pcndekatan kinerja mengutamakan upaya 

pencapaian basil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasl biayu a tau 

input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar 

dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus rnampu 

menumbuhkan profesionallsme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait 

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang teJah diuraikan di atas~ 

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 mengamanatkan perubaban-perubahan knnci 

tentang penganggaran sebagai berikut: 

1 ). Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengab 

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberi.kan kerangka yang 

menyelunth, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan 

penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber 

daya agar lebih .raslonal dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintab dengan pemberian pelayanan yang optimal dan 

lebih efisien. 

Dengan melakukan proyeksi jangka menengab, dapat dikurangi ketidakpastian 

di masa yang akan datang da1am penyediaan dana untuk membiayai 

pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakau baru, dalam penganggaran tahunan. 

Pada saat yang sama, barns pula dillitung implikasi kebijakan baru tersebut 

dalam konteks keberlanjutan fiskal delam jangka menengab. Cara ini juga 

memberikan peluang untuk melakukan analisis apakab pemerintab perlu 

melakukan pembahan terhadap kebijakan yang ada, tennasuk menghentikan 
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program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan barn dapat 

diakomodasikan. 

2). Penerapan penganggaran secara terpadu 

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerlntah disusWl secara 

terpadu, terma.suk mengintegrasjkan anggaran belanja rutin dan anggaran 

belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai 

bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih 

transparan. dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang 

berorientasi kinerja. Dalam kahan dengan menghitung blaya input dan menaksir 

kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan biayu secara 

keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat 

operasional. 

3). Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja 

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari 

pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja Hal ini akan 

mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya 

dan memperknat proses pengrunbilan keputusan tentang kebijakan dalam 

kerangka jangka menengah. Rencana kCJja dan anggaran (RKA) yang disusun 

berdasarkan prestasi keJja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena 

itu, program dan kegiatan Kementerian Neganvl.cmbaga atau SKPD harus 

diarahkan untuk mencapai basil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Rencana Kelja Pemerintah (RKP) atau rencana Ke!ja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

2. Aktivitas Utama dalam Pcnyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

Aktivitas utama dalam penyusnnan anggaran berbasis kinerja adalah 

mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses 

mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh inforrnasi dan pengertian 
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tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. 

Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana manfaat setiap 

program terbadap rencana strategis. Proses pengambilan keputusan harus rnelibatkan 

setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang 

akan dianggarkan akan sangut tergantung pada data tentang target kinerja yang 

diharapkan dapat dicapaL 

3. Peranan Legislatif daiam Penyusunan Anggaran 

Alokasi anggaran setiap program d:i rnasing masing unit kerja pada akhimya 

sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan 

pi!ihan pengalokasian anggaran pacta tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui 

koordinasi diantara bagian dalarn lembaga eksekutif dan legislatif. Dalarn usaha 

mcncapai kesepakatan, seringkali ketcrkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran 

menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya A:nalisis Sta:ndar Belanja (ASB), 

alokasi anggaran menjadi lebih rasionaL 

2.2.1 Kebijakan Publik (Public Policy) 

a. Definisi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan cahang dari disiplin ilmu politik yang 

berkembang pada pertengahan tahu:n 1960. Menurut pendapat Edward lli dan 

Sharkansky dalarn lslami (!984:18), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah 

apa yaag pemerintah katakan dan dilakuka:n, atau tidak dilakukan. Pendapat tersebut 

juga senada dengan Dye yang mengartikan "public policy is whatever govemmenls 

choose to or not to do". Definisi ini dibuat oleh Dye dengan menghubungkan pacta 

beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Fredrich. 

Easton menyebutkan kebijakan publik sebagai "Kekuasaan mengalokasi nilai-nilai 

untuk masyarakat secara keseluruhant yang mengandung konotasi tentang 

kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bennasyarakat. 
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Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya dapat mencakup seluruh 

masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Laswell dan Kaplan melihat "Kebija.'<:an 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sebagai program yang diproyeksikan 

berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek" (a projected program of goals, values, 

and practices). Fredrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan 

adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose) (Abidin, 

2004:20-21). 

Sedangkan Jenkins (1978:15) mendefmisikan kebijakan publik sebagai 

berikut: 

Public policy is a set of interrelated decisions taken by a political a..:tor or 
group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving 
them within the pmver of this actors to achieve. 
(Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh seseorang po1itisi 
atau kelompok pofitik berkaitan dengan tujuan tertentu dan cara~cara 

mencapainya dalam situasl dimana keputusan tersebut masih dalam batas 
kewenangan kekuasaan pelaku politik tersebut). · 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

terdiri atas unsur pemerintah pembuat kebijakan, progmm-program atau rangkaian 

kegiatan atau tindakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemcrintah sebgai 

pembuat kebijakan berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang 

dihadapi dan membuat kebijakan yang dirancang untuk menangani keadaan di masa 

mendatang. Adapun kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk 

mengetjakan sesuatu atau tidak mengeijakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Dunn (2000:98) agar suatu kebijakan dapat beJjalan secara efektif, 

sebelum di1akukan perumusan kebijakan haruslah terlebih dahulu dilakukan ana!isis 

kebijakan yaitu suatu aktivitas intelektual yang dilakukan da1am proses politik. 

Kemudian aktivitas po!itik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan 

(policy making process). Dalam me1akukan analisis kebijakan, terdapat tiga 

pendekatan, yang dapat diketahui dengan pertanyaan yang diajukan, yaitu : 
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!. Pendekatan empiris, dengan bentuk pertanyaan adakah dan akaakah ada 

(fakta). Dalam hal ini, tipe informasi yang dibutuhkan adalah deskriptif 

dan predi.lctif. 

2. Pendekatan valuatif, dengan bentuk pertanyaan apa manfaatnya (nilai). 

Dalam hal ini, tipe informasi yang dibutuhkan adalah valuatif. 

3. Pendekatan normatif, dengan bentuk pertanyaan apakah yang harus 

diperbuat (aksi). Tipe informasi yang dibutuhkan adalah perspektif. 

Selanjutnya Dunn (2000:110-123) mengatakan ada tiga bentuk analisis 

kebijakan, yaitu : 

!. Analisis kebijakan prospektif, yakni berupa produksi dan transformasi 

informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan 

cenderung menciri cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem dan 

peneliti operas!. 

2. Analisis kebijakan retrospektif, yakni sebagai- penciptaan dan t.ran.o;fonnasi 

infonnasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. 

3. Analisis kebijakan terintegrasi, yakni bentuk analisis yang 

mengkombinasikan gaya oprasi para prakrisi yang menarah perhatian pada 

penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan 

kebijakan diambil. 

Analisis kebijakan adal.ah. bagian dari sistem kebijakan, Suatu sistem 

kebijakan meneakup hubungan timhal balik diantara tiga unsur, yaitu kebijakan 

publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh 

badan-badan pemerintah yang dilbrmulasikan ke dalam bidang-bidang seperti 

perdagangan, perinduslrian, kesebatan, pendidikan, dan lain-lain. Pelaku kebijakan 

!U\tara lain kelompok warga negara, perserikstan buruh, partai politik, dan agen 

pemerintah. Lingktmgan kebijakan adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian 

di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat 

kebijakan dan kebijakan publik. 
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Sumber : T]>omas R. Dye diadaplasi oleh dunn (2000: 1 1 0) 

b. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik 

Dalam proses kebijakan, terdapat bebempa tahapan dalam pelaksanaanya. 

Cochran dan Malone (1999:39-52) serta Dunn (2000:24) membaginya dalam lima 

tahapan yaitu : 

1. Identiftkasi masalah dan penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik 

untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi. mendiagnoois 

penyebab-panyebab masalah dan memetakan tujuan-tujuan. 

2. Formulasi kebijaka:n 

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah 

disertai dengan peramalan akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya 

kebijakan tersebut di masa akan datang. 

3. Adopsi kebijakan 

Alternatif kebijakan yang diadopsi harus didukung oleh mayoritas 

legislatif atau konsensus dari semua pihak yang terkait. 

4. !mplementasi kebijakan 

Kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang menggerakkan sumber daya. 
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5. Evaluasi kebijakan 

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kehijakan sesuai 

dengan persyaratan dan apakah tuj uan Ielah tercapai. Evaluasi juga 

menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang 

mendasari kebijakan serta rnembantu penyesuaian dan perurnusan 

kembali masalah" 

Secara garis besar Bromley (!989:32-33) membagi 3 (tiga) lingkatan dalam 

proses kebijak:an yang disusun berdasarkan hierarki seperti pada gambar 3. Susunan 

hierarki proses kebijakan mulai dari tingkatan teratas sampai dengan tingkatan 

terendah berturut-turut adalah pDlicy level, organizational level, dan operational 

level. 
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Polley Level 

l 
Institutional Arrangement 

! 
Organizational Level 

~-~,[-··~ 
Operational Level ] 

l 
Patterns of interaction 

Out<:Les 

l 
Assessment 

Sumber: Bromley, 1989:33 
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l'ertama : policy level, pada tingkat ini 

diformulasikan oleh pihak legsilatif 

pemyataan mengenai tujuan nasional 

dan selanjutnyu pihak eksekutif 

mengaktualisasikan tujuan ke dalam peraturan·peraturan yang menduk:ung 

terlaksananya kebijakan tersebut. 

Kedua : organizational JeveJ, pada tingkat ini ditetapkan organisasi atau departemen 

teknis sebagai pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. 
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Ketiga : operational level, pada tingkat ini peraturan-peraturan dijabarkan secara 

teknls untuk dapat diimplementasikan oleh unit pelaksana yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat dan stakeholders. Terjadi interkasi antar berbagai pihak 

yang etrkait. Wujud dari interaksi tersebut akan menghasilkan keluaran (owput) dan 

dampak (outcome), Selanjutnya untuk menyempurnakan kebijakan diperlukan 

penilaian (assessment) tcrhadap policy level dan organizational level berdasarkan 

pertimbangan dampak yang terjadi. 

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

a. Pengertian lmplementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik yang Ielah disyahkan, tidak akan bermanfaat, apabila 

tidak diimplemetasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik 

berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam 

realita nyata. 

Implemetasl kebijakan pubJik (public policy implementattion) merupa.\an 

salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Menurut 

George C. Edwards III (1980:1) lrnplementasi Kebijakan sebagai beriknt: 

Policy implementation, as we have seem, is the stage of policy making between 
the establishment of policy-such as the passage of a legislative act, the issuing 
of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the 
promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the 
people whom it afficts. 
(Seperti yang dapat kita lihat, implemetasi kebijakan, adalah suatu tahap 
proses pembuatan kebijakan antara pengesahan kebijakan seperti bagian dari 
kegiatan pembentukan 1mdang~undang, penerbitan peraturan pemerintah, 
proses pengambilan putusan pengadilan. atau penjabaran peraturan 
perundang-undangan dan konsekuensi kebijakan terhadap orang-orang yang 
t<lrkait). 

Sedangkan menurut kamus Webster drurun Wahab (!991:50) kebijakan 

publik: diartikan "to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melak:sanakan sesuatu); to give practical effict to (menimbulknn dampaklakibat 
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terhadap sesuatu)". lmplementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

suatu kebijakan dan dapat menimbuikan dampak/alcibat terhadap sesuatu tertentu. 

Mazmanian dan Sabatier menyebutkan bahwa "Implementation is the 

carrying out of a basic policy decisio, usually incorporated in a statue but which can 

also take form of important execulive orders or court decision. Ideally that decision 

identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objef:tive (s) to be pursued, 

and, in a variety of w;:rys, "structures" the implementation process, The process 

normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic 

statute, followed by the polic.y outputs (decisions) of the implementing agencies, Jhe 

compliance of target groups with thouse decision, the actual impacts-both intended 

and unintended~of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and 

finally, important revisions (or allempted revisions) in the basic statute" 

(Mazmanian, et.al, 1983:20-21). Pengertian implementasi tersebut dapat diartikan 

bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang 

biasanya dilakukan dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah maupun 

keputusan eksekutif maupun badan peradilan, Biasanya keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalab yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, dan struktur 

dari proses implementasi. Proses ini nonnalnya melewati berbagai tahapan yaitu 

pengeluaran peraturan dasarnya, diikuti keputusan kebijakan dari agen peiaksana, 

dampak aktual. dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya, 

Selanjutnya Van Meter dan Van Hom mengemuka.kan bahwa implementasi 

diartikan sebagai "those actions by public and private individuals (or groups) that 

are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This 

includes both one time efforts to transform decisions into operational terms, as wells 

as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy 

desicions (1975:14) atau dapat diartikan bahwa implemcntasi diartikan sebagai suatu 

tindakan-tindakan, baik yang dilakakan oleh pihak pamerintah maupun individu (atau 

kelompok) swasta, yang diarahkan unluk mencapai tujuan-tujuan yang Ielah 

ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelwnnya, Tindakan-tindakan ini, pada 

suatu saat herusaha untuk mentrasfonnasikan keputusan menjadi pola operasionaJ, 
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serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar mauptm 

yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu. 

Dengan demikian berdasarkan definisi implementasi kebijakan publik yang 

dikemukakan diatas, maka peuulis hanya akan membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan serta dampak dari 

penerapan implementasi tersebut. 

2.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

A) Model George C. Edwards III (1980) 

Edwards Ill (1980:9-10) mengatakan ada empat faktor atau variabel utama 

yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan yaitu : komunikasi 

(communication), sumber-surnber (resources), diposisi atau. sikap (dispositions or 

altitudes)~ dan stru.ktur birokrasi (bureaucratic struture), 

a. Komunikasi (communication) 

Agar implementasi kebijakan efektif maka pJhak yang bertanggung jawab 

dalam implementasi kebijakan harus mengetahui dengan jelas apa yang harus 

dilaknkan. Petunjuk atau ·perintah untuk implementasi kebijakan harus diteruskan 

kepada pe:rsonil yang tepat dengan jelas. akurat dan konsisten. Perintah harus secara 

jelas menerangkan kapan dan bagaimana suatu program dilalcsanakan. Berbagai 

petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudab 

untuk mengikutinya (George C. Edwards III, 1980: 17). 

Proses implementasi kebijakan yang efeklif, sangat ditentukan oleh 

kejelasan dengan mana standar dan tujuan dicantumkan dan dikomunikasikan kepada 

para pelaksana (implementor.r) secara konsisten dan akurat {accuracy and 

consistency). Maka dapat disimpulkan komunikasi kebijakan mencakup dimensi : 

I. Dimensi transformasi (transmission), mengandung pengertian bahwa 

sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus 

menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintab untuk 

pelaksanaannya telah dikeluarkan. Namun ada beberapa bambatan yang 

timbul dalam mentransmisikan perintah~perintah implementasi, antara 
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lain pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, infonnasi melewati berlapis-lapis 

hierarki birokrasi, serta persepsi yang selektif dan ketidakmauan para 

pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 

Ada beberapa saluran komunikasi dalam organisasi. Menurut Kasim 

(1989:71-77) pede komunikasi fonnal dapat diidentifikasikan menjadi 

tiga yaitu: 

a) Komunikasi ke bawah 

Komunikasi ini dalah komunikasi yang berasal dari pimpinan 

tertinggi ditujukan kepada pimpinan menengah, kepada manajemen 

tingkat rendah dan terus kepada para bawaben. Fungsinya adalah 

memberi pengarahan~ instruksi, indoktrlnasi, evaluasi dan 

sebagaioya_ Makin rendah tingkat hierarkhi makin rinci perintah 

atau instruksi yang dikomwrikasikan. 

Disamping mengkomunikasikan perintah) komunikasi kebawah 

juga berkaitan dengan infonnao;i tentang tujuan organisasi, 

kebijakan, peraturan, insentif, manfuat, hak-bak khusus, umpan 

balik dari atasan alas basil pelaksanaan tugas bawahan dan 

sebagainya. Media yang dipakai untuk komunikasi meliputi rapat, 

telepon, memo dan pertemuan tatap muka. Selain itu dapat juga 

digunakan buletin, poster, papan pengumuman dan sebagainya. 

b) Komunikasi ke atas 

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan 

dan ditujukan ke atasan, biasanya bergerak menurut garis hierarkhi 

dalam organisasi. Fungsinya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan 

para bawahan termasuk keputusan yang akan dibuat dan bagsimana 

prestasi kerja (performans). 

Bentuk komunikasi ini meliputi laporan pelaksanaan pekeJjaan, 

saran~saran, rekomendasi, rencana anggaran) pendapat keluhan, 

permintaan bantuan dan sebagainya. Sementara media yang dipakai 
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adalah rapat~rapat, laporan tertulis, memo, telepon, pertemuan 

langsung (tatap muka). Disamping itu, dapat digunakan survai, 

pertemuan khusus antara pimpinan dengan pekerja, panltia khusus, 

daftar pertanyaan, informan dan sebagainya. 

c) Komunikasi lateral 

Komunikasi lateral terjadi antara orang-orang yang mendudukin 

jabatan yang setingkat da!am struktur organisasi (komunikasi 

horizontal) dan antara orang-orang yang menduduki jabatan yang 

berbeda tingkatannya tetapi tidak ada hubungan komando lansung 

(komunikasi diagonal). Komunikasi ini terjadi secara teratur 

dian tara para pekerj a yang bekeijasama sebagai satu tim, antara 

anggota dari kelompok kerja yang mempunyai tugas yang saling 

tergantung, antara tenaga staf dan lini dan sebagainya. Pola 

komunikasi yang dipakai adala pertemuan tatap mnka, telepon, 

memo, order ketja, dan sebagianya. 

Fungsi utamanya ada1ah koordinas:i dan pcmecahan masalah. 

Komunikasi lateral lebih cepat efektif dibandingkan dengan 

komunikasi melalui saluran hierarkhi karena komunikasi ini selalu 

langsung antara pejabat yang bersangkntan. 

2. Dimensi kejelasan (clarif)l), artinya kebijakan diimplementasikan 

sebagaimana yang diinginkan, maka petunjnk pelaksana tidak hanya 

harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, me!ainkan juga komunikasi 

kebijak:an tersebut harus jeJas_ Edwards mengidentiftkasikan enam faktor 

yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakaa, yaitu 

kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu 

kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, 

masalah-masalah da1am memulai suatu kebijakan barn, mengbindari 

pertanggungjawaban kebijakaa, dan sifat pembuatan kebijakan 

pengadilan (Edwards, 1980:26). 
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3. Dimensi konsistensi (consistency), mengandung pengertian bahwa jika 

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah 

pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang 

disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, 

tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak 

akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya 

dengan balk. Di sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak 

konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang 

sangnt longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. 

b. Surnber daya (resources) 

Petunjuk-petunjuk dalam melakukan implementasi mungkin telah 

ditransmisikan dengan jelas, akurat, dan konsisten, tetapi jika surnber daya yang 

dibutuhkan da[am implementasi kurang atau tidak tersedia maka impJementasi 

kebijakan tidak akan efehiif (George C. Edwards Ill, I 980:11 ). 

Surnber daya dalarn implementasi kebijakan antara lain adalah: 

l. Surnber Daya Manusia (SDM) 

Surnber daya yang paling penting adalab SDM, implementasi akan 

beJjalan efektif jika jumlah SDM yang tersedia cukup memadai dan 

memilikj keterampilan/keahlian, pelatihan dan pendidikan sesuai dengan 

standar kualifikasi yang ditentukan. 

Menurnt Nawawi (2000: 10) ada 3 pengertian SDM yaitu: 

a) manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi ( disebut juga 

personil, tenaga ketja, pcgawai atau karyawan) 

b) tensi man usia sebagai penggerak organisasi dalam menwujudkan 

eksistensinya. 

c) potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai ·modal (non 

material/non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat 

diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non :fisik 

dalam mewujudkan organisasi. 
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Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) SDM adalall potensi 

manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang rneliputi 

fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang 

terakumulasi pada seorang pegawai.. sedangkan potensi non fisik adalah 

kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dnri Jatar belakang 

pengetahuan, intelegensi. keahlian, keterampilan dan human relation. 

Kedua pengertian ini dapat disimpuikan bahwa SDM itu meliputi potensi 

yang ada pada diri seseorang pegawai baik fisik maupun non fisik. 

Dengan demikian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan sangat 

bergantung kepada potensilkemampuan atau kualitas serta kuandtas 

pegawai yang ada dalarn organisasi 

2. Informasi 

Infonnasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara 

mengimplementasikan suatu kebljakan dan kerelaan atau kesanggupan 

dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut 

Hal yang demikian ini dimaksudkan, ag-or para pelaksana tidak akan 

melakukan suatu kesalahan dalarn mengintetprestasikan tentang cara 

bagaimana mengimplementaslkan atau melaksanakan kebijakan tersebut 

Disarnping itu untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalarn 

impiementasi agar mereka. mau rnelaksanakan dan mematuhl apa yang 

me~jadi tugas dan kewajibannya. 

3. Dana 

Diperlukan unluk membiayai operasionalisasi implementasi 

kebijaksanaan. 

4. Kewenangan 

Diperlukan untuk menjamin dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. 

Pemberian wewenang disesuaikan dengan fungsi dan jabatan setiap 

pelaksana. 
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5. Fasilitas 

Merupakan sarana yang digunakan untuk. operasionalisasi implementasi 

suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah, sarana yang 

kesemuanya ak:an memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam 

irnplementasi kebijakan. 

c. Disposisi at.au sikap (dispositions or altitudes) 

Disposisi berhubungan dengan kecendenmgan/sikap dari pelak:sana yang 

dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atau individu dalam 

melaksanakau implementasi kebijakan, Pada kenyataannya implementor sermg 

menggunakan kecenderun&an terscbut dibanding mengikuti petunjuk yang telah 

ditetapkan dalam kebijakan (George C. Edwards III, 1980:53). 

d. Struktur birokrasi (bureaucratic struture) 

Struktur birokrasi mencakup Standard Operating Procedures (SOPs) dan 

dimensi fragmentation. SOPs berkembang sebagai respon internal Ulltuk 

mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehingga lebih efisien. Tetapi yang 

perlu diperhatikan dalam SOPs perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada 

sehingga tidak merintangi implementasi. 

Dimensi Fragmentation menegaskan bahwa struktur birokrasi yang 

terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunlkasi, dirnana para pelaksana 

kebijakan nknn punya kesernpatan yang besar berita/instruksinya akan terganggu. 

Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat pWlcak untuk 

mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu, 

akibatnya terjadi ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya. 

Faktor komunikasi, swnber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

sebagaimana disebutkan di atas akan mempengarnhi tingkat keberhasilan dan 

kegagalan irnplementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis model proses 

irnplementasi kebijakan publik dapat dilihat pada garnba:r 4 di bawah ini : 
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Komunikasi 

\ 
'umber day.a 

1 ~Implernentasi 
.---7 

/ Disposisi 

Stroktut Birokrasi 

b) Model Merilee S. Grindle (1980) 

Menurut Grindle (1980:8-14) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi 

kebijakan dan kontek:s implementasinya (content of policy and context of policy). lsi 

kebijakan mencakup : 

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi. 

Individufkelompok yang bersentuhan dalam implementasi 

kebijakan mungkin merasa diuntungkan tetapi dapat pula 

sebaliknya merasa dirugik:sm. Sehingga pihak yang merasa 

kepentingannya terancam akan melakukan perlawana.n. 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

Manfa.at yang diperoleh bisa secara kolektif maupun terpisah. 

Kebijakan yang bennanfaat secara kolektif biasanya lebih mudah 

diimplementasikan. 
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c. Derajat perubahan yang diharapkan. 

Derajat pembahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak yang 

memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat pernbahan perilaku 

dipengaruhi oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk mencapai 

tujuan kebijakan. 

d. Kedudukan pengambil keputusan. 

Kedudukan pengambil keputusan terkait dengan jabatan organisasi 

secara struktuml maupun secara geografis. 

e. Pe!aksana program, 

Keaitlian, keaktifan dan tanggung jawab pelaksana program 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

f. Swnber daya yang dilibatkan. 

Sementara konteks implementasinya adalah: 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai akto:r mempunyai 

proses administrasi pengambilan keputusan. Masing-masing aktor 

mempunyai postSJ dan kepentingan khusus yang dapat 

menyebabkan knnflik kepentingan melalui strategi yang digunakan. 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

lnteraksi dalam persaingan aktor memperebutkan sumber daya, 

tanggapan dari pejabat petaksana dan elite pelitik dipengamhi oleh 

karakteristik dari lembaga dan penguasa yang terkait. 

c. Kepatuhan dan daya tanggap. 

Kepatuhan (compliance) untuk mencapai tujuan kebijakan dan daya 

tanggap (responsiveness) adalah msalah yang sangat penting dalam 

implementasi kebijakan. Untuk mencapai kepatuban maka para 

pejabat pelaksana harus mendapetkan duk:ungan dari badan 

pelaksana program, elite politik yang terkait dan pihak penerima 

manfaat (beneficiaries). Apabila etrjadi perlawanan dari pihak yang 

merasa dirugikan maka pejabat pelaksana harus mampu 
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mengalihkan perlawanan tersebut misalnya melalui bargaining, 

penyesuaian (accomodation) dan konflik. 

Daya tanggap harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui 

informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi 

kebijakan. Daya tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan, 

umpan bailk tetapi juga melakukan kontrol (pengendaiian) dalrun pcncapaian tujuan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dapat diHhat dalam gambar 

5 dibawah lni : 

Tujuan Kebijakan 

Tujuan yang dicapai 

Melaksanakan kegiatan 
Dipcngaruhi o{eh : 
(a) Isi kebijakan : 

l. Kepcntingan yang dipengaruhi 
2. Tipe manfaat 
3. Derajat perubahan yang diharapkan 
4. Letak pengambilan keputusan 
5. Pelaksana Program 
6. Sumber daya yang dilibatkan 

(b) Konteks implernentasi : 
L Kekuasaan, kepentingan dan 

Strategi ak:tor yang terlibat 
2. Karakteristik lembaga dan penguasa 
3. Kepatuhan dan day a tanggap 

,.----------, 

Program aksi dan 
Proyek individu yang 
Didesain dan dibiayai 

Hasil kebijakan : 
a. Dampak pada masyarakat, 

individu, kelompok 
b. Perubahan dan penerimaan 

oleh masyar.akut 

Program yang dijalan~? / 
Seperti }'l!Ilg direncan/ 

Mengukur keberhasilan 
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e) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) 

Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperHhatkan 

hubWlgan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu 

kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasamya secara sengaja dilakukan 

untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antarhuhungiln berbagai faktor, 

Meter dan Hom mengemukaka.n bahv.ra terdapat enam variabel yang mempengaruhi 

kinetja imp!ementasi, yaitu : 

I. Variabd utama 

a. Stan<lar dan tujuan 

Standar dan tujuan dalarn melaksanakan setiap program kebijakan 

harus jelas. Pemyataan standar dan tujuan dapat melalui pernyataan 

pembuat kebijakan dalam peraturan, maupun petunjuk pelaksanaan 

p11lgram 

b. Sumber daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan surnberdaya rnanusia 

(human resources) maupun sumberdaya non~manusia (non- human 

resources). 

2. Variabel antara 

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 

Standar dan tujuan kebijakan perlu dipabami dengan jelas oleh 

semua pelaksana. Untuk itu diperlukan komunikasi yang ukurat, 

konsisten clan seragam 

b. Karakteristik badaniinstansi pelaksana 

Krakteristik badan pelaksana meliputi komperensi dan ukuran staf, 

duktmgan politik, vitalitas organisasi, derajat komunikasi dan 

hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan. 

c. Lingkungzill ekonoml, sosiaJ dan politik 
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Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi 

impleroentasi kebijakan dapat dHdentifikasi dengan melihat 

ketersediaan sumber daya ekonomi, dan dukungan atau penolakan 

dari kaum elit, rnaupun pihak terkait terkait lennasuk kelompok 

kepentingan swasta. 

d. Kecenderuugan dari pelaksana 

Terdapat tiga jenls kecenderungan/respon pelaksana yang 

mempengaruhi kernampuan dan kemauan untuk melaksanakan 

kebijakun. Pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan 

penda\aman (comprehention and underst'lnding) terhadap 

kebjjakan. Kedua~ arah dan respon pelaksana apakah menerima, 

netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection). Ketiga, 

intensitas terhadap kabijakan. 

d) Model Maniel A. Mazmanian dan Pqsaul A. Sabatier (A Frame Work for 

Implementation Analisys) (1983) 

Menurut Mazmanian dan Sahatier ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik dari masalah 

(tractability of the problems), karakteristik kebijakan (ability of statute to structure 

implementation), dan lingkungan kebijakan (nonstatutory variables affecting 

implementation (Subarsono, 2005:94-99). 
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3.1. Metode Penelitian 

BABIII 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis 

yang bersifat gabungan antara kuantitatif dan kualitatif Sedangkan desain penelitian 

mengunak.an metode survey sebagai metode pelaksanaanya, dengan pendckatan 

melalui skala pengukuran model likert, dimana infonnasi dikurnpulkan dari 

responden dengan m~nggunakan kuesionet. Penelitian survey merupak:an 

pengumpulan data terhadap sampeL Karena tujuan survey adalah untuk 

menggambarkan lrnrakteristik dari sejumlah besar populasi olch karena itu maka 

sampel menjadi isu yang penting dalam survey. Hal ini karena sarnpe1 harus dapat 

mewakili atau mencerminkan populasi ( Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih, 

2007:60). 

Selain pertimbangan jumlah sampel. ada beberapa pertimbangan untuk 

melakukan penelitian survey. Pertimbangan- pertimbangan itu antara Jain ; 

I. Penelitian survey dapat digunakan untuk sarnpel yang besar 

2. Penelitian survey dapat digunakan untuk mendapatkan informasi/data yang tidak 

dapat diperoleh dari sumber lain 

3. Dengan k:uesioner dapat mengbasilkan datalinforrnasi yang beragam dari setiap 

responden/individu dengan variabel penelitian yang banyak. Hal ini sangat berarti 

untuk analisa. 

4. Data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. 

Penulis memilih metode ini karena pertimbangan : a). Waktu, baik untuk 

penelitian yang cukup singkat, maupun waktu yang digunakan oleh penulis dalam 

meiaksanakan tugas-tugas rutin yang menjadi kewajiban penulis; b). Biaya, ka.rena 

variabel penelitian penulis erat kaitannya dengan anggaran yang tersedia; c). Tenaga, 

diperlukan tenaga untuk dapat mengolah data-data penelitian yang cukup banyak dan 

bervariasi menjadi informasi yang berguna. 
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3.2 Tempat dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksru1akan parla Satuan Kerja di lingkungan Sckretariat 

Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3.3. Pembatasan Penelitian 

Masalah yang diteliti perlu dibatasi agar penelitian dapat lebih terfokus 

pada bagian tertentu dari perrnas.alahan yang ditentukan. Penelltian difok:uskan 

kepada implementasi kebljakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat 

Jenderal. Sekretariat Jenderal, dengan data-data yang dlberikan oleh setiap Kantor 

Wilayah can unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. 

Namun dikarenakan keterbatasan waktu untuk penetitian maka saya hanya 

mengam:bil populasi dari Kantor Wilayah dan Unit Pe1aksana Teknis saja) dengan 

jumlah populasi 33 Kantor Wilayah dan 705 Unit Pelaksana Teknis. 

Wawancara mendalarn dilakllkan dengan setiap orang yang terlibat dalarn 

pembuat kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, 

diantaranya adalah : 

I . Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 

2. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan analisis data, penlitian ini memerlukan sejrunlah data 

pendukung yang berasal dari dalarn lingkangan biro keuangan dan biro perencanaan 

Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dan kuesioner. 

a. Penyebaran kucsioner 

Teknik dengan penyebaran knesioner diganakan untuk menggali atau 

mengumpulkan data tentang persepsi responden terhadap implementasi kebijakan 

anggaran berbads kinerja. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang dirancang untuk 

mengukur variabel dengan skala Likert Skala Likert berbentuk kuesioner digunakan 

untuk mengukur pendapat dan persepsi seseonmg atau sekelompok orang tentang 
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fenomena sosial. Skala Iikert dikembangkan dengan asumsi bahwa instrumen 

demikian akan memudahkan pengwnpulan data, karena dalam waktu yang relatif 

singkat dapat segera dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini 

kuesioner digunakan untuk mempertajam analisis data hasil penelitian kualitatif dan 

digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari wawancara 

Mengirim atau menyebar daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data dari 

populasi atau responden yang terlibat dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dijabarkrut dalrun indikator. Indikator 

dijabarkan menjadi butir~pertanyaan di dalam kuesioner setiap variabel. Kuesioner 

digunakan untuk mengetahui tanggapan atau persepsi dari responden yang diajukan. 

Kelemalmn metode ini terletak adanya Ullllur yang tidak disadari yang tidak dapat 

diungkapkan. Dalam ska/a Iikert jawaban responden mempunyai tingkatan dari 

sangat positif sampai dengan sangat negatif. Kuesioner yang digunakan adalah closed 

question dengan alternatifjawaban dan skor dari setiap jawaban tersebut adalah: 

Altematif jawaban dengan 5 gradasi Skor setiap jawaban dari 

pili han pertanyaan 
-

Sangat Tidak Setuju 1 
1--- . .. 

Tidak Setuju 2 
···-Ragu-Ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 
';;· . . . . . Sumber: Hast! Penelltlan (D10lah Penell!!) 

Terhadap jawaban dari responden kemudian dibuat persentase ("/o), dimana 

persentase yang paling besar dianggap sebagai jawaban yang memungkinkan untuk 

digunakan sebagai unsur penilalan dan kemudian dipersepsikan. 
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Kuesioner ini rerdiri dari empat aspek yaitu : 

1) Aspek sumber daya 

Kucsioner ini roengacu kcpada teori George C. Edwards III, yang terdiri dari 

indikator: 

a. Staf I Tenaga Pelaksana 

b. lnformasi 

c. Wewenang 

d. Fasilitas Fisik 

Kuesioner dahun penelitian ini menggunakan bentuk skala Iikert, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak senYu~ mgu- ragu, setuju, dan sangat setuju. 

2) Aspek komunikasi 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards III, yang terdiri dari 

indikator: 

a. Transmisi 

b. Dimensi kejelasan (clarily) 

c. Dimensi konsistensi (consistency) 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala Iikert, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu ~ ragu, setuju~ dan sangat setuju. 

3) Aspek sikap/disposisi 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards III, yang terdiri dari 

indikator: 

a. Sikap dari para pelaksana 

b. Pandangan kepentingan kelompok atau individu dalam 

melaksanakan implementasi kebijaksn 

Kuesioner dalam penelitinn ini menggunakan bentuk skala Iikert, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu- ragu, setuju. dan sangat setuju. 
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4) Aspek struktur birokrasi 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards HI~ yang terdiri dari 

indikator: 

a. Standard Operating Procedures (SOPs) 

b. Penyebaran Tanggung Jawab 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala Iikert, dimuiai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju~ ragu- ragu. setuju, dan sangat setuju. 
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Variabel 

I. Komunikasi 
• Transmlsi 

• Keje!asan 
• 

~· • Konsis.tensi 
1 2. Sumber Daya 

I 

I 

• Stafffenaga 
Petaksana 

• lnformasi 
• Kewenmgan 
• Fasilitas Fisik 

3. c.,.._ ,,....,_ -··isi 

• Komitmen 

4. Struictur Birok('a.~i 
• SOP 

• Penyeba.ran 
Tanggungjawab 

Tabel3.1 

Konsep Operasioual 

lndikator 

• Pendistribusian informasi kebijakan ABK 
• Jalinan Komunikasi ant:ara unit Pembina denga. Salker 
• Pemahaman maksud dan tujuan kebijak.an ABK 
• Konsultasi dalam meng.hadapi permasalahan 
• Konsistl:msi lnformasi 

• Koanti.tas 
• Knalitas 
• Pemahaman 
• Kewenangan petugas 
• Ketersediaan Satana dan Prasarana 

• Tanggung J.awab 
• Perhatian terhadap petugas .. 

; • Pemeberian dukungan 
• Kedis.iplinan 
• Pen.airiman data duku. 

• Pctunjuk· Teknis 
• Pelaksanaan kewenangan 
• Bfisien dan efektifitas koordtnasi 
• Bentuk struktur organisasi 
• Keserauaman 
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Sumbcr da1a 
Primer 

Kuislonet dan Wawancara 

I 
I Kuisioner dan \Vawancara 

I 

Kuis~Uer dan Wawancara 

' 

I Kuisioner dan Waw;mcarn 

I 
I 
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b. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada infonnan. Selanjutnyajawaban-jawaban 

dari responden dicatat atau direkam. Teknik wawancarn yang digunakan dalarn 

penelitian ini adalah wawancara berstruktur. Hal ini berarti kalimat dan urutan 

yang diajukan harus mengikuti pedoman, Pedoman wawancara dibuat agar 

pertanyaan dapat disampaikan secara sistematis dan tidak menyimpang dari tujuan 

peneHtian. 

Daiam peneiltlan ini, wawaneara dilakukan dengan cara direkam 

berdasarkan panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi 

intbrman secara pribadi atau berdasarkan kesepakatan dengan informan. 

Wawancara dilakukan dengan dua orang pejabat yang ada di lingkungan 

Sekretariat JenderaL Dipilihnya dua orang pejabat karena rnereka merupakan 

pcmbuat kebijakan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 

3.5. Populasi dan Sam pel 

Dalam penelitian ini. populasi dan sampel merupakan suatu cara untuk 

mendapatkan data kuantltatif sebagai bahan pemahamao atau pendukung dari 

penjelasan yang bersifat desktiptif untuk mendapatkan infomtasi yang lebih. 

mendalarn. Menurut pendapat Arikunto (1998: 117) tentang populasi dan sampel 

ada1ah sebagai berikut : 

"Jik:a kita hanya akan meneiiti sebagion dari populasi, maka penelitian 
tersebut disebut penelltian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakH 
populasi. Dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasH penelitian sam peL Yang dimaksud dengan 
menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpuJan penelitian sebagai 
sesuatu yang berlaku bagi popu.lasi" 

Popuiasi dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan 

anggaran berbasis kinerja pada Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Departemen 

Hukum dan HAM. Yang salah satu penyebabnya. da.lam penyusunan dan 
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pelaksanaan anggaran adalah belum sepenuhnya dllakukan sesuai dengan kon.sep 

Anggaran Berbasis Kinerja. 

Populasi dalam penelitian ini adalab popuiasi terbat<L<> karena sumber 

data yangjeias batasnya secara kuantitatifsehingga dapat dihitungjumlahnya. 

Teknik untuk mengukur sampel, peneliti memakal Simple Random 

Sampling menggt.makan rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat 

(1998:82) sebagai berikut: 

N 

n~ 

N.dz + 1 

Keterangan : n = Jumlah sampel 

N = Jumlah popuiasi 

d1 "" Presisi yang ditetapkan 

Diketahui jumlah populasi pejabat kantor wHayah dan unit peiaksana 

teknis yang terHbat langsung dniam kegiatan penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Hukum dan HAM sebesar N = 

738 pejabat dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = IO%, maka jumlah 

srunpelnya ; 

738 

n 

(738). (0,1)' +I 

n = 88 responden 

Sesuai dengan basil perhitunga.n diatas, maka pengambilan sampel pada 

kantor wilayah sebanyak: 33 pejabat di kantor wilayah dan 705 pejabat di unit 

pelaksana teknis diambil secara random dengan mengambll 10 % dari ju.m!ah 

pejabat di kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yaitu sebanyak 88 responden. 

Berdasarkan stfatnya, populasi dalam penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai popuJa..:;i homogen yaitu sumber datanya memiliki sifat yang sama 

sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif Teknik 
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pengambilan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling yaitu 

pcngambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa 

memperhatikan strata dalam anggota populasi tersebut 

3.6. Metode dan Teknik Pengo!ahan Data 

Dalam penclitian ini pemrosesan data akan menggunakan bantuan 

program SPSS 16.0 (Statistical Package for Staristical Science). Untuk 

mengunalisis ja\vaban~jawaban resp0nden akan dipakal statistik deskriptif. Selain 

itul statistik deskriptif juga dipakai untuk mendeskriptlfkan ubyek yang ditellti 

melalui data sam pel seperti apa adanya. Dalam penelitian ini, data basil penelitian 

ukan disajikan dalam bentuk tabel karena dianggap lehih cfisien dan komunikaltf 

Rentang kriteria dalam menganaHsis total skor rata~rata dari setiap variabel 

dengan cara menjumlahkan total skor rata~rata lalu dibagi empat sesuai dengan 

jumlah vaciabel lalu djdapatkan kriteria dari analisis tersebut 

--
Rentang skill~ Skor Rentang Kriteria I Perhitungan 

gradasi jawaban Rentang Kriteria 

I Sangat Tidak Baik I 1- L9 

2 TidakBaik 2 2 --2.9 

3 Sedang 3 3-3.9 

3 Balk 4 4 4.9 
!-.···· 4 SangatBaik 5 5 
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GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL 

DEPARTEMEN HUKUM DAJ" HAlVI Rl 

4.1. Sejarah Umum Deparremen Hukum dan HAM 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.09-PR.07.1 0 Tahun 2007, tanggal 20 April 2007, Departemcn 

Hukum dan Hak Asasj Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu unsur 

peiaksana pemerin1ah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Togas Pokok dan Fungsi 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas 

pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dalam meJaksanakan tugas 

tersebut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R1 menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 

teknis dibidang hukum dan hak asasi manusia; 

h Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. Pengelo1aan ba.rang rnilik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

d. Pengawasan atas pelaksanaan t'..Jgasnya; 

e. Penyampaian Japoran hasH evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada Presiden. 

Susunan Organisasi 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari ; 

a. Sekretarial Jenderal; 

b. Dlrektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 
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c. Direktorat Jenderal Adrninistrasi Hukum Umum; 

d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 

e. Direktorat Jenderal Jntigrasi; 

f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual 

g. Djrektorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia; 

h. In~pektorat Jenderal; 

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional; 

j, Badan PeneHtian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan 

I. Staf Ahli. 

4.2. Visi dan Misi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Visi Departemen Hukum dan HAM 

68 

')Terwujudnya Sistem dan Polltik Hukum Nasional yang mantap da1am 

rangka tegaknya Suprernasi Hukurn dan HA1vf untuk menunjang tercapainya 

kehidupan masyarakat yang aman1 rukun, darnai, adil, dan sejahtera". 

Misi Departemen Hukum dan HAM 

1. Menyusun perencanaan hukum; 

2. Membentuk, menyempurnakan, memperbaharui hukum, dan peraturan 

perundag-undangan; 

3, Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum; 

4. Melakukan pembinaan dan pensembangan hukum; 

5. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum; 

6. Meningkatkan dan mernantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat; 

7. Meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan informasi 

hukmn Nasional; 

8. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan 

pengbormatan hak <~sasi manusia; 
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9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; 

I 0. Meningkatkan pembinaan sumber day a man usia aparatur hukum; 

ll. Meningkatkon dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang 

inovastif dan inventif; 

12. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

4.3. SEKRETARIAT JENDERAL 

Sekretariat J endernl mempunyai tug as melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

Departemen. Dalam melaksanan tugasnya ters~but, Sekretariat 1enderal 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penglcoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dil ingkungan 

Departemen; 

b. Penyelcnggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung 

kelancaran pelak:sanaan tugas dan fungsi Departemen; 

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan 

Kementerian Koordinator~ Kementerian Negaral Departemen lain, 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga Jain yang terkait; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

Sekretariat Jenderal terdiri dari: 

a. Biro Perencanaan; 

b. Biro Kepegawaian; 

c. Biro Keuangan; 

d. Biro Perlengkapan; 

e. Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri; 

f. Biro Umum. 

UniversJtas Indonesia 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



70 

4.4. BIRO KEUANGAN 

Biro Keuangan mempunyal tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan 

koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Deprutemen berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

fungsi: 

Daiarn mclaksanakan tugasnya tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan 

a. Pcnyiapan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapa!an dan Belanja N¢gara 

Departemen; 

b. Pembinaan, pengelo1aan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Anggruan 

Pendapatan dan Belanja Negara Departemen; 

c. Penyusuna.n dan perumusan pelaksanaan Daftar Isian PeJaksaan 

Anggaran (DIP A) Departemen; 

d. Penyusunan Revisi DIP A Departemen; 

e. Pelaksanaan pengeluaran keuangan Departemen; 

f. Pelaksanaan dan peng~\iian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) <Ian 

penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Departemen; 

g. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penata usahaan administrasi 

keuangan Departemen; 

h. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Departemen; 

L Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kenangan; 

j. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara; 

k. Pelaksanaan urusan tma usaha biro keuangan, 

Biro Kcuangan terdiri dart : 

a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan; 

c. Bagian Pengnjian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar; 

d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen, Penyusunan dan perurnusan 

pelak.sanaan DIP A, Revisi DIP A serta bimbingan teknis pelaksanaan anggaran. 

Dalam melak:sanakan lugas tersebut~ Bagian Pelaksanaan Anggarau 

menyelenggarakan fungsi : 

n. Penyiapan peiaksanaan APBN Departemen; 

b. Penyiapan penyusunan dan perumusan peiaksanaan DlPA; 

c. Penyiapan revlsJ DIPA; 

d. Penyusuuan dan r~visi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

DIPA; 

e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

f. Pemberian birnbingan teknis pe)aksanaan anggaran. 

Bagian Pelaksanaan Anggaran tcrtliri dari ; 

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran l mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA, 

revisi DIP A, penyusunan petunjnk pelaksanaan dan petunjnk teknis DIP A serta 

pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jendaral Pemasyarakatan 

dan lnspektorat Jenderal serta Kantor Wilayah Departemen Hnknm dan Hak 

Asasi Manusia di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Dl 

Yogyakarta, Jaw11 Timur dan Bali. 

b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaknkan penyiapan 

bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA, 

revisi DIP A, penyusunan petunjnk pelaksanaan dan petunjnk teknis DIP A serta 

pelaksanaan birnbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direktorat 

Administrasi Hnknm Umum, Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi 

Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Huk.-um dan Hak Asasi 

Manusia scrta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di 
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Nanggroe Aceh Darussalam. Sumatera Utnra, Kepulauan Bangka Belinmg dan 

Lamptmg. 

c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pe!aksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA, 

revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA scrta 

pelaksanann bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direktorat 

Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Jntelektual serta 

Kantor Wiiayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Ma.nusia di Kalimanta 

Bantt, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan) Kalimantan Timur} Maluku, 

Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. 

d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai lugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA, 

revisi D!PA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk leknis DIP A serta 

pelaksanaan bimbingan teknis peiaksanaan angga:ran tllltuk Unit Sekretariat 

Jcnderal dan Bada.n Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wi!ayah 

Departemen Huk:um dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tengaf4 Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi U~ Gorontalo, Nusa 

Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Ba.rat 

Rencana Strategi Biro Keuangan Tahun 2005-2009 

Dalarn rangka melaksanakan tugas dan fungsi Biro Keuangan telah 

ditetapkan visi dan mlsi. 

Visi : Terwujudnya aparatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Repub1ik Indonesia yang profesional dan menjunjung tinggi moraHtas 

dengan mendayagunakan sumber daya secara efisien dan efektif 

Misi : Melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di 

lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

[ndonesia. 
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Tujnan dan Sasaran 

Dalam rangka mencapai visi dan misi terse but) Biro Keuangan menetapkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu : 

Tujuan 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum dan 

administrasi. 

Sasaran: 

I. Tersusunnya target PNBP Departemen Hukum dan HAM tahun 2006; 

2. Terhlmpunnya data pegawai, sarana dan prasarana dalam rungka 

penyusuna.n Rencana Kerja Anggaran KcmenteriruJLembaga (RKA-KL). 

Sura! Rlncian Alokasi Anggaran (SRAA) dan DTPA tahun 2006; 

3. Tercapainya perubahan anggaran daiam hal revisilpergeseranlpencairan dan 

cadangan dana ABT (Anggaran Bclanja Tambahan); 

4. Tercapainya penyelesaian kasus-kasus kerugian negara; 

5, Melaksanakan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Departemen; 

6, Melaksanakan urusan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan 

Departemen serta penyiapan data realisasi pelaksanaan anggaran; 

7, Melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan perbendaharaan 

dilingkungan Departemen; 

8. MeJaksanakan pembukuan dan penyusunan perhitunga.n anggaran 

Departemen serta veriflkasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

9. Monitoring laporan realisasi anggaran belanja dan PNBP Departemen 

Hukum dan HAM tahun 2006, sumber data dari SSBP, SPM, SPP, dan 

SP2D; 

I 0, Tercapainya penyusunan laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM 

tahun 2006 yang tepat , waktu dengan mempergunaksn aplikasi Sistem 

Akuntansi lnstansi (SA!); 

1 L Penerapan SAl pada unit Akuntansi Kuasa Peogguna Anggaran (UAKI' A), 

Unit Akuntansi Pernbantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA W), linit 
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Alumtansi Pembanlu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPAE), dan Unit 

Akuntansi Pengguna Anggaran (UAP A). 

Kebijakan dan Program 

Kebijakan : 

Mcmbina dan meiaksanakan pengelolaun keuangan di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM Rl. 

Program: 

Rt1musan program tahun 2006 dan penyebarannya kedalam bentuk 

kegiatan dapat diterangkan sebagi berik:ut : 

1. Program Perencanaan Hukum; 

2. Program Pembentukan Hukum; 

3. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum; 

4. Program Penlngkatan Kesadaran Hukum dan HAM; 

5. Program Penegakan llukum dan HAM; 

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 

7. Program Pendidikan Kedinasan; 

8. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 

9. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan; 

10. Program Peningktan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional; 

11. Program Penelitian dan Pengembangan !PTEK; 

12. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; 

13. Program Peningkatan Kinelja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak 

Hukum Lainnya; 

14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. 

4.5. BIRO PERENCANAAN 

Sementara itu Bagian Penyusunan Program dan Anggaran (PPA) sendiri 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, program dan 
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anggaran serta pemberian bimbingan teknis perencanaan di linglnmgan departemen. 

Untuk melaksanakan tuga' tersebut, Bagian PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran; 

b. kengelolaan, pengolahan dan analisis datll; 

c. penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana pembangunan jangka 

panJang, rencana pcmbangunan jangka menengah dan rencana 

pernbangumm tahunan; 

d. pe1aksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan departemen. 

Bagian PcnyusW1an Program dan Anggaran teniiri dari : 

a. Subbaglan Penyusunan Program dru1 Anggnran I mempunyai rugas 

melakukan penge[olaan, pengo]ahan dan analisis data, penyusunan rencana, 

program dan anggaran, penyusunan rencanastrategis, Nota Keuangan dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 

Departemen. pembabasan anggaran dan pemberian bimbingan teknis 

perencanaan di lingkungan Unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang­

undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Jenderal 

serta Kantor Wilayah Departamen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa 

Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan 

Bali. 

b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyru tugas 

melakukan pengelo1aan, pengolahan dan analisis data,. penyusWlan rencana, 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatlln dan Belanja Negara 

(RAPBN) Dcpa:rtemen, pembahasan anggaran dan pcmberian bimbingan 

teknis perencanaan di lingkungan Unit Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Kantor Wilayah 

Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Nanggroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Utara.. Sumatera Barat, Riau 1 Kepulauan Riau; Jambi, Bengkulu, 

Swnatera Selatan, Kepulauan Bangka T:le!itung, dan Lampung. 
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c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Ill mempunyai tugas 

melakukan pengeJolaalJ., pengolahan dan anaHsis data, penyusunan rencaua, 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaro 

(RAPBN) Departemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan 

tcknis perencanann di lingk>Jngan Unil Dlrektorat Jenderai Imigrasi, 

Direkrorat Jcnderal llak Kekayaan lntelektual dan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM serta Kanlor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi lvtanusia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Se!atan, Kalimantrut Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan 

Irian J aya Barat 

d. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran N mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana, 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunnn rencana strategis, Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) Departemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan 

teknis perencanaan di lingkungan Unit Sek:retariat Jenderat dan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur. 
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Gambar6 

Struktur Organisasi Departemen Huknm dan HAM 
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Gambar7 

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 
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4.6 PROSES PENGANGGARAN 

Anggaran memiliki tahapan-tahapan yang berulang setiap periodenya. 

Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut: 

• Penyusunan RAPBN (Preparation) 

Talmp ini dimulai dengan dik:eluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan yang 

ditujukan kepada pam pimpinan Depanemen dan Kema Lembaga Negara yang bcrisi 

permintaan untuk menyemhkan rancangan anggaran organisasinya. Lazimnya, surat 

edaran ini dikeJuarkan setiap buian Mei atau Junl sebelum tahun anggaran dimulai 

sehingga tiap pimpinan diberi waktu kurang lebih enam bulan untuk 

mempersiapkannya. 

Setiap pimpinan departemen/lembaga negara menyernhkan rancangannya 

kepada menteri keuangan untuk: dibahas bersama-sama dengan Bappenas dan 

dihimpon menjadi RAPBN. RAPBN ini kemudian diajukan kepada DPR. Dalam 

penynsunan RAPBN, maka setiap pimpinan departemen!lembaga hendaknya 

memperhatikan siklus penyusunan anggaran, 

• Pengesahan RAPBN (Ratification) 

Setelah rnenerima RAPBN, DPR membahas ran<:angan tersebut bersama-sama 

dengan pcmerintah. Dalam pcmbahasan tersebut, DPR dapal menolak maupun 

mcnyetujui rancangan tersebut Apabila DPR menolak maka dipakailah APBN tahun 

sebelumnya sedangkan bila RAPBN disetujui maka presiden akan menctapkannnya 

menjadi UU APBN pada tanggall April tahno anggaxan. 

• Pelaksanaan APBN (Implementation) 

Yang menjadi kegiatan-kegiatan da1am pelaksanaan APBN adalah: 

a. Penerimaan dan/atau penagiban untuk pendapatan dan pembiayaan. 

b. Pengeluaran dan/atau pembayaran uotuk pembelanjaan dan 

pembiayaan 

Pelaksanaan APBN tidak terlcpas dari pengadaan, baik barang maupun jasa. 

Pada kegiatan pengadaan ini ada peraturan yang kemudian membatasi siapa yang 
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berhak melakukan pengadaan. dari siapa, dengan perantaraan siapa, spesifikasi 

barang dan jasa yang disetujui, serta apa saja dokumen~dokumen yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pengadaan yang lepat guna dan tepat adminL,trasi. Kegiatan 

kedua dari pelaksanaan setelah pengadaan tentu saja adalah pembayaran. Tak dapat 

dibayangkan apabila pengadaan tida.~ dipasangkan dengan pembayaran. Sarna seperti 

pengadaan, pembayaranpun memiHkl prosedur-prosedur yang diikuti. Unng yang 

telah dianggarkan tidak sekaligus diserahkan kepada pimpinan secara lumpsurn (utuh) 

namun diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan pennintaan. Itu 

sebabnya diperlukan d()kumen-dokumen yang harus dipenuhi agar pembayaran clapat 

dilak:ukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. 

• Pertanggungjawaban APBN (Reporting and Evaluation) 

Tahap ini adalah tahap terakhir sekaligus yang mengawali siklus anggaran. Di 

dalam tahap ini, pelaksanaan anggarau dievaluasi dengan kriteria-kritcria antara lain 

kesesuaian dengan prosedur, kesesuaian dengan anggaran, ketertiban pencatatan dan_ 

lain sebagainya. Bagian dari pertanggungjawaban ini meHbatkan taha_p verifikasi 

serta akuntansi. 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Tabel4.1 dan 4.2 

Tabel4.1 Sildus Waktn Proses Anggaran 

~····~····· ~~~··· .. · .... · .. ·······~~·.····. 
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Tahap 

A. PENYUSUNAN 

B. PENGESAHAN 

C. PELAKSANAAN 

D. PERTA.,"'GGUNGJAWABAN 

Jangka Waktu 

6Bulan 

3 Bulan 

12 Bulan 

6Bulan 

81 

-;··· -·,.--·=~ 
sumbcr : Modul Diklat J arak Jau!J Anggaran Dcpartemen Hukum dan HAM tnbun 

2005. Tim Penyusun Pusat Pendidikan dan Latihan Depat1emen Hukum dan HAM. 

Ha1.24 

Gambar 4.2 Proses anggaran 
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BABY 

HASIL PENELITIAN DAN Ai'IALISIS DATA 

5.1. Hasil Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, berikut ini nkan disajikan 

deskripsi data tentang jawaban responden atas butirwbutir pertanyaan. yang ada di 

dalam daftar kuesioner penelitian. Data hasll penelitian berikut ini diperoleh dari 

wav.-ancara terhadap 2 orang pejabat sebagai narasumber dan penyebaran kuesinoner 

terhadap 88 responden dilingkungan Sekretariat Jenderal Depaitemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

DaJam penyajian data basil penelitian inij diuraikan berbagai aspek antara 

lain ; pertama, profil naraswnber dan responden. Data ini digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik narasumber dan responden sehingga dapat mernahami 

kebijakan yang diambil daiam pengimplementasian anggaran berbasis kinerja di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua. 

menyajikan tentang basil perhitungan dengan menggunakan distribusi frekuensi 

mengenai pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja dilihat dari 

implementasi kebijakan, aspek komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan 

struktur birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia 

5.2. Karakteristik Narasumber dan Responden 

Peranan narasumber dan responden sangat penting, yaitu sebagai somber 

informasi I data dalam penelitian. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan 

analisis dalarn mengk:aji implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja saat ini di 

lingkungan Sekretru:iat Jenderal Departemen Hulrum dan HAM. 

Seperti diketahui narasumber dalam penelitian jni berjumlah 2 orang 

narasumber pejabat yang te.rdlri dari Kepaia Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan 
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Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran pada Sekeratariat Jenderal dan 

Departemen Hukurn dan Hak: Asasi Manusia. 

5.3. Variabel Hasil Kuisioner 

a. Aspek Komunikasi 

Tabe1 5.1 

Indikator Maksud dan Tujuan Kebijalran Anggaran Berbasis Kinerja 

No ! Frequency Percent Valid Cumulative 

I percent percent .. __ -
1 Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 8.0 
2 Tidak setuju 16 18.2 18.2 26.1 
3 Ragu Ragu 46 52.3 52.3 78.4 
4 Setuju 19 21.6 21.6 100.0 
5 San£a1 Setuju - - -

-·· 
6 Total 88 100.0 100.0 

Rata-rata I 2,82 .. . .. 
Swnber : Hasll Penehtmn (D10lah Peneht1) 

Dilihat dari tabel 5.1, temyata ketika ditanyakan tentang maksud dan tujuan 

kebijakan anggaran berbasis klne:Qa) 2 responden menjawab sangat tidak setuju ( 2.3 

% ), 16 responden menjawab tidak setuju ( 18.2% ), 46 Responden menjawab ragu­

ragu ( 52.3 %),dan 19 responden menjawah setuju ( 21.6 % ). Apabila dilihat dari 

skor rata~rata, maka nilai skor 2.82 berada pada kriteria tidak balk. 
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Tabel 5.2 

lndikator Informasi tentang Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent -

1 ... san!l."t tidak setuJ~ .. 4 4.5 4.5 ¥~· 2 Tidak setuju 15 17.0 17.0 22.7 
3 Ragu-Ragu 42 47.7 47.7 

~ 
.. 

4 Setuju 24 27.3 27.3 
5 Sangat Setuju 2 2.3 2.3 0 
6 Toial 88 100.0 !00.0 

Rata-rata 3.02 
····---j --·----. . . . .. Sumbcr : Hasll Penellt!an (Dm!ah Penehtt) 

Berdasarkan tabel5.2, diketahui bahwa, 4 responden menjawab sangat tidak 

setuju ( 4.5 % ), 15 responden menjawab tidak setuju ( 17.0 % ), 42 Responden 

menjawab ragu-ragu ( 47.7% ), dan 24 responden menjawab setuju ( 27.3 % ), 2 

responden menjawab san gat setuju ( 2.3 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka 

niiai skor 3.02 berada pada kriteria sedang, indikator ini sangat perlu ditingkatkan 

karena dengan infurmasi yang jelas akan berdampak positif terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan anggaran berbasis kinetja 

No 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 5.3 

lndikator Komunikasi Satker dengan unit pembina 
Pclaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

Frequency Percent Valid 
percent 

Sannat tidak setuiu 4 4.5 4.5 
Tidak setuju 25 28.4 2&.4 
Rai!U-RaJ<U 31 35.2 35.2 
Setuju ... 25 28.4 28.4 
Sangat Setuiu 3 3.4 3.4 
Total 88 100.0 100.0 
Rata-rata 2.98 . . . .. 

Sumber : Hasll Peneh!Jan (D101ah Penelttt) 

Cwnulative 
percent 

4.5 
33.0 
68.2 
96.6 

100.0 
... _ 
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Berdasarkan tabel 5.3 ketika ditanya tentang komunlkasi antara satker 

dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran 

berbasis kinelja selama ini tidak mengalarni hambatan sehingga pembinaan yang 

diJakukan kedua Biro tersebut berjaian lancar temyata 4 responden menjawab sangat 

tidak setuju ( 4.5 % ), 25 responden menjawab tidak setuju ( 28.4% ), 31 responden 

menjawab ragu-ragu ( 352 % ), 25 responden menjawab setuju ( 28.4 % ), dan J 

responden menjawab sangat setuju { 3.4% ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka 

nilai skor 2.98 berada pada kriteria tidak buik. Berarti selama ini komunikasi antara 

satker dengan unit pembina tidak berjalan la.ucar sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi daripada implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja. 

No 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 5.4 

Indikator Konsultasi Satker dengan Unit Pembina 
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

Frequency Percent Valid 
percent 

Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 
Tidak se!!!Ju 20 22.7 22.7 

,---

Ragu-Ralm 13 14.8 42.0 
Setuju 42 47.7 47.7 
Sangat Setuiu 9 102 10.2 
Total 88 100.0 100.0 
Rata-rata 3.34 

. .. .. 
Sumber. Has1l Penehttan (Dmlab Penelitt) 

Cumulative 
percent 

4.5 
27.3 
42.0 
89.8 

100.0 

Berdasarkan tabal 5.4 ketika ditanya tentang satker selalu berkonsu1tasi 

dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran 

berbasis kinerja setiap menghadapl kesu1itan dalam mengimplementasikan anggaran 

berbasis kinerja temyata, 2 responden menjawab sangat tidak setuju ( 2.3 % ), 20 

responden menjawab tidak setuju ( 22.7 % )1 l3 responden menjawab ragu-ragu 

( 14.8 % ), 42 responden menjawab setuju ( 47.7% ), dan 9 responden menjawab 

sangat setuju ( 10.2 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.34 

herada pada kriteria sedang. 
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Tabel 5.5 

Indikator Informasi tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
~ 

percen!_ percent ---· 
I Sangat tidaksetuju 6 6.8 6.8 13.6 ·- -
2 Tidak setulu 25 28.4 28.4 42.0 
3 Ragu-Raou 21 23.9 I 23.9 65.9 
4 Setuju 26 29.5 29.5 I 95.5 
5 Sangat Sett~iu 4 45 4.5 100.0 

~·· 
6 Total 88 100.0 100.0 -· ------

Rata~ rata 2.76 I . . .. 
Sumber: Hast! Penehtlan (Dtolah Penohlt) 

Berdasarkan label 5.5 ketika ditanya tentang infonnasi I pelatihan tentang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara konsisten 

temyala 6 responden menjawab sangat tidak setuju ( 6.8 % ), 25 responden 

menjawab tidak setuju ( 28.4% ), 21 responden menjawab ragu-ragu ( 23.9% ), 26 

responden menjawab setuju ( 29.5 % )} dan 4 responden menjawab sangat setuju 

( 4.5% ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 2.76 bemda pada kriteria 

. tidak baik. Berarti infonnasi I pelatihan tentang penyusunan anggaran dan 

pehLksanaan anggaran tidak dilakukan secara konsisten. 
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b. Aspek Sumber Daya 

Tabel 5.6 

Indikator JumJah Pegawai untuk mendukung 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 

jNo I - -
Frequency Percent Valid 

I percent 

~; Sangat tidak setuju 8 9.1 9.1 -
Tidak semiu 30 i34.1 34.1 

1-J Ragu Ragu 20 22.7 22.7 -----
4 Setuju 27 30.7 30.7 
5 Sangat Setui u 3 3.4 3.4 
6 Total 88 100.0 100.0 

Rata-rata 2.85 . . . . . . 
Sumber : Hasd Penelit1an (D1olah Penehti) 

87 

Cumulative 
I percent 
9.1 
43.2 
65.9 --
96.6 
100.0 

Dari tabel 5.6 ketika ditanya tentang jumlah pegawai di bagian penyusunan 

anggaran dan baglan pelaksanaan anggaran telah memadai untuk mendukung 

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja temyata 8 responden menjawab sangat tidak 

setuju ( 9.1 % ), 30 responden menjawab tidak setuju ( 34.1 % ), 20 responden 

menjawab ragu-ragu ( 22.7 % ), 27 responden menjawab setuju ( 30.7 % ), dan 3 

responden menjawab sangat setuju ( 3.4% ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka 

nilai skor 2.85 berada pada kriteria tidak baik. Berarti Jumlah pegawai untuk 

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja belum memadai sehingga 

dibutuhkan penambahan jumlah pegawai di bagian ini. 
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No 

I 
2 
' , 
4 
5 -· 

' 6 

L 

Tabel 5.7 

lndikator SDM tcJah memabami tentaog implementasi 
anggaran berbasis kinerja 

Frequency Percent Valid Cumulative 
percent --~rcent 

Sangai tidak setuju-
----.. -

4 4.5 4.5 5.7 ----
Tidak setuju 22 25.0 25.0 30.7 
Ralll' Ragu 24 27.3 27.3 58.0 
Setuju 31 35.2 35.2 93.2 
Sangat S<:_tuiu 6 6.8 6.8 IQQ! 
Total 88 100.0 100.0 
Rata~rata 3.ll 

88 

.. . . 
Sumber: l!as!l Penehtlan (Dmlah Pene!Jtt) 

Berdasarkan label 5.7 ketika ditanya tentang SDM di bagian penyusunan 

anggaran dan bagian pelaksanaan anggaran telah memahan!l tentang implementasi 

anggaran berbasis kinerja temyata 4 responden menjawab sangat tidak se~ju 

( 4.5 % ), 22 responden rne'liawab tidak setuju ( 25.0 % ), 24 responden menjawab 

ragu-raga ( 27.3 % ), 31 responden menjawab setuju ( 35.2 % ), dan 6 resporulen 

menjawab sangat setuju ( 6.8 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata} maka nilai skor 

3.ll berada pada kriteria sedang. Berarti SDM di bagian penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan angganan telah cukup memahami tentang implementasi anggaran 

beroasis kinerja. 
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Tabel 5.8 

lndikator kualifikasi SDM dalam mengimplemcntasikan 
anggaran berbasis kinerja 

No Frequency Percent Valid Cumulative 

~=+-"" pe,_,rrc:::enO.:t'c-+··· percent 
I Sangattid~k setuju ---;~4_,., -----;-45 4.5 4.5 

2 Tidak setuju -----+---;;I-;o3+--,0l4-=.~8 ---c'cl4;o.8:c+---719"'.3::-l 
3 Ragu- Ragu 22 25.0 25.0 44~~ 
4 Setuju 42 • 47.7 47.7 92.0 
5 Sangat Setuiu 7 i 8.0 8.0 I 00.0 

, .... 6'---t--;T;:co"'ta=-l--:---------+--~8~8+--'l-"-0"'0 ·.::.o.,._----'l'-'0"'0"'.0+--------1 
L__Rata-rata 3.40 I 
Sumber: Hasil Penelilian (Dwlah Penelili) 

Dati tabel 5.8 ketika ditanya tentang SDM pelugas di bagian pen)usunan 

anggaran dan bagian pelaksanaan anggaran telah memiliki kualifikasi yang 

diperlukan untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja temyata 4 

responden menjawab sangat tidak setuju ( 4.5 % ), 13 responden menjawab tidak 

setuju ( 14.8 % ), 22 responden menjawab ragu-ragu ( 25.0 % ), 42 responden 

menjawah setuju ( 47.7 % ), dan 7 responden menjawab sangat setuju ( 8.0 % ). 

Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.40 berada pada kriteria sedang. 

No 

Tabel 5.9 

Indikator pengetahuan SDM tentang 
anggaran berbasis kinerja 

Frequency Percent Valid 
percent 

~~~ tidak setuiu 6 6.8 6.8 
setuju 5 5.7 5.7 

3 Ragu-Ragu 27 30.71 30.7 
4 Setuju 46 52.3 52.3 
5 Sanga! Setuju 4 4.5 4.5 -
6 Total 88 !00.0 10o.o I 
7 ata-rata 3.42 I . . . . 

Sumber: Hasrl Penehllan (D10lahPenelrll) 

Cumulative 
percent 

6.8 
12.5 

43"3-
95.5 

100.0 
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Berdasarkan tabel 5.9, 6 responden menjawab sangat tidak setuju ( 6.8 % ), 

5 responden met~awab tidak setuju ( 5. 7 % ), 27 responden menjawab ragu-ragu 

( 30.7 % ), 46 responden menjawab setuju ( 52.3 % ), dan 4 responden menjawab 

sangat setuju ( 4.5 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, rnaka nilai skor 3.42 

berada pada krlteria sedang. 

Tabel 5.10 

Indikator sumber dana 
rc;-··· 

Frequency ' Percent Valid CumUiativ~ No 
percent percent 

I Sangat tidak setuju .. 0 0 0 0 
·---~ -------

2 Tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3 
3 Ragu-Ragu 4 4.5 4.5 6.8 
4 Setuju 45 51.1 51.1 ··~~ -· 
5 Sangat Setuju 37 42.0 42.0 100.0 
6 Total 88 ' 100.0 100.0 
7 Rata-rata 4.33 I . . . .. Sumber . Hast! Penehltan (Drolah Penehll) 

Dari tabel 5.10 ketika ditanya tentang pelaksanaan anggaran berbasis kineJja 

dibutuhkan sumber dana yang memadai temyata 2 responden menjawab tidak setuju 

( 2.3 o/n ), 4 responden menjawab ragu-ragu ( 4.5 % )! 45 responden menjawab setuju 

( 51.1 % ), dan 37 responden menjawab sangat setuju ( 42.0% ). Apabila dilihat dari 

skor rata-rata, maka nilai skor 4.33 berada pada kriteria balk berarti dalam 

pefaksanaan anggaran berbasis kineija membutuhk:an sumber dana yang memadai. 
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Tabel 5.11 

Indikator sarana dan prasarana 

No Frequency Percent Valid Cwnulative 
percent percent 

I Sangat tidak setuju 6 6.8 5.8 8.0 -
2 Tidak setuiu 23 26.1 26.1 34.1 - ··-" 
3 Ragu-~?ou 27 30.7 30.7 64.8 
4 Setuju 29 33.0 33.0 97.7 
5 Sangat Setuiu 2 2.3 2.3 100.0 

J--0·· ! Total 88 100.0 100.0 ~· 
f Rata-rata 2.94 . .. . . 

Sumber: Hasii Penelltlan (D10lab Peneht!) 

Dari tabel 5.11 ketika ditanya tentang satker telab mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan anggar.m berbasis kineija 

temyata 6 responden menjawab sangat tidak setuju ( 6.8 % ), 23 responden 

menjawab tidak setuju ( 26.1 % ), 27 responden menjawab ragu-ragu ( 30.7% ), 

29 responden menjawab setuju ( 33.0% ), dan 2 responden menjawab sangat setuju ( 

2.3 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 2.94 berada pada kriteria 

tidak balk bernrti satker belwn mempunyai sarana dan prasaran yang memadai untuk 

mendukung peiaksanaan anggaran berbasis kinerja. 
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c. Aspek Sikap I Disposisi 

Tabel 5.12 

lndikator satker selalu mentaati dan melaksanakan ketentuan- ketentuan 
daJam pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja 

No Frequency Percent Valid J Cumulative 
percent I percent 

1 Sangat tidak setuiu 0 0 0 0 
2 Tidhk setuju f 9 10.2 10.2 10.2 

···-
3 Ragu - Ra8u .. 19 21.6 21.6 31.8 
4 Setuju 47 53.4 53.4 85.2 
5 Sangat Sctuju 13 14.8 14.8 100.0 
6 Total 88 !00.0 100.0 
7 Rata-rata 3.73 . .. . .. 

Sumber : Hasd Penehttan (Dtolah Penehtt) 

92 

Berdasarkan tabel 5.12, 9 responden menjawab tidak setuju ( 10.2% ), !9 

respondenmenjawab ragu-ragu ( 21.6% ), 47 responden menjawab setuju ( 53.4% ), 

dan !3 responden menjawab sangat setuju ( 14.8 % ). Apabila dilihat dari skor rata­

rata, maka nilai skor 3.73 berada pada kriteria sedang berarti sat.ker selalu mentaati 

dan melhksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalarn pelaksanaan 

hnplement.asi anggaran berbasis kinetja. 

Tabel 5.13 

Indikator pengiriman Japoran tepat waktu 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

1 Sangat tidOk setuju 0 0 0 0 
2 Tidal< setuju 10 11.4 I 1.4 

.,_,_ 
11.4 

3 Ragu-Ragu 22 25.0 25.0 36.4 
4 Setuju 42 47.7 47.7 84.1 
5 Sangat Setuju -· 14 15.9 15.9 100.0 ... 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata no . . . .. 

Sumber : Hasll Penelltlan (Dtolah Penehtt) 
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Berdasarkan tabel 5.!3, 10 responden menjawab tidak setuju ( !1.4% ), 22 

responden menjawab ragu-ragu ( 25.0% ), 42 responden menjawab setuju ( 47.7% ), 

dan 14 responden menjawab sangat setuju ( 15.9% ). Apabila dilihat dnri skor rata­

rata, maka nilai skor 3.70 berada pada kriteria sedang berarti satker selalu rnengirim 

data dukung dan laporan tcpat waktu sesuai denganjadual yang tclah ditetapkan, 

Tabel 5.14 

Indikator Pengintegrasiao harus didukung oleh seluruh satker 
.... 

No Frequency Percent Valid Cumulativ~ 
percen! percent 

I Sangat tidak setuju . 0 0 0 0 
2 Tidak setuju 0 0 0 0 
3 Ra_gu - Ra!l:U 5 5.7 5.7 5.7 
4 Setuju 39 44.3 44.3 50.0 
5 Sangat Setuju 44 50.0 50.0 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata~ rata 4.44 -· . . . . 

Sumber : Has1l Peneht!an (D1olllh Penebtl) 

Berdasarkan tabel 5.14, 5 responden menjawab ragu-ragu ( 5.7 % ). 39 

responden menjawab setuju ( 44.3 % ), dan 44 responden menjawab sangat setuju ( 

50.0% ). Apabi1a dilibat dari skor rata-rata, maka nilai skor 4.44 berada pada kriteria 

baik berarti pengintegrasian a.ntara penyusunan anggaran dan pelak:sanaan anggaran 

didukung oleh se1uruh satker. 
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Tabel 5.15 

Indikator kesadaran dan tanggung jawab 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

r+ _Iidak setuju 3 3.4 3.4 3.4 ---.. - -----
3 Ragu Ra"u 15 17.0 17.0 20.5 
4 Setuju 55 62.5 62.5 83.0 
5 Sangat Setuju 15 17.0 17.0 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata 3.93 

·····-- ····~ .. . . 
' Sumber : Has1l Penehtmn (Dtolah Peneht1) 

Berdasarkan tabel 5.15, 3 responden menjawab tidak setuju ( 3.4% ), 15 

responden menjawab ragu-ragu ( 17.0% ), 55 responden menjawab setuju ( 62.5 % ), 

dan 15 responden menjawab sangat setuju ( 17.0% ). Apabila dilihat dari skor rata­

rata. mal<a nllai skor 3.93 berada pada krlteria sedang berarti setiap responden 

penyusunan anggaran dan peiaksanaan anggaran telah melaksanakan tugasnya 

dengan penub kesadaran dan tanggung jawab. 

No 

l 
2 

~ 

3 
4 
5 
6 
7 

Tabel 5.16 

Indikafor perhatian pimpinan satker terhadap 
implementasi anggaran berbasis kinerja 

Frequency Percent Valid 
vercent 

Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 
Tidak setuju 5 5.7 5.7 
Ragu~Ragu 16 18.2 18.2 
Setuiu 52 59.1 59.1 
Sangat Setuju 13 14.8 14.8 
Total 88 100.0 100.0 -
Rata-rata 3.76 . . . . 

Sumber: HaS!! Penehtian (Diolah Penehu) 

Cumulative 
nerce~ 

... _g. 
8.0 

26.1 
85.2 

100.0 
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Berdasarkan !abel 5.16 , 2 responden menjawab sangat tidak setuju 

( 2.3% ), 5 responden menjawab tldak setuju ( 5.7% ), 16 respondenmeujawab ragu­

ragu ( 18.2 % ), 52 responden menjawab setuju ( 59.1 % ), dan 13 responden 

menjawab sangat setuju { 14.8% ). Apablla dilihat dati skor rata~rata, maka nilai skor 

3.76 bernda pada kriteria sedang. 

Tabel 5.17 

lndikator manfaat kebijakan anggaran bcrbasis kinerja. 
"""-~~· 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
Dercent _,eerccnt 

I San£•! tidak setuju 0 0 D 0 .... _____ .. -----
2 Tidak setuiu 2 2.3 2.3 2.3 f-;i-- RJ!ffi1 Ragu 4 4.5 4.5 6.8 3 ----· 
4 Setuiu 52 59.1 59.1 65.9 

Sanoat Seruiu 
..... 

c_5 30 34.1 34.1 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 -··· 

I 7 Rata-rata 4.25 
' ' ' ' . Sumber ; Hast! Penehtian (Dwlab Penehtl) 

Berdasarkan tabel 5.17, 2 responden menjawab tidak setuju ( 2.3 % ), 4 

responden menjawab ragu-ragu ( 4.5 % ), 52 responden menjawab setuju ( 59.1 % ), 

dan 30 responden menjawab sangat setuju ( 34. I % ). Apabila dilihat dari skor rata­

rata, maka nilai skor 4.25 berada pada kriteria baik, maka manfaal dari kebijakan 

anggaran berbasis k.ineija mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan. 
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d. aspek struktur birokrasi 

Tabel 5.18 

lndikator pengimplementasian ABK telah ada petunjnk dau SOP 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
PCt_:.~~nt percent .. 

I Sruw>t tidak setuju 0 0 0 0 
2 Ti~.~ setuju 0 0 0 0 

""""""""""-"'" 

3 Rag1:1- Ragu 30 34.1 34.1 . 34.1 . 
4 Setuju 54 61.4 61.4 95.5 
5 Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 

····-
7 Rata-rata 3.70 .. . . . . . . 

Sumber : Hast! Penehllan (Dtolah Penehll) 

Berdasarkan label 5.18, 30 responden menjawab ragu-ragu ( 34.1 % ), 54 

responden menjawab setuju ( 61.4 % ), dan 4 responden menjawab sangat setuju 

( 4.5 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, rnaka nilai skor 3.70 harada pada kriteria 

sedan& bahwa pengimplementasian anggaran berbasis kinerja telah ada petunjuk 

pelaksanaan atau prosedur standar operasl, 

Tabel 5.19 

Indikator koordinasi dengan mempertimbangkan efesiensi 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I Sangat tidak setuju 0 0 0 0 
2 Tidak setuju I l.l l.l 1.1 ... - ..• 
3 Ragu-Jl.agu 13 14.8 14.8 15.9 
4 Se!t.;iu 65 73.9 73.9 89.8 
5 Sangat Setuju 9 10.2 10.2 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata 3.93 -· .. . . 

Surnber :Hast! Peneltttan (Dmlah Penehtt) 
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Berdasarkan tabel 5. J 9 , menunjukkan 65 responden menjawab setuju 

( 73.9 % ) bahwa ABK dilaksanakan mela!ui koordinasi dengan mempertimbangkan 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Apabila dilihat dati skor rata 

-rata, maka nilai skor 3.93 berada pada kriteria sedar.g. 

Tabel 5.20 

lndikator struktur birokrasi 

!r.cN:-r------- ---.,-,F,-re-q-uen-cy-,--;P:-e-rcen-t-,- ··-cv"a'"'li.7d-,--;C"u-m-uiati,;-; 

[:.. I--"" mer,c:;oen,tc_J._..Y. u•ercent 
1 I Sanoat tidak setuiu 0 0 0 0 

2 Tidak setuju ·~+--~7 8.0 8.0 9.1 
~ ~gu-Ragu ···---.J--.... 2~~5+--~28~.4;-I 28.4 37.5 

4 Setuiu 51 58.0 58.0 95.5 
5 San~at Setuiu 4 4.5 4.5 100.0 
6 Tom! ·~~8~8+-~10~0~.0~~~~0~0.~0+---~ I Rata-rata .... ~3;;;.5~6.L __ _L ___ L. ___ __J 

Sumber: Hasil Penelitian (Diolab Pene!iti) 

Berdasarkan tabe1 5.20 , menunjukkan 51 responden menjawab setuju 

( 58.0 % ) babwa struktur birokrasi yang ada sudab tepa! didalam mendukung 

pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja sedangkan 7 responden 

( 8. 0 % ) meqj awab tidak sett1iu. Apabila dilihat dari skor rata- raill, maka nilai skor 

3.56 berada pada kriteria sedang. 

Tabel 5.21 

Indikator koordinasi dalam me1aksanakan kebijakan 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

1 San~at tidak setuiu 0 0 0 0 
2 TidaksetUlll 0 I 0 0 0 
3 Ra2u-Ragu 2 2.3 2.3 3.4 
4 Setuiu 60 68.2 68.2 7!.6 
5 Saru?.at Setuiu 25 28.4 28.4 100.0 
~-

6 Total 88 100.0 100.0 
Rata-ram 4.22 .. ' ' Sumber : Has1l Penehttan (Dwlab Peneh!I) 
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Berdasarkan tabel 5.21 , menunjukkan 60 responden menjawab setuju 

( 68.2 % ), sedangkan 25 re•ponden ( 28.4 % ) menjawab Sflllgat setuju, bahwa 

anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui koordinasi agar terdapat keseragaman 

dalam melaksanakan kebijakan. Apabila dilihat dari skor rata- rata, maka nilai skor 

4.22 berada pada kriteria baik. 

Tabcl 5.22 

Indikator kcot·dinasi guna memperkecil kcsalahan 

Frequency Percent 

I Sangat tidak setuju 0 0 
2 Tidak setuju 0 0 
3 Ragu Raga 4 4.5 
4 Setuju 62 70.5 
5 Sangat Setuju 21 23.9 
6 Total 88 100.0 

Valid ! Cwnulative l 
percent ! percent 

0 0 
4.5 5.7 

70.5 76.~ 
23 9 100.0 

100.0 

Rata-rata :-=-=--,.-,~-······-7;4.c:l=-5_,_ __ --L_ ....... ---L-------" 
Sumber : HasJl Penelitian (DJ01ah Peneliti) 

Berdasarkan tabel 5.22 , menunjukkan 62 responden menjawab setuju 

( 70.5 % ), sedangkan 21 responden ( 23.9 % ) menjawab sangat setuju, bahwa 

anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui koordinasi guna mernperkecil 

kemungkinan te.rjadinya kesalahan. Apabila dllibat dari skor rata - rata, maka nilai 

skor 4.15 berada pada kriteria baik. 
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Tabel 5.23 

Indikator kewenangan tidak tumpang tindih 

No Frequency ! Percent Valid Cumulative 
I percent percent 

1 Sangat tidak setuju 0 0 0 0 .. 
2 Tidak setuiu 4 4.5 4.5 5.7 
3 Ragu-Ragu I 8 I 20.5 20.5 26.1 
4 3etuju 52 59.1 59.1 85.2 
5 ~angat Setuju 13 14.8 14.8 100.0 ..... 
6 Total 88 100.0 100.0 

Rata-rata 3.80 
- -----. . .. . 

Somber: Has!l Penehl!an (Dto1ah Penehtt) 

Berdasarkan tabel 5.23 , menunjukkan 18 responden ( 20.5 % ) menjawab 

ragu-ragu, 52 responden menjawab setuju ( 59.1 % ), sedangkan 13 responden 

{ 14.8 % ) menjawab sangat setuju, bahwa kewenangan yang dimiliki responden 

untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja tidak tumpang tind~ dengan 

kewenangan responrlen lainnya. Apabila dilihat dari skor rata- rata, rnaka nilai skor 

3.80 berada pada kriteria sedang. 

Tabel 5.24 

Indikator kewenangan telah dilaksanakan dengan baik 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

1 Sangat tidak setuiu 0 0 0 0 
2 Ii9,!1k setuju 6 6.8 6.8 8.0 -· 3 Ragu-Ragu 15 17.0 17.0 25.0 
4 Setuiu 54 61.4 61.4 86.4 
5 Sangat Setuju 12 13.6 13.6 100.0 
~-

Total 88 100.0 100.0 6 ·-
Rata-mta 3.78 . . . .. 

Sumb<:r : Hast! Penehttan (Dt<>lnh Penehti) 

Berdasarkan tabel 5.24 , menunjukkan 6 responden ( 6.8 % ) menjawab 

tidak setuju, 15 responden ( 17.0%) menjawab ragu-ragu, 54 responden menjawab 
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setuju ( 61.4 % ), sedangkan 12 responden ( 13.6 % ) menjawnb sangat setuju, 

bahwa kewenangan yang te1ah diberikan kepada responden penynsunan dan 

pelnksanaan anggaran te1ah dilnksannkan baik sesuai dengan tugas yang telah 

diarnanatkan. Apabi!a dilihat dari skor rata- rata, mnka nilai skor 3.78 berada pada 

kriteria sedang. 

5.4. Nilai Total Skor Rata~rata Btradasarkan masing~masing Variabcl 

a. Varia bel Komunikasi 

Tabel 5.25 

Varia bel Komunikasi 

No PERTANYAAN SKOR TOTALSKOR 
RATA-RATA RATA-RATA 

-······ --- ·-------
1 Para pelaksana sudah memahami 2.82 

mnksud dan tujuan dari kebijakan 
anggaran berbasis kinerja. 

2 Satuan kerja telah mendapatkan 3.02 
informasi tentang pelaksanaan anggaran 
berbasis kinerja seeara jelas. 

3 Jalinan komunikasi antara satker dengan 2.98 
Biro Pcrencanaan dan Biro Keuangan 
sebagai pembina pelnksanaan anggaran 
berbasis kinerja berjalan baik dan 
1ancar. 

4 Adanya ja!inan konsultasi antara Satker 3.34 
dengan Biro Perencanaan dan Biro 
Keuangan apabila Satker menghadapi 
kesulitan dalarn mengimplementasikan 

-,·-·· anggaran berbasis kineria. 
5 Infurmasi/pelatihan tentang penynsunan 2.76 

anggaran dan pe1nksanaan anggaran 
tolah dilakukan secru:a konsisten -· 
Total 14.92 2.98 . . . . .. 

Sumber : Hasd Penohtian (Dmlah Penehti) 
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Tabel 5.25 menunjukkan bahwa, untuk variabel komunikasi berkaitan 

dengan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja diperoleh skor rataMrata 

2.96. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komuniknsi berada pada kondisi tidak 

baik. Terutama pada indikator maksud dan tujuan Kebijakan Anggaran Berbasis 

Kinerja, Indikator Komunikasi Satker dcngan unit pembina Pelaksanaan Anggaran 

Berbasis Kinerja, dan indikator informasi I pelatihan tentang pcnyusunan anggaran 

dan pelaksanaan anggaran telah di1akukan secara konsisten sehingga perlu perbaikan 

terhadap indikator - indikator tersebut sehingga komunika.o;;i antara satker dan unit 

pembina dapat mendt!kung implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Berrlasurkan hasil wa"\\'a.OCata dengall infonnan dapat dijelaskan bahwa 

aspek komunikasi memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini misalnya 

berkaitan den- maksud dan tujuan anggaran berbasis kine!ja. Pada level pimpinan, 

makaud dan tujuau dari auggaran berbasis kinerja sudab dipabarni akan tetapi pada 

tataran satuan kerja belum dapat dipahami secara tepat Hal ini sebagaimana. 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Pe1aksana Anggaran: 

" .... Satuan Kerja belum memahami secara benar implementasi sistem 
anggaran yang sekarang diberlakukan. Hal ini mungkin karena belum 
tersosialisasikannya sistem 811ggaran terse but .... " 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian 

Penyusttnan Progro.m dan Anggaran; 

" ... perlu adanya pengkomunikasian terhadap sistem penyusunan anggaran, 
hal ini penting karena masih bnuyak Satuan Ke!ja yang belum marupu 
mengaplikasikan sistem anggaran yang berlaku ... ". 

Dikernukakan babwa komunikasi antar satuan ke!ja dengan unit pembina 

tidak be~alan lancar. Komunikasi yang dilakukau banya jika ada kebijakan barn dari 

departemen keuangan. Unit pembina meneruskan kebijakan barn tersebut kepada 

satuan kerja melalui kantor wilayah. Pada sisl Jain, pelatihan tentang penyusunan 

anggaran dan pelaksanaan anggaran hanya dilakukan pada level pirnpinan, sedangkan 

pada level satuan kerja be]um dilaksanakan secara konsisten. 
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b. Variabel Sumber Daya 

Tabel5.26 

Variabel Somber Daya 
-"· -

No I PERTANYAAN SKOR TOTALSKOR 
RATA-RATA RATA-RATA 

' 
I Jumlah pegawai di bagian penyusunan 2.85 

anggaran dan bag ian pelaksa.'1aan 
anggaran telab memadai untuk 
mendukung pelaksaoaan anggar.an 
ber~is kinerja 

2 Sumber day a manusia di baglan 3.11 
penyusunan anggaran dan bag ian 
pelaksanaan anggaran telab memabami 
tentang implementasi anggaran berbasis 
kine!] a 

3 Kualifikasi petugas di bagian 3.40 
penyusunan anggaran dan bag ian 

' I pelaksanaan anggaran sudab memadai. 
·--- ······~ 

4 Pengetahuan petugas di bagian 3.42 
penyusliDan anggaran dan bag ian 
pelaksanaan anggaran sudah memadai 
tentang anggaran berbasis kinetja 

s Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 4.33 
dibutuhkan sumber dana yang memadai 

6 Satker telab mempunyai sarana dan 2.94 
prasarana yang memadai untuk 
mendukung peJaksanaan anggarnn 
berbaais kineria 
Total 2o.os 1 3.34 

' . . ' . Sumber : Hasil Penehttan (Drolan Peneltti) 

Berdasarkan label 5.26 dapat diperoleh gambaran, bahwa total skor rata-rata 

yang diperoleh variahel sumber daya adalab 3.34. Kondisi diatas mengindikasikan 

babwa sumber daya di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM berada pada kondisi sedang. Tetapi perlu penambaban jumlab pegawai di 

bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang masih belum memadai 
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dan juga perlu peningk:atan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan 

anggaran berbasis kineija. 

Gambaran tentang variabel sumber daya tersebut ditegaskan kembali 

melalui wawancara. ~1enurut Kepala Bagian PenyuSWlan Program dan Anggaran ; 

" ..... dari sisi kuantitas jelas kurang walaupun sebcnarnya bisa dikerjakan 
tap! tingkat akurasinya dalam hal keteJitian buena hal ini menyangkut 
angka-angka Jtu yang saya rasakan masih kurang karena bagaimana tidak 
lcita satu orang mengeljskan lebih dari 50 satuan kerja yang didalamnya ada 
beberapa program, .. ". 

Berdasarkan wawancara yang teiah dilakukan dlkemukakan bahwa jurnlah 

pegawai dianggap masih belum memadai. Ha! 1ni apabila ditinjau dari beban ketja 

yang menjadi tanggung jawab pada bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan 

anggaran. Sedangkan berkaitan dengan kondisi satuan kerja, sarana dan prasarana 

pun masih belum memadai, terutama ketersediaan sarana komputer. Hal ini juga 

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelsksanaan Anggaran 

•• ... sarana komputer juga menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran. 
Jika diiihat dari spesiflkasinya1 komputer yang tersedia saat seka.rang belum 
mendukung ap!ikasi sistem .anggaran. Seharusnya komputer-komputer 
tersebut di-upgrade mendukung sistem aplikasi anggaran ... " 

Apabila ditinjau dari tanggungjawab yang harus dijalankan, sarana 

komputer mempwtyai peranan yang sangat penting. Karena aplikasi penganggaran 

pasti menggunskan perangkat komputer. 
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c. Variabel Sikap I Disposisi 

Tabcl5.27 

V ariabel Sikap I Disposisi 

No PERTANYAAN I SKOR TOTALSKOR 
RATA·RATA RATA-RATA 

-
I Ketentuan dalam implementasl 3.73 

Anggaran berbasis kinerja selalu ditnati I 
oleh satker ' ____ .... _____ .... 

2 Satker mengmm data dukung dan l 3.68 
Japoran tepat waktu sesua1 dengan 

I iadual vanu tellih ditetapkan . -- --

3 Anggaran berbasis kinerja adalah 4.44 
pengintegrasian an tara penyusunan 
anggaran dan pelaksanaan anggaran 
yang harus di dukung oleh seluruh 
satker .•. 

4 Seluruh pegawai bagian penyusunan 3.93 
anggaran pelaksanaan anggaran 
mempunyai kesadaran dan tanggung 

I iawab yang baik. I 
5 Pimpinan Satker mempunyai perhatian 3.76 

terbadap implementasi anggaran 
berbasis kineria 

6 Kebijakan anggaran berbasis kinerja 4.25 
rnarnpu meningkatkan kineda I nerencanaan dan keuangan dengan baik 

7 I Total 23.79 3.97 .. "' Sumber : Hasil Penehtian (Dwlah Penelltr) 

Berdasarkan tabel5.27 dapat diperolah gambaran, bahwa total skor rata· rata 

yang diperoleh variabel sikap/disposisi adalah 3.97. Kondisi diatas mengindikaslkan 

bahwa sikap para pelaksana dalam mengimp!ementasikan kebijakan anggaran 

berbasis kinerja berada pada kondisi sedang. 

Berdasarkan wawancara yang dilaknkan informan berpendapat bahwa 

kebijakan anggaran berbasis kinerja marnpu meningkatkan kineda perencanaan dan 

keuangan dengan baik. Kebijakan ini d.ianggap sebagai sebuah a.[at yang marnpu 
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mempennudah proses dan mekanisrne perencanaan keuangan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran: 

«, •• adanya sistem penganggamn berbasis kinerja mampu meningkatkan 
kinerja organisasi. terutama berkaitan dengan perencanaan dan 
pengan.ggaran. Program dan kegiatan yang direncanakan akan lebih mudah 
diimplementasikan jika perencanaan yang disusun didukung oleh 
anggaran.,,," 

Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran: 

" ... Perencanaan program dan kegiatan sangat berkaitan dengan 
pengaggaran. Penyusunan anggaran yang baik adalah apabila sesuai dengan 
rencana yang disusun. Dan perencanaan yang baik JUga harus 
mempcrhatikan ketcrsediaan unggaran ... ". 

Peningkatan kinerja perencanaan keuangan ini juga sangat terkait dengan 

data dukung dari satuan ketia. Menuntt Kepalli Bagian Penyusunan Program dan 

Anggarau; 

" ... penyusunan anggaran tidak terlepas dari data yang dikirim oleh Satuan 
Ketia. Data-data tersehut menjadi data dukung untuk melakukan 
perencanaan a tau pengalokasian anggaran. Yang sering menjadi 
permasalahan adalah data dukung tersebut terlamhat diterima oleh Biro 
Perencanaan atau bahkan Satuan Kerja tidak mengirimkan data dukung ... ". 

Satuan kerja mempunyai motivasi yang baik untuk mengirim data dukung 

tepa! waktu sesuai dengan jad;val yang telah ditentukan. Namun demikian, kendala 

yang sering dihadapi adalah masih sering terlarnbatnya data dukung yang diterima 

oleh unit pembina baik itu di biro keuangan rnaupun di biro perencanaan. 
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d. Variabel Struktur Birokrasi 

Tabel5.28 

Variabel Struktur Birokrasi 

r:~ 
PERTANYAAN SKORRATA I TOTALSKOR 

··~RATA- RATA 

I I ~Ada petunjuk peluksanaan atau prosedur 3.70 
1 standar operasional dalam irnplementasi 

~ .. an~garan berp_asis kinerja. __ -·----
3931 2 Terdapat koordinasi yang efektif dan 

efisien dalam implementasi anggaran 
berbasis kine!Ja, 

····-
3 Struktur birokrnsi yang ada sudah tepa! 3.561 

didalam mendukung pelaksanaan 

1-;j• 
implement~i anggaran ber~!15is kineria 
Koordinasi merupakan upaya agar 4.22 
terdapat keseragaman dalam 
.!!n:elementasi ke_biiakan 

I 5 
1 

Koordinasi dilaksanakan untuk 4.15 ' 
' memperkecil kemungkinan terjadinya 

kesalahan 
6 Terdapat tumpang tindih kewenangan 3.81 

dalam implementasi anggaran berbasis 
kinerja. 

7 Kewenangan yang telab diberikan 3.78 
kepada pegawai penyusunan dan 
pelaksanaan anggaran berbasis kineda 
telah dilaksanakan dengan baik sesuai 
dengan tugas yang telab diarnanatkan 

8 Total 27.15 3.,~ 
. .. . .. 

Sumber: Hasd Penehtmn (DIOiah Peneht1) 

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh garnbaran, bahwa total skor rata-rata 

yang diperoleh variabel stru1.'iur birokrasi adalah 3.88. Kondisi diatas 

mengindikasikan babwa s!ruktur birokrasi yang ada di Sekretariat Jenderal 

Departemen Hukum dan HAM dalam mengiroplementasikan kehijakan anggaran 

berbasis kinerja dalam kondisi sedang, Namun perlu peningkatan dalam hal petunjuk 
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pelaksana atau prosedur standar operasi sehingga pengimplementasian kebijakan 

anggaran berbasis kinerja berjalan deogan baik. 

Berkaitan dengan variabel struktur organisasi1 informan berpendapat bahwa 

struktur organisasi yang ada sekarang sudah mampu mendukung implementasi 

anggaran berbasis kinerja. Menurut Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

" ... struktur organisasi tidak ada permasalahan. Biro Perencanaan dan Biro 
Keuangan masing-masing mempunyai bidang tugao; yang saling 
mendukung. Masing-masing biro menjalankan a.l1:ifitas sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. Dan diantara keduanya mempunyai jalur koordinasi 
yang baik ... " 

Aspek lain yang mendukung pengimpiementasian anggaran berbasis kinerja 

adalah adanya petunjuk operasional dan strandar operasional prosedur anggaran 

berbasis kinerja. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; 

" ... kita sudah mempunyai standard operasional dalam penyusunan 
anggaran, yaitu sejak proses inventarisasi data dukwlg, penyusunan atau 
pengalokasian anggaran hingga pada revisi anggaran. Namun diakui bahwa 
standard tersebul seringkaJi mempersulit l<:erja penyustman anggaran1 

terutruna ketika terjadi revjsL.," 

Tujuan penyusunan Standard operasional procedure adalah mempennudah 

penyusunan perencana.an anggaran. Namun pada beberapa situasi, standard 

opemsional tersebut justru diaoggap sebagai pengharobat kine!ja. 

5.5. lmplementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

Refonnasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara kbususnya dalam 

sistem penganggaran telah banyak mernbawa perubahan yang sangat mendasar dalam 

pelaksanaannya. Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah 

diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu 

(unif1ed budget), keraogka pengeluarao jangka menengalliKPJM (,\dedium Term 
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Expenditure Framework) dan penganggaran berbasis kinerja/ABK(Performance 

Based Budgeting). 

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan No. 0212008 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan RKA~KL, disamping menerapkan tlga pendekatan, 

daiam anggaran belanja negara, pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 

(tiga) kJasifikasi yaitu : klasilikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi 

ekonomi atau jenis belanja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas 

selanjutnya akan dittJangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran yang Iebih 

dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lcmbaga (RKA­

KL) dan dokumen pelaksanuan anggaran yang iebih dikenal sebagai Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (D!PA). 

Pengganggaran tetpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi 

pelaksanaan eiemen reforrnasi penganggaran lainnya., yaitu penganggaran berbasis 

kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KP JM). Dengan kala lain 

bahwa pl;}ndekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus tenvujud tedebih 

dahu!u, dengan kata lain anggaran terpadu merupakan prasyarat komponen reformasi 

penganggaran lahmya. 

Dalam kaitan dengan KPJM, keterpaduan (konsolidasi) anggaran belanja 

operasional dan anggaran belanja investasi sangat penting karena hanya dengan 

mengetahui gambaran keduanya secara terkonsotidasi, sebuah unit keijalunit 

organisasi dapat dengan baik mengenali dan menyusun secara teliti implika:si 

finansial di tahun-tahun yang akan datang dati kebijakan yang telah diputuskan saat 

ini. Hal ini sangat penting untuk mencapai efisiensi a1okasl, tedebih dilihat dari sudut 

pandang antar wakin. 

Dalam kaitan dengan Anggaran Ber:basis Kine~ a, keterpaduan (konsolidasi) 

anggaran belanja operasional dan anggaran belanja inve:itasi juga sangat penting, 

karena pada prinsipnya penganggaran berbasis kinerja memberi penekanan pada 

upaya untuk mencapai tingkat kualitas tertentu dati produk barangljasa yang 

dihasilkan kementerian!lembaga dengan biaya yang terendah. Harga satuan keluaran 

(unit cost of output) akan menjadi salah satu instrumen dalam proses penyusunan 
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anggaran dan evaluasi kinerja suatu kcgiatan. Oleh karena itu, perhitungan harga 

satuan keluaran akan menjadi topik yang sangat penting. Perhitungan harga satuan 

k:e1uaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan surnberdaya, 

tennasuk gaji/upah karyawan yang terlibat dalam proses produksL Largkah 

konsolidasi anggaran menjadi mutlak untuk mengetahui seberapa besar nilui 

keseluruhan sumberdaya yang dikelola oleh sebuah unit kcrja dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk 

barangljasa, 

Penerapan unified budget dihnrapkan dapat mewujudkan : 

a. Satuan keija sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab 

terhadap asset dan kewajibannya yang dimilikinya; 

b. Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi menduk:ung 

kegiatan penunjang dan prioritas dalarn rangka pelakaanaan fungsi, program 

dan kegiatan satuan kelja yang bcntangk:utan; 

c. Adanya mata anggaran kegiatan standar lliltuk satu jenis belanja dipastikan 

tidak ada duplikasi penggunaannya, seh.ingga satn output tertentu hanya 

untuk satu jenis belanja. 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyatuan anggaran ke dalam fom1at 

anggaran terpadu dimakaudkan untuk menghindarkan duplikasi pendanrum suatu 

kegiatan. Penganggaran terpadu m.engintegrasikan anggaran belanja rutin dan 

anggaran belanja pembangunan yang memuat semua kegiatan instansi pemerintahan 

dalam APBN. Hal inl merupakan tahapan yang diperlnkan sebagai bagian dari upaya 

jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan dan efisien. 

Anggaran terpadu pada prinsipnya telah mulai dilaksanakan pada APBN 

tahun 2005, namun masih per1u beberapa penyempurnaan, an tara Jain penajaman 

penetapan standar biaya, perbaikan kritetia panentuan satuan kerja bnkan struktnral, 

dan perumusan kegiat:an/sub kegiatan agar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi 

kementerian negarallembaga. 

Setelah diberlakukannya kebijakan anggaran berbasis kinerja, hal pertarna 

yang harus dilakukan oleh kementrian lembaga negara adalah tidak lagi menynsun 
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anggaran dengan membedakan belanja ke dalam anggaran rutin dan pembangunan 

seperti periode-periode terdahulu, 

Anggaran terpadu poda Sekrctariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

pada prinsipnya Ielah dilaksanakan pada tahun 2005, tetapi pelak..'1lllllilll!lya tetap 

melalui dua pintu yaitu melalui Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan baru dapat 

diiaksanakan proses penyustman anggaran secara keseluruhan pada salu kewenangan 

yaitu oleh Biro Perencanaan saja sejak talllln 2008. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I 

Nomor: M.07- PR.O?.lO Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen 

Huktitn Dan HAM RJ bcllwa keseluruhan proses penyusunan anggaran mempakan 

tupoksi Biro Perencanaan sedangkan keselw"Uhan proses pelaksanaan anggaran di 

bawah kewenangan Biro Keuangan, tetapi pada waktu itu belum dapat 

diimplemenlasikan, sehingga Biro Keuangan retap melaksanakan kegiatan 

penyusunan anggaran begitupun dengan Biro Perencanaan schingga menyebabkan 

overlapping pekerjaan penyuS\man anggaran. 

Sebclum dikeluarkannya lrebijakan penyusunan anggaran seperti yang 

dimak.ud dalaro PP No.2! tahun 2004, anggaron disusm1 ke dalam dua daftar yaitu 

Daftar !sian Kegiatan (DIK) terdiri MAK anggaran rutin yang berisikan belanja 

pegawai, belanja barang> belanja lain, dan belanja peJjalanan serta Daftar !sian 

Proyek terdiri MAK anggaran pembangunan yang berisikan belanja modal, belanja 

penunjang yang dikenal dengan dual budget. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

" ... ya, waktu itu kalau penyusunan anggaran rutin ada di biro keuangan 
sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanoan, sehingga lredang­
kadang ape yang sudah dialokasikan di anggaran rutin temyata dialokasikan 
juga di anggaran pembangunan ... " 

Dalam 1rurun waktu diberlakukannya dual budget temyata memang 

memungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran, sebagai contoh dalam satu satker 

mendapatkan belanja atau pengadaan komputer, kendaraan roda 4. kendaraan roda 2, 

yang sumber pendanaannya dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalarn 

satu tahun anggaran untuk satu satker. 

Universitas Indonesia 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



Ill 

Namun demikian pada Departemen Hukum dan HAM hal tei>ebut sangat 

jarang teljadi, meskipun ada beberapa kasus tetapi volumenya sanglll kecil, dan 

salker-satker yang mengalami duplikasi te~>ebut lebih disebabkan karena kantor )'llllg 

dimaksud mempwl}rai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikemhalikan untuk 

menyelenggarakan kegiatannya, sehingga jenis befanja yang terduplikasi pun bukan 

dari kegiatan Rupiah Mumi. 

5.6. Jmplikasi Hasil Penelitian Terbadup Kebijakan 

Reforrnasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun 

anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan pembangunan Nasional. Sebagai tindnk lanjut terhadap pelnksanaan 

peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 tahun 2004 yang rnenegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang 

dismmn menggunakan tiga pendekatan, yaitu : ( 1) anggaran terpadu (unified 

budget), (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM (medium 

term expenditure framework)) (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK 

(performance based budget). 

Sesuai Pasal 7 PP 21 tahun 2004, kementerian negaraflembaga diharuskan 

menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja) standar biaya dan 

evaluasi kinelja. Penyusunan anggaran )'llllg dituangkan dalam RKA-K.L harus 

dicerminkan dalam satuan output yang terukur. 

Anggaran terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

telah dilakukan mulai tahun 2008 sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal 

Departemen Huh"Um dan HAM Nomor. SEK. PR.Ol.03 - 1Q tanggal 13 Maret 2008 

perihal Penyusunan RAPBN dan RKA-KI. tahun 2009 secara tetpadu dan 

terintegrasi, telah jelas disebutkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian 

Lembaga (RKA-KL) Depkumham Tahun 2009 nkan mulai diterapkan sistem 

penganggaran terpadu tersebut secara penuh, sehingga diharapkan penyusunan RKA-
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KL lebih terintegrasi antara Satuan KeJja di Wilayab, Unit Pusat, dan Sekretariat 

Jenderal. 

Jika dilihat dari hasil penelitian yang mengeksplorasi 4 variabel 

(komunikasl, sumber daya, sikapldlsposisi, dan struktur birokrasi) ternyata variabei 

komunikasi mengindfkasikan kurang baik dan variabel sumber daya mengindikasikan 

cukup balk tetapi ada indikator yang k:urang baik seperti indikator untuk jumlah 

pegawai, indikator sarana dan prasarana sehlngga diperlukan perubahan kebijakan 

terbadap kedua variabel tersebut. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. V ariabel Komunikasi : Perlu dikembangkan satu aistem komunikasi yang efektif 

antar unit pembina dan satuan kerja. Karena bila melihat Surat Edaran Nomor. 

SEK. PR.01.03- 10 lllnggall3 Maret 2008 tersebut ditujukan hanya kepada unit 

utama dan kantor wilayah saja tidak sampai kepada satuan kerja, sehingga satuan 

keJja tidak mendapatkan infonnasi yang jelas mengenai kebijakan anggaran 

berbasis kinerja. Kedepannya diharapkan satuan kerja lebih dilibatkan dalam 

penyusunan anggaran. Hal ini penting agar penyusunan program dan anggaran 

untuk satuan kerja didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas satuan kerja 

masing-masing yang berorientasi pada keluaran (output). 

2. Dan juga di dalam sura! edaran Sekretariat Jenderal tersebut tidak adanya 

penjelasan rnengenai penyusunan/penempatan kegiatan yang didasarkan pada 

program generik dan teknis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan 

teknis harus ditempatkan dalam program teknis. Begitupun sebaliknya, kegiatan­

kegiatan yang termasuk dalam kegiallln generik juga hams ditempatkan dalam 

program generik. Hal ini penting untuk mempertegas terhadap 

pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator kineJja. 

3. Variabel Sumber Daya: adanya kebfjakan mengenai penerlmaan pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan untuk pegawai di bagian 

perencanaan dijadikan sebagai pejabat fungsional perencana. Fungsionalisasi ini 

menjadi satu hal yang penting agar petugas peiaksana penyusunan program dan 

anggaran mempunyai indikator kinerja yang jelas dan tegas. Selain itu indikator 
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sarana dan prasarana terutama untuk satuan kerja di baglan penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran agar diprioritaskan karena walaupun dalam surat edaran 

Sekretaris Jenderal Nomor. SEK. PR.O 1.03 - 10 tanggal 13 Maret 2008 Ielah 

disebutkan penycdiaan sarana dan prasarana tetapi hanya untuk petugas teknis 

saja tidak untuk petugas penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga ka1au di 

Jihat dari hasil penelitian mcnyatakan bahwa sa.rana dan prasarana belum 

memadai untuk mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 
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6.1 Kesimpu!an 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

DarJ hasH analisis terhadap basil penelitian maka dapal diterik 

kestmpulan : 

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi lmplementasi kebjjakan anggaran 

berbasls kinerja di lingkungan Sek.retariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM Rl dilihat dari empat faktor : 

• Faktor Komunlkasl 

Berdasarkan basil total skor rata-rata diperoleh 2.98 yang 

mengindikasikan bahwa fakt<>r komunikasi berada pada koodlsi tidak 

baik 

• Faktor Sumber daya 

Hasil Penelitian untuk faktor swuber daya diperoleh total skor rata-rata 

diperoleh 3.34 berada pada kondisi sedang. 

• Faktor Sikapldisposisi 

Untuk faktor sikap/disposisi basil total skor rata-rata diperoleb 3.97 

kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fak:tor sikapldisposisi berada 

pada kondisi sedang. 

• Faktor Struktur birokrasi 

Dan untuk variabel strulctur birokrasi basil total skor rata-rata diperoleh 

3.88 yang mengindikasikan bahwa fillctor struktur birokrasi berada pada 

kondisi sedang. 
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2. Kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM Rl dalam mengimplementasikan anggaran berhasis kinerja: 

• Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian babwa untuk variabel komunikasi kendala 

yang dihadapi terdapat pada indikator maksud dan tujuan kebijakan 

anggaran berbasis kinerja, indikator komunikasi satker dengan unit 

pembina pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dan pada indikator 

inibrmasi tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran ytillg 

hams dibenahi sehingga implementasi kebijakan anggaran berbasis 

kinerja dapat berjala.n dengan haik. 

• Sumber daya 

6.2. Saran 

Untuk variabel sumber daya kendala yang dihadapi terdapat pada 

indikator jumlah pegawai untuk. meodukung pelaksanaan anggaran 

berbasis kinerja dan indikator sarana dan prasarana 

1. Untuk Sekretariat Jenderal : Dalam penyusunan surat edaran disarankan 

untuk !angsung kepada satuan ketja sebingga satuan kerja mendapatkan 

infonnasi yang jelas mengenai kebijakan ·- kebijakan yang dibuat oleh 

Sekretariat Jenderal. 

2. Untuk Biro Perencanaan dan Biro Keuangan : Perlu dikembangkan satu 

sistem komunikasi yang efektif antar unit pembina dan satuan ketja dengan 

melibatkan satuan kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

sehingga anggaran untuk satuan kerja didasarkan pada kebutuhan 

pelaksanaan tugas satuan keija masing-masing yang berorientasi _pada 

keluaran (output). 

3. Untuk Biro Perencanaan : Adanya ketegasan dalam penyusunan I 

penempatan kegiatan yang didasarkan pada program generik dan teknis. 
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4. Untuk Biro Kepegawaian : Adanya penambahan jumlah pegawai yang 

berkualitas yang sesuai dengan kebutllhan organisasi dan dijadikan sebagai 

~Tabat ftmgsional perencana terhadap pelugas penyusunan program dan 

anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan kinelja personallorganisasi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dcpartemen hukum dan HAM Rl 

Jnfonnan adalah Pejabat Eselon IIl di 

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan 

Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan 

A. DESKRJPSI, PERSEPSI DAN ASUMSl TERl!ADAP IMPLEMENT AS! 

KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS K!NERJA DI LINGKUNGAN 

~EKRBTARIAT JENDERAL DEPARTEMEN Hl:KUMDAN HAM RI 

1, Apakah Bapakflbu mengetahuj tentang kebijakan anggaran b~basis 

kinerja? 

2. Apakah Bapak I Ibu memahami tentang kebijakan anggaran berbasis 

kinelja? 

3. Menurut Bapak!lbu, bagairnana impfementasi kebijakan anggaran 

berbasis kinerja yang selama ini telah berjalan di Departemen Hukum 

dan HAM? 

4. Menurut Bapak/Jbu, apakah komunikasi antara satker dengan Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalami 

hambatan seh.ingga pcmbinaan yang dilakukan oieh Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan? 

5, Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pegawai di bagian penyusunan 

program anggaran dan pelaksanaan anggaran telah memadai untuk 

menduk:ung pe1aksanaan anggaran berbasis kinerja? 

Jawab: 

6, Menurut Bapak!lbu, apakah satker telah mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai 1.mtuk mendukung kebijakan anggaran 

berbasis kine~a? 

7, Menurut Bapakllbu apakah pengimpleml>!ntasian anggaran berbasis 

klnerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan? 
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8. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja pada saat inl sudah 

efektif1 

9. Menurut Bapakflbu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi 

pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran? 

10. Apakah kendaJa-kendala yang dihadapi oleh pegawai di bidang 

penyusunan angganm dan pelaksanaan anggaran dalam 

mengimplementasiknn anggaran berbasis kinerja? 

11. Menurut Bapaf.v1bu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah tepat 

didalam mendukung pelaksanaan anggaran bcrbasis kinerja? 

12. Menumt Bapakllbu, apakah dalam pcngimplementasian anggaran 

berbasis kinerja sudah ada petl.mjuk operasionalnya dan prosedur 

standar operasional? 
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TRANSKRJP WA WANCARA 

Jmplementasi Kebijakan Anggaran Berbasis K.inerja 

di Ling'-.-ungan Sekretariat Jendera.! Departemen hukum dan HAM RI 

Infonnan adalah Pejabat EseJon III di 

Bidang Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perenca.naan 

A" DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENT AS! 

KEBJJAKAN ANOOARAl"' BERBASIS KJNERJA Dl LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI 

1. Apakah Ba.pakllbu mcngetahui tentang kebijakan anggaran berbasis 

kinetja? Ya 

2. Apakah Bapak I Ibu rnemahami tentang kebijakan anggaran berbasis 

kinerja? Ya 

3. Menumt Bapak/Thu, bagaimana implementasi kebijakan anggaran 

bcrbasis kinerja yang selama lni telah bcrjalan dl Departemen Hukum 

dan HAM? 

kalau untuk pclaksanaan anggarannya sih sudah, tetapi belum bisa 

menentukan indikator kinerjanya, kalau di Departemen Hukum dan 

HAM belum, indikator kinerja kan horus jelas, anggaran berbasis 

kinerja itu bukan seperti bikin program sembarangjadt: ada hasilnya. 

Kalau gini kan.. kadang-kadang apa yang mau dicapai itu ga 

kttlihatan..Pengertian kita :umdiri terhadap kinerja itu. sepertf apa 

ya .. kalau menurut saya bertJ/, anggaran berbasis kinerja inf herat ada 

output, outcome, maksltd. tujuan, sasaran, itukan sering 

membingungkmt. paling tidak !rebijakan seperli itu, eselon 11 yang 

bisa memfonnulasikon, sedangkan saya Iran hanya pelaksana 
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4. Menurut Bapak!Ibu, apakah komunikasi antara satker dengan Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalami 

hambatan sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang dllnginkan? 

Apa yah .. kalau kormmikasi kami sering melakukan hal tersebut 

seperfi contolrnya kalau ada kebijakan yang bunt dari Departemen 

Keuar.gan, kami selalu mcnemskannya melalui sura! edaran ke setiap 

kamvil-kanwil, tapi mungkin perlu adanya pengkomunikasian yang 

lebih intensif lagi tcrhadap sistem penyusunan anggaran, hal ini 

penling kanma masih banyak saluan ketja yang helum mampu 

mengap/ikasikan sistem anggaran yang be1·laku, sehingga satuan 

kerja tidak dapat mengalokasikan anggarannya sendiri. 

5. Menurut Bapakllbu1 apakah jumlah pegawai di bagian penyusunan 

program anggaran dan pelaksanaan anggaran telah memadai untnk 

mendukung pelaksanaan anggarao berbasis klnerja? 

Jawab: 

Menurut saya beginf mas, dari sisi kuantitas jelas SDM yang ada 

kurang wolaupun sebenarn.ya bisa dikerjako.n tapi tingkat akura11inya 

dalam hal ketelitian karena hal ;ni menyanglmt angkaMangka itu yang 

saya rasakan masih kunmg karena bagaimana tidak kita satu orang 

mengeljakan lebih darf 50an sotuan kelja yang didalamnya ada 

beberapa program, karenajumlah pegawai di bagian ini hanya 16 

orang dan satker yang ada lam 738 satker.jadi kit a bagi per wilayah 

6. Menurut Bapa.k!Ibu, apakah satker teJah mempunyai sarana: dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung kehijakan anggaran 

berbasis kinerja? 

Jawab: 

Sarana dan prasaf'ana memang sudah ada yah mas seperli contohnya 

bisa dillhat di roangan ini tiap-tiap orang sudah mempunyaf 

komputer masfng~masing letapi dari segi spesifikasi komputernya 
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belwn mendukung apalagi untuk di satuan ke;ja, makannya kita 

usalrakan untuk tahun depan di tiap-tiap UPT akan ada pengadaan 

komputer khusus unmk menangani panyusunan anggaran 

7. Menurut Bapak/Ibu apakah pengirnplcmentasian anggaran berbasis 

kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan'J 

Ya jelas sekali karena menurut saya Perencanaan program dan 

kegiatan sangat berkaitan dengan pengaggaran. Penyusunun 

anggaran yang baik adalah apabila sesuai dengan rencar.a yang 

disusrm. Dan peroncanaan yang baik juga harus memperharikan 

ketersediaan anggaron, jadi sfncrrgitas antara perencanaan dan 

keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja. 

8. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah 

efektif? 

Ya untuk dikatakan sudah efoktif apa belum kan ftu harus ada 

evaluasi dulu bahwa suatu program itu berhasi/ atau apa, selama inf 

kan helum ada evaluasi, tapi menurUI gambaran saya bahwa 

program-program Departemen Hukum dan HA.~ itu kalau dilihat 

dari sisi anggaran be/tun sesuai dengan apa yang di'harapknn 

9. Menurut BapakJibu1 apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi 

pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pe\aksanaan anggaran? 

Ya, itu sangat di'perlukan 

10. Apakah kendala·kendala yang dihadapi oleh pcgawai di bidang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam 

mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja? 

Data duhmg seperli L1'L TOR dan RAB. Kalo dijelaskan seperti lni 

mas, Penyusunan cmggaran tidak terlepas dari data dukung yang 

dikirim oleh sa/uan kerja, Data- data terse but menjadi data dukung 

untulc melakukan perencanaan atau pengalokasian anggaran. Yang 
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sering menjadi kendala ada/ah data dukUng tersebut terlambar 

direrima atau bahkan satuan ketja tidak mengirimktm data dukung 

tersebut sehingga ketika waktu pembahasan anggaran, pennohonan 

anggaran oleh satker tersebut ditolak karena ketidakadanya data 

dukung Ier:sebut. 

11. Menurut Bapak/Ibt~, apakah struktur birokrasi yang ada sudah tepat 

didalam mcndukung pelaksanaan angganm berbasis kinerja? 

;\1enw-ut saya, struktur organlsasi ridak ada permasalahan. Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan mosing-masing mempunyai bidang 

tugas yang sating me;tdukung. Afasing-masing biro mcnjalankan 

aktifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan diantara 

keduanya mempunyai jalur koordinasi yang baik 

12. Menurut Bapakllbu, apakah daiarn pengimplementasian anggarsn 

berbasis kinelja sudah ada petunjuk operasionatnya dan prosedur 

standar operasional ? 

kita sudah memprmyai standard operasional dalam penyusunan 

anggaran, yaitu sejak proses inventarisasi data dukung, penyusunan 

atau pengalokasian anggaran hingga pada rev1~i anggaran. Namtm 

diakui bahwa standard tersebut seringkali mempersulit kery·a 

penyusunan anggaran, terutama ketika tetjadi revisi 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

Implementasi Kebjjakan Anggaran Berbasis KJnerja 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen hukum dan HA.t\.f Rl 

Informan adalah Pejabat Eselon III di 

Bidang Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan 

B. DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP LV!PLEMENTAS! 

KEBJJAKAN ANGGARAN BERBASIS KJNERIA Df LJNGKUNGAN 

SEKRET AR!AT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RJ 

1. Apakah Bapak!Ibu mengetahui tentang kebijakan anggaran berbasis 

kineija? Ya 

2. Apakah Bapak I Ibu memabami tentang kebijakan anggaran berbasls 

klnelja? Ya 

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi kebijak:an anggaran 

berbasis kinerja yang selama ini telah bezjalan di Departemen Hukum 

dan HAM? 

ya, waktu ilu kalau penyu:mnan anggaran rutin ada di biro keuangan 

sedangkan cmggaran proyek ada di biro perencanaan, sehingga 

kadang~lradang apa yang sudah dialokasikan di anggaran rntin 

lemyata dialokasikan juga di anggoran pemhangunan tetapi kalau 

sekarang kan penyusunan anggaran sudah di Biro Perencanaan 

semuanya sedangkan Biro Keuangan hanya sel;agai pelakrana 

anggarannya sa} a 

4. Menurut Bapak!Ibu. apakah komunikasi antara satker dengan Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalarni 

hambatan sehingga pembinaan yang dilakuk:an oleh Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan? 
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Satuan Kerja belum memahami secara benor implementasi :sistem 

anggaran yang sekarang diberlakukan. Hal ini mungkin karena 

belum tersosialisasikannya sistem anggaran lersebut 

5. Menurut Bapak.!Jbu, apakab jumlah pegawai di bagian pcnyusunan 

program anggaran dan pelaksanaan anggaran telah memadai untuk 

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? 

Kctlau untuk pelaksanaan anggaran ya mas, jumlah pegawai memang 

masih kurang tapi yah mau bagaimana lagi ya harus kila manfaar 

kan jumlah pegawai yang ada 

6. Menurut Bapak/Ibu. apakah satker telah mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan anggaran 

berbasis kinerja? 

Mmmm,. .. begini, untuk sarona dan prasarana klmsusnya sarana 

komputer juga me1ijadi kendala dalam pelaksanaan cmggaran Terus 

Jika kita lihar dari spesifikasinya, komputer yang tersedia saat 

sekarang bclum mendu/amg aplikasi sistem anggaran. Seharusnya 

komputer~komputer tersebut di-upgrade lagi unt11k mcnduk:ung siSrem 

aplikasi anggaran. 

7. Menurut Bapak/Ibu apakah pengimplementasian anggaran berbasis 

kinelja mampu meningkatkan kine1ja perencanaan dan keuangan? 

.{va sangai jelas ma~ dengan adanya sistem penganggaran berbasfs 

kinerja mampu menfngkatkan kinetja organisasi~ ferutama betkaitan 

dengan perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan yang 

direncanakan akan lebih mudah diimplementasikan jika perencanaan 

yang disusun didu!wng oleh anggaran yang tersedia 

8. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah 

efektifl 
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Yah kalau sudah dikatakan ejekrif apa belwn menurut saya pribadi 

sih memang belum. anggaran berbasis kfne1ja ifu mesli berproses, 

suatu aturan main itu dibuat pada .saat pelaksanaan pasti akan ada 

kekurangan. Nah ke!..-urangan ilu .sebenarnya tinggat ditambal 

kembali 

9. Menurut Bapakllbu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi 

pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggnran? 

Ya, itu jelas mas untuk memotiva~i mereka 

10. Apakah kendala-kenriala yang dihadapi oleh pegawai di bidang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam 

rnengimplementasikan anggaran berbasis kinerja? 

Kendala di bagian pelaksanaan cmggaran sendiri ya itu mas 

banyaknya jumlah revisi baik ftu pergeseran anggaran maupun 

pelepasan tanda hintang. 

11. Menurut Bapakllbu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah tepat 

didalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? 

Kan yang berubah hanya tugas, pokok, dan jungsinya saja kalau 

untuk struktur organisasi tidak ada pennasalahan. Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan masing-masing mempunyai bidang tugas yang 

saltng mendukung. Masing~masing biro menjalankan aktifitas sesuai 

dengan tugas polrok dan fimgslnya, Dan diantara keduanya 

memp1myaijalur koardinasi yang baik 

12. Menurut Bapakllbu, apakah dalam pengimplementasian nnggaran 

berhasis kinetja sudah. ada petunjuk operasionalnya dan prosedur 

standar operasional ? 

Biasanya kalo pelunjuk operasionalnya kita mengikuti dart 

Departernen Keuangan yang diatur dalam peralllrcm menteri 

keuangan di situ sudahje/as petunjuk operasionalnya. 
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KUISIONER 

FAKTOR- FAKTOR YANG l'viEMPENGARUJU IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 

DI LINGKUNGA.'l SEKRETARIAT JENDERAL 

DEPARTEMEN HUKUM DA:-1 HAM 

r;;;N,-om-o-r"'R:-es-p_o_n-;d-en------..,-,-.,(k;-o-s-o-ng--;ka,---nc-)-------- I 

Unit Kerja 

LamaKerja ..... _J 

PETUNJUK PENGISIAN 

A. Kuisioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden dengan harapan 

Bapak/Ibu dapat mengisinya seobjektif mungkin (seperti apa adanya), karena 

saya menjamin bahwa jawaban dari Bapakllbu tidak akan diketahui orang lain 

atau pihak manapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima 

kasih. 

B. Petunjuk memberikanjawaban: 

Mohon diberikan penilaian terhadap pemyataan-pemyataan di bawah ini 

(berikan tanda X) 

Keterangan 

!. ( l ) 

2. ( 2) 

3. ( 3) 

4. ( 4) 

5, ( 5) 

: Sangat Tidak Baik 

: TidakBaik 

: Sedang 

: Baik 

: Sangat Baik 

' . ' 

' . ' 
''. l 

' 
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DAFfARPERNYATAAN 

V ariabcl Komunikasi 

~ L Para pelaksana sudah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan 
anggaran berbasis kinerja. 

2. Satuan ke~a telah mendapatkan informasi tentang pelaksa.naan I I 1 
' anggaran ber_~~sis kineQ.~. secarajelas. 

~-3. Jalinan komunikasi antara satker dengan Biro Perencanaan dan I Biro Keuangan seba.gai pembina pelaksam1w1 anggo.ran berbasis 
kinerja be.dalan baik dan lancar .. 

4. Adanya jalinan konsuitasi antara Satker dengan Biro Perencunaan 
dan Biro Keuangan apabila Satker menghadapi kesufitan dalam 
me~gim~leme~tasikan an berbasis lrineria. 

~ormasifpelatihan tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan 
ggaran telah dilakukan secara konsisten 

Variabel Sumber Daya Manusia r-6. Jumlah pegawai di bagian penyusunan anggaran dan bagian 
pelaksanaan anggaran telah memadai untuk mendukung 
petaksanaan anggaran berbasis kine!Ja 

7. Sum her daya manusia di bagian penyosunan anggaran dan bagian ' 
pelaksanaan angga:ran telah memahaml tentang implementasi 

+-~ anggS!an berbasis kine~a 
8. Kualifikasi petugas di bagian penyusunan anggaran dan bagian 

pelaksanrum anggarau sudah memadai. 
9. Pengetahuan petugas di bagian penyusunan anggaran dan bagian 

peiaksanaan anggaran s:udah memadai tentang anggaran berbasis 
k:inerja ···-

10. Pelaksanaan anggaran berbasis kineija membutuhkan sumber dana 
i yang memadai 

II. Satker telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk 
mendukung pelaksanaan llnE~aran berbasis kine.da ! 

Sikao/Disposisi 
12. Ketentuan da.lam implementasi Anggaran berbasis kinerja selalu 

ditaati oleh satker -13. Satker mengirim data dukung dan laperan tepat waktu sesuai 
denganjadual yang telah ditetapkan 

14. Anggaran Berbasis Kinerja adalah Pengintegrasian anta:ra 
Penyusunan anggaran dan Pelaksanaan anggaran yang harus 
didukung oleh seluruh satker 

15. Seluruh pegawru bagian penyusunan angga:ran pelaksanaan 
=aran memounyai kesada:ran dan tan 1 iawah yan~ baik. 

16. Pimpinan Satker mempunyai perhatian terhadap implementasi 
angga:ran berbasis kinerja -

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



17. Kcbijakm anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja 
: perencanaan dan keuangan dengan b~ik 

.... -· Struktur Organisasi --18. Ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur standar operasional dalaro 
implementasi anggaran berbasis kineda. -

19. Terdapat koordinasi yang efektif dan efisien dalam implementasi I ang~ran berbasis kineria. 
20. Struktur birokrasi yang ada sudah tepat didalam rnendukung 

pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja 
21. Koordinas1 merupakan upaya agar terdapat keseragaman dalam 

implementasi keb!Jakan --
22. Koordinasi dilaksanakan untuk memperkecil kemungkinan ' J ~·· 

teijadinya ke_salahan 
23. Terdapat tum pang tindih kewenangan dalam implementasi 

anggaran berbasis kinerja. 
"" 

24. Kewenangan yang Ielah diberikan kepada pegawal penyusunan dan 
pelaksanaan anggaran berbasis kinetja telah dilaksanakan dengan 
balk sesuai dcngan tugas xan~ Ielah diamanatkan . 
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KOMUNIKASI JUMLAH SUMBER DAYA 
RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1 3 3 2 4 2 14 2 3 4 4 5 
2 2 3 3 3 3 14 3 2 2 4 5 
3 3 2 2 4 3 14 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 5 
5 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 5 
6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 3 
7 3 3 3 4 4 17 1 4 4 5 3 
8 1 1 2 1 2 7 3 3 2 1 5 
9 4 4 4 4 3 19 4 4 5 4 5 

10 3 3 4 4 4 18 3 3 4 4 4 
11 3 3 4 4 4 18 1 2 4 4 4 
12 0 4 4 4 0 12 2 4 2 4 4 
13 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 
14 3 2 3 4 4 16 4 4 3 3 4 
15 4 3 3 3 4 17 4 4 4 4 4 
16 3 3 3 2 2 13 2 2 4 4 5 
17 2 3 2 2 2 11 2 2 2 3 5 
18 3 5 5 5 2 20 2 2 5 3 5 
19 3 2 2 2 1 10 3 2 3 3 5 
20 2 2 1 4 1 10 1 2 3 3 5 
21 3 3 3 5 0 14 4 5 5 5 5 
22 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 4 
23 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 
24 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 
25 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 5 
26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 
27 3 3 3 4 4 17 2 3 3 4 4 
28 3 3 3 3 2 14 2 4 3 3 4 
29 3 3 3 4 4 17 5 3 3 3 4 
30 3 4 4 0 3 14 3 3 3 3 5 
31 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 

TABULASI DATA 

JUMlAH SIKAP/DISPOSISI 
6 1 2 3 4 5 6 
2 20 4 3 4 4 4 4 
3 19 4 3 5 5 4 5 
3 19 2 3 5 3 3 4 
4 24 4 4 5 4 4 5 
4 21 4 4 5 4 3 4 
2 13 2 2 5 2 3 4 
3 20 5 4 4 4 4 4 
2 16 2 3 4 4 2 3 
3 25 5 5 5 5 5 5 
3 21 4 4 5 3 4 4 
2 17 4 4 4 4 5 4 
2 18 4 4 4 4 4 2 
3 20 4 4 4 4 5 5 
4 22 4 4 4 4 4 4 
4 24 3 3 4 3 4 4 
3 20 2 4 5 3 4 5 
2 16 3 5 5 5 5 4 
2 19 5 4 5 5 5 4 
4 20 3 3 5 4 3 5 
3 17 5 5 5 4 4 5 
1 25 3 3 5 3 4 4 
2 11 3 2 4 4 4 3 
3 21 4 4 3 4 3 4 
3 21 4 4 3 4 3 4 
4 23 4 4 5 4 4 5 
4 24 4 4 4 4 4 4 
4 20 4 4 4 4 4 4 
3 19 4 3 4 4 4 4 
2 20 4 3 4 4 4 5 
1 18 4 3 5 4 0 5 
4 24 4 4 4 4 4 4 

----r 
' 
' 

JUMLAH 

23 
26 
20 
26 
24 
18 
25 
18 
30 
24 
25 
22 
26 
24 
21 
23 
27 
28 
23 
28 
22 
20 
22 
22 
26 
24 
24 
23 
24 
21 
24 

STRUKTUR ORGANISASI JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
3 4 3 4 4 3 4 22 
4 4 5 5 5 5 4 28 
4 3 3 4 4 4 4 22 
4 4 4 5 5 5 4 27 
3 4 4 4 4 4 3 23 
3 4 3 4 4 3 3 21 
3 4 3 3 3 4 4 21 
3 4 4 4 4 3 3 22 
4 4 4 5 5 4 5 27 
4 4 4 5 4 4 4 25 
4 4 2 5 4 4 2 21 
4 4 2 4 4 2 4 20 
4 4 4 4 4 4 3 23 
4 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 5 4 5 26 
4 3 3 4 4 4 3 21 
3 4 4 4 5 3 5 25 
3 4 3 4 3 4 4 22 
4 5 3 5 4 4 4 25 
5 5 3 5 5 5 3 26 
3 4 4 4 4 5 5 26 
3 3 3 4 4 3 4 21 
3 3 3 4 4 3 4 21 
3 4 4 5 5 4 4 26 
4 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 3 4 4 3 4 22 
3 4 4 4 4 4 4 24 
4 3 4 4 4 4 4 23 
3 5 4 5 4 4 4 26 
4 4 4 4 4 4 4 24 
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Rt 3 
34 

a I 2 I 2 I 2 I I 121 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 121 • I • I • I • I 4 I 4 I ----2•1 4 I 3 I 21 • I 4 I 4] TI_ 21 I 

2 3 ---8 2 2 3 4- -4 2 11! 3- -4 s 3 -----2s 3 5 s 5 5 4 3 L 211 
4 2 5 2 17 4 4 4 4 4 4 24 3 2 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 5 4 4 25 4 4 3 4 5 3 4 23 
44444 20444454 25445445 264445554 27 
2 2 2 2 2 10 5 4 5 4 4 4 26 4 2 4 5 4 4 23 4 2 4 4 4 4 2 20 
3 3 3 4 2 15 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 23 4 4 3 4 4 4 4 23 
2 0 2 3_ 2 9 2 0 3 3 4 5 _J_7 3 4 4 3 2 4 '-- _39_~. 4 2 4 4 3 3 21 

I 2 I 3 I 2 I 4 I 4 I I 151 4 I 2 I 4 I 2 I 4 I 3 I 191 2 I 2 I 5 I 2 I 5 I 4 I _321 4 I 4 I 4 I 5 I 4 I 5 I 2 I 241 
"hi 3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 !3 
46 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
47 3 3 4 4 4 18 4 4 3 4 4 0 19 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 4 4 4 4 23 
48 2 4 4 4 4 18 2 2 2 4 4 4 18 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 24 
An 4 3 4 2 3 16 4 4 4 4 5 2 23 3 5 5 5 4 5 27 3 5 4 5 5 5 4 28 

4 5 5 4 18 4 4 4 4 5 5 26 4 5 4 4 4 4 25 4 4 0 0 0 0 ° ' 
3 3 2 - - 14 2 3 I 4 4 5 2 20 4 3 4 4 4- I 4- 23 3 4 3 4 4 3 

O< 2 3 3 3 3 14 3 2 2 4 5 3 19 4 3 5 5 4 5 26 4 4 5 5 5 5 4 21 
"' 3 2 2 4 3 14 3 3 3 3 4 3 19 2 3 5 3 3 4 20 4 3 3 4 4 4 4 2< 
"" 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 5 4 24 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 5 5 5 ' 00 

55 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 5 4 21 4 4 5 4 3 4 24 3 4 4 4 4 4 
56 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 3 2 13 2 2 5 2 3 4 18 3 4 3 4 4 3 "' .:.11 
57 3 3 3 4 4 17 1 4 4 5 3 3 20 5 4 4 4 4 4 25 3 4 3 3 3 4 4 211 
5B 1 1 2 1 2 7 3 3 2 1 5 2 16 2 3 4 4 2 3 18 3 4 4 4 4 3 • oo 

59 4 4 4 4 3 19.._:!_ 4 5 4 5 3 25 5 5 5 s s s 30 4 4 I 4 s 5 
60 3 3 4 4 4 18 3 3 4 4 4 3 21 4 4 5 3 4 4 24 4 4 4 5 4 
61 3 3 4 4 4 18 1 2 4 4 4 2 17 4 4 4 4 5 4 25 4 4 2 5 4 
62 0 4 4 4 0 12 2 4 2 4 4 2 18 4 4 4 4 4 2 22 4 4 2 4 4 20 
63 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 3 20 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 4 q , 4:0 

"' 3 2 3 4 4 16 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
17 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 4 4 ' 21 4 4 4 4 4 4 4 24 

234444545 26 
111 2 I 2 I 2 I 3 I 5 I 2 I 161 3 I 5 I s I 5 I 5 I 4 I 271 • I 3 I 3 I 4 I 4 I • I s I 21 

••• .. · -· 
.. ' _;_::: __ :;: _ _:. " .l 
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68 3 5 5 5 2 20 2 2 5 3 5 2 19 5 4 5 5 5 4 28 3 4 4 4 5 3 5 25 
69 3 2 2 2 1 10 3 2 3 3 5 4 20 3 3 5 4 3 5 23 3 4 3 4 3 4 4 22 
70 2 2 1 4 1 10 1 2 3 3 5 3 17 5 5 5 4 4 5 28 4 5 3 5 4 4 4 25 
71 3 3 3 5 0 14 4 5 5 5 5 1 25 3 3 5 3 4 4 22 5 5 3 5 5 5 3 26 
12 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 4 2 11 3 2 4 4 4 3 20 3 4 4 4 4 5 5 26 
73 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
74 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
75 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 5 4 23 4 4 5 4 4 5 26 3 4 4 5 5 4 4 26 
75 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
71 3 3 3 4 4 17 2 3 3 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 3 4 22 
78 3 3 3 3 2 14 2 4 3 3 4 3 19 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 4 24 
79 3 3 3 4 4 17 5 3 3 3 4 2 20 4 3 4 4 4 5 24 4 3 4 4 4 4 4 23 
80 3 4 4 0 3 14 3 3 3 3 5 1 18 4 3 5 4 0 5 21 3 5 4 5 4 4 4 26 
81 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
62 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 4 4 4 4 21 
63 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 1 9 3 2 5 3 2 4 19 4 4 4 4 4 2 2 20 
84 4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 5 3 5 28 4 4 4 4 4 5 5 26 
85 3 4 3 5 5 20 2 3 4 4 5 3 21 4 5 5 4 3 5 26 5 4 4 5 5 3 4 25 
86 4 4 4 4 5 21 3 4 4 4 5 3 23 5 5 5 5 4 5 28 4 4 4 4 4 4 5 25 
87 0 2 3 3 0 8 2 2 3 4 4 2 17 3 4 5 3 5 5 25 3 5 5 5 5 4 3 27 
88 4 4 2 5 2 17 4 4 4 4 4 4 24 3 2 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 24 
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68 3 5 5 5 2 20 2 2 5 3 5 2 19 5 4 5 5 5 4 28 3 4 4 4 5 3 5 25 
69 3 2 2 2 1 10 3 2 3 3 s 4 20 3 3 5 4 3 s 23 3 4 3 4 3 4 4 22 
70 2 2 1 4 1 10 1 2 3 3 s 3 17 5 5 5 4 4 5 28 4 5 3 5 4 4 4 25 
71 3 3 3 5 0 14 4 5 5 5 5 1 25 3 3 5 3 4 4 22 5 5 3 5 5 5 3 26 
72 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 4 2 11 3 2 4 4 4 3 20 3 4 4 4 4 5 5 26 
73 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
74 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
75 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 5 4 23 4 4 5 4 4 5 26 3 4 4 5 5 4 4 26 
76 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
77 3 3 3 4 4 17 2 3 3 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 3 4 22 
78 3 3 3 3 2 14 2 4 3 3 4 3 19 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 4 24 
79 3 3 3 4 4 17 5 3 3 3 4 2 20 4 3 4 4 4 5 24 4 3 4 4 4 4 4 23 
80 3 4 4 0 3 14 3 3 3 3 5 1 18 4 3 5 4 0 5 21 3 5 4 5 4 4 4 26 
81 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
82 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 4 4 4 4 21 
83 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 1 9 3 2 5 3 2 4 19 4 4 4 4 4 2 2 20 
64 4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 5 3 5 28 4 4 4 4 4 5 5 26 
85 3 4 3 5 5 20 2 3 4 4 5 3 21 4 5 5 4 3 5 26 5 4 4 5 5 3 4 25 
86 4 4 4 4 5 21 3 4 4 4 5 3 23 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 4 4 4 5 25 
87 0 2 3 3 0 8 2 2 3 4 4 2 17 3 4 5 3 5 5 25 3 5 5 5 5 4 3 27 
88 4 4 2 5 2 17 4 4 4 4 4 4 24 3 2 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 24 
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VARIABEL KOMUNIKASI 

N Valid 
Misslng 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviatif.>n 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

N valid 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Ran9e 
Minimum 
Maxhnum 
sum 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Frequency Percent 
Valid ,00 5 5,7 

1,00 2 2,3 
2,00 16 18,2 
3,00 46 52,3 
4,{10 19 21,6 
Total 68 100,0 

Statistics 

Pernyataan1 Pernyi;ltaan2 Pert)yataan3 
88 88 88 

0 0 0 
2,8182 3,0227 2,9773 
,10542 ,09695 ,10091 
3.0000 3,0000 3,0000 

3,00 3,00 3,00 
,98897 .90943 ,94659 

.978 ,627 ,896 
4,00 5.00 4,00 

,00 ,00 1,00 
4,0ll 5,00 5,00 

246,00 266,00 262,00 

Statistics 

Pemvataan4 Pemvataan5 
68 88 

0 0 
3,3409 2,7614 
,12190 ,13522 
4,0000 3,0000 

4,00 4,00 
1,14356 1,28849 

1,308 1,609 
5,00 5,00 
,00 ,00 

5,00 5,00 
294,00 243,00 

Cumulative 
Valid Percent Percent 

5,7 5,7 
2,3 8,0 

18,2 26,1 
52,3 7$.4 
21,6 100.0 

100,0 

. -···' 
--, 
.. J 

• ',<" 
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Pemyataan2 

Cumufa!lve 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,on 1 1,1 1 '1 1,1 
1,00 4 4,5 4,5 5,7 
2,00 15 17,0 17,0 22,7 
3,00 42 47,7 47,7 70,5 
4,00 24 27,3 27,3 97,7 
5,00 2 2,3 2,3 100.0 
Total sa 100,0 100,0 

Pemyataan3 

Cumurative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1,00 4 4,5 4,5 4,5 
2,00 25 28,4 28,4 33,0 
3,00 31 35,2 35,2 68,2 
4,00 25 28,4 26,4 96,6 
5,00 3 3,4 3,4 100,0 
To1aJ 88 100,0 100,0 

Pemyataan4 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

valid ,00 2 2,3 2,3 2,3 
1,00 2 2,3 2,3 4,5 
2,00 20 22,7 22,7 27,3 
3,00 13 14,8 14,8 42,0 
4,00 42 47,7 47,7 89,6 
5,00 9 10,2 10,2 100,0 
Total 68 100,0 100,0 

Pomyataan5 

Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 6 6,8 6,8 6,8 
1.00 6 6,8 6,3 13,6 
2,00 25 28,4 28,4 42,0 
3,00 21 23,9 23,9 65,9 
4,00 2il 29,5 29,5 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total 88 100,0 100,0 
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VARIABEL SUMBER DAYA 

Statistics 

Pemvataan1 Pemvataan2 Pemvataan3 Pemvataan4 
N Valid 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,6523 3,1136 3,3977 3,4205 
Std. Error of Mean ,11376 ,11478 ,105<2 ,09927 
Median 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 
Mode 2,00 4,00 4.00 4,00 
Std, Deviation 1,06717 1,07673 ,98890' ,93122 
Variance 1,139 1,159 ,978 ,867 
Range 4,00 5,00 4,00 4,00 
Minimum 1,00 ,00 1.00 1,{!0 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 
Sum 251,00 274,00 2ll!l,OO 301,{!0 

Statistics 

Pemvataan5 Pemvataan6 
N Valid 88 aa 

Missing 0 0 
Mean 4,3295 2,9432 
Std. Error of Mean ,07178 ,11005 
Median 4,0000 3,0000 
Mode 4,00 4,{)0 
Std. Devialion ,67333 1,03233 
Variance ,453 1,006 
Range 3,00 5,00 
Minimum 2,00 ,00 
Maximum 5,00 5,00 
Sum 381,00 259,00 

Frequency Table 

P&myataan1 

Cumulative 
Freouencv Percent VaHd Percent Percent 

Valid 1,00 a 9,1 9,1 9,1 
2.00 30 34,1 34,1 43,2 
3,00 20 22,7 22,7 65,9 
4,00 27 30,7 30,7 96,6 
5,00 3 3,4 3,4 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



Pernyataan2 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1 '1 
1,00 4 4,5 4,5 5,7 
2,00 22 25,0 25,0 30,7 
3,00 24 27,3 27,3 58,0 
4,00 31 35,2 35,2 93,2 
5,00 6 6,8 6,8 100.0 
Total 88 100,0 100,0 

Pernyataan3 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1,00 4 4,5 4,5 4,5 
2,00 13 14,8 14,8 19,3 
3,00 22 25,0 25,0 44,3 
4,00 42 47,7 47,7 92,0 
5,00 7 8,0 8,0 100,0 
To!al 88 100,0 100,0 

Pemyataan4 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1,00 6 6,8 6,8 6,8 
2,00 5 5,7 5,7 12.5 
3,00 27 30,7 30,7 43,2 
4,00 46 52,3 52.3 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

flemyataan5 

Cumulative 
Frequency Pere&n! Valid Percent Percent 

Valid 2,00 2 2,3 2,3 2,3 
3,00 4 4,5 4,5 6,8 
4,00 45 51,1 51,1 58,0 
5,00 37 42,0 42,0 100,0 
TotRI 88 100,0 100,0 

Pamyataan6 

Cumulative 
Frequency. Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
1,00 6 6,8 6,8 a,o 
2,00 23 26,1 26,1 34,1 
3,00 27 30,7 30,7 64,a 
4,00 29 33,0 33,!} 97,7 
5,00 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0 
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VARIABEL SIKAP I DISPOSISI 

Statistics 

Pemyataani Pemvataanz Pemvataan3 
N Valid 88 86 88 

Missing 0 0 0 
Mean 3,7273 3,6616 4,4432 
Std. Error of Mean ,08959 ,09361 ,08436 
Median 4,0000 4,0000 4,5000 
Mode 4,00 4,00 5,00 
Std. Deviation ,84046 ,87816 ,60378 
Variance ,708 ,771 ,3£5 
Range 3,00 3,00 2,00 
Minimum 2,00 2,00 3,00 
Maximum 5,00 S,QO 5,()0 

Sum 326,00 324,00 39l,OO 

Statfstlcs 

Pernvataan5 Pemvataan6 
N Valid 86 66 

Missing 0 0 
Mean 3,7614 4,2500 
Std. Error of Mean ,09963 ,06905 
Median 4,0000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 
Std. Deviation ,93458 ,64772 
Variance ,673 ,420 
Range 5,00 3,00 
Minimum ,00 2,00 
Maximum 5,00 5,00 
Sum 331,00 374,00 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2,00 9 10,2 10,2 10,2 
3,00 19 21,6 21,6 31,8 
4,00 47 53,4 53,4 85,2 
5,00 13 14,6 14,8 100,0 
Total 88 100.0 100.0 

Pemyataan2 

Cumulative 
Freouenc';'- Percent Valid Percent Percent 

Valla 2,00 10 11,4 11,4 11.4 
3,00 22 25,0 25,0 36,4 
4,00 42 47,7 47,7 84,1 
5,00 14 15,9 15,9 100,0 
Total 68 100,0 100,0 

Pernvataan4 
86 
0 

3,9318 
,07371 
4,0000 

4,00 
,69142 

,478 
3,00 
2,00 
6,00 

346,00 

; -~vi 
' 
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Pernyataan3 

Cumu1ati>.te 
Freouenev Percent Valid Percent Percent 

valid 3,00 5 5,7 5,7 5,7 
4,00 39 44,3 44,3 50,0 
5.00 44 50,0 50,0 100.0 
Total 68 100,0 1-00,0 

Pemyataan4 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

Vf;lliO 2,00 3 3.4 3,4 3,4 
3,00 15 17,0 17,0 20,5 
4,00 55 62,5 62,5 83,0 
5,00 15 17,0 17,0 100,0 
Tolal as 100,0 100,0 

Pernyataan5 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

Vaho ,Oo 2 2,3 2,3 2,3 
2,00 5 5,7 5,7 8,0 
3,00 16 18,2 18,2 26,1 
4,00 52 59,1 59,1 85,2 
5,00 13 14,8 14,8 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

Pemyataan5 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Petcent 

Valid 2,00 2 2,3 2,3 2,3 
3,00 4 4,5 4,5 6,8 
4,00 52 59,1 59,1 65,9 
5,00 30 34,1 34,1 100,0 
Total 88 100.0 100.0 
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VARIASEL STRUKTUR SIROKRASI 

Statistics 

Pemvataan1 Pernvataan2 Pemvataan3 Pemvataan4 
N Valkl as 86 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,7045 3.9318 3,55SS 4,2159 
Std. Error of Mean ,05863 ,05782 ,08531 ,07128 
Median 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 4,00 4,00 
Std. Deviation ,55001 ,54235 ,80026 ,65866 
Variance ,303 ,294 ,640 ,447 
Range 2,00 3,00 5,00 5,00 
Minimum 3,0(} 2,00 ,00 ,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 
Sum 326.00 346,00 313,00 371,00 

' 
Statistics 

j 

Pemvataan5 Pemvataan6 Pemvataan7 
IN VaHd 88 88 88 

Missing 0 0 0 
Mean 4,1477 3,8068 3,7841 
Std. E:rror of Mean ,07145 ,Oilll32 ,09064 
Median 4,0000 4,0000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 4,00 
Std. Deviation ,67022 ,82849 .85027 
Variance ,449 ,686 ,723 
Range 5,00 5,00 5,00 
Minimum ,00 ,00 ,00 
Maximum 5,00 5.00 5,00 
Sum 365,00 335,00 333,00 

Frequency Table 

Pemyataan1 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

[Va11cf 3,00 30 34,1 34,1 34,1 
4,00 54 61,4 61,4 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total 88 100,0 1000 

PGmyataan2 

Cumulative 
fmouenov Percent Valid Percent Percent 

Valid. 2,00 1 1,1 1 '1 1 '1 
MD 13 14,8 14,8 15,9 
4,00 65 73,9 73,9 89,8 
5,00 9 10,2 10,2 100,0 
Total 88 100,0 . 100,0 
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Pernyataan3 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 I, 1 1,1 1,1 
2,00 7 8,0 8,0 9,1 
3,00 25 28,4 28,4 37,5 
4,00 51 58,0 58,0 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Iota! 88 100,0 100,0 

Pernyataan4 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
3,00 2 2,3 2,3 3,4 
4,00 60 68,2 68,2 71,6 
5,00 25 28,4 28,4 100,0 
Total 88 100,0 100.0 

PemyataanS 

CI.JmulatiVe 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
3,00 4 4,5 4,5 5,7 
4,00 62 70,5 70,5 76,1 
5,{)0 21 23,9 23,9 100,0 
Total 88 100,0 100.0 

Pemyataan6 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
2,00 4 4,5 4,5 5,7 
3,00 18 20,5 20,5 26,1 
4,00 52 59,1 59,1 85,2 
5,00 13 14,8 14,8 100,0 
Total 88 100.0 100,0 

Pemyataan7 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Pet cent 

Valid ,00 1 1 '1 1,1 1,1 
2,00 6 6,8 6,8 8,0 
3,00 15 17,0 17,0 25,0 
4,00 54 61,4 61,4 86,4 
5,00 12 13,6 13,6 100,0 
Total 58 100,0 100,0 
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